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SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama : Pradhana Agung Nugraha, S.STP, MM

NIP. : 19820331 200012 1 001

Jabatan : Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Jawa
Tengah

Berdasar SK Gubernur Nomor 800.1.3.3/0493 tanggal 7 Agustus 2025
Bertugas untuk dan atas nama Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Provinsi Jawa Tengah Berkedudukan di Jalan Jl. Ahmad Yani No.160 Kota
Semarang.

Dengan ini saya menyatakan dengan sungguh-sun10gguh bahwa:

1. Renstra disusun dengan benar dan terukur sebagai pedoman
pelaksanaan pemerintah dan Pembangunan dalam tugas pokok
fungsi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Jawa Tengah
Untuk mewujudkan tujuan, sasaran, dan serta program Kkerja
berdasarkan RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2025-2029;

2. Berkomitmen yang tinggi untuk melaksanakan dan mewujutkan
tujuan, sasaran, program dan kegiatan dalam Renstra Badan
Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-
2029 dengan menggunakan sumber daya organisasi secara efektif
dan efisien.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan tanpa paksaan dan untuk

dipergunakan sebagaimana mestinya

Semarang, 2025
PLT. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK PROVINSI JAWA TENGAH
KEPALA BIDANG IDEOLOGI DAN
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik (Kesbangpol) memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas
politik, menciptakan kerukunan sosial, serta memperkuat nilai-nilai
demokrasi dan partisipasi masyarakat. Sebagai lembaga yang bertanggung
jawab terhadap pengelolaan kehidupan berbangsa dan bernegara,
Kesbangpol menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks di
tengah dinamika global dan nasional. Kesbangpol memiliki tugas untuk
mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan.
Partisipasi masyarakat dalam sistem demokrasi perlu diperkuat, baik
melalui kegiatan sosial, ekonomi, maupun politik. Dengan perkembangan
teknologi yang sangat pesat, terutama dalam bidang media sosial dan
digital, Kesbangpol dihadapkan pada tantangan baru dalam mengelola
informasi dan mencegah penyebaran hoaks yang dapat memicu ketegangan
sosial. Seiring dengan dinamika politik nasional dan lokal yang berkembang
cepat, tantangan yang dihadapi oleh Kesbangpol semakin kompleks.
Fenomena seperti polarisasi sosial, perbedaan politik yang tajam, serta
ancaman terhadap kerukunan sosial, menjadi tantangan utama yang perlu
dihadapi untuk menjaga stabilitas daerah.

Pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik merupakan
bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk
memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa serta menjaga stabilitas
politik di dalam negeri. Aspek pembangunan ini dilaksanakan dengan
berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, yang
menjadi dasar negara dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia
(NKRI). Fokus wutama dari pembangunan di bidang ini adalah
pengembangan sistem politik yang demokratis, yang menjunjung tinggi
prinsip kedaulatan rakyat dan memastikan terciptanya tatanan
pemerintahan yang stabil serta inklusif. Untuk mencapai tujuan tersebut,
dibutuhkan perencanaan yang matang agar pelaksanaan program dan
kegiatan pembangunan dapat berjalan dengan tepat, akurat, dan sesuai
dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam konteks ini, sistem perencanaan pembangunan di Indonesia

diatur oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Page | 1



Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini mengatur bahwa
sistem perencanaan pembangunan merupakan prosedur yang digunakan
untuk menyusun berbagai rencana pembangunan, baik jangka panjang,
jangka menengah, maupun tahunan, yang dilakukan oleh pemerintah
pusat dan daerah. Proses perencanaan ini harus melibatkan partisipasi
aktif dari masyarakat, sehingga setiap kebijakan yang diambil benar-benar
mencerminkan kebutuhan rakyat dan aspirasi masyarakat.

Seiring dengan diterapkannya kebijakan desentralisasi dan
pemberian otonomi daerah, setiap daerah diberikan hak dan kewajiban
untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan mereka sendiri.
Pembangunan daerah ini, meskipun disusun secara terpisah, tetap
merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan
nasional. Dengan kata lain, perencanaan pembangunan daerah adalah
sub-sistem dari perencanaan pembangunan di tingkat nasional, yang
memiliki hubungan erat dan saling mendukung dalam mencapai tujuan
pembangunan yang lebih besar di tingkat nasional.

Sejalan dengan regulasi yang ada, Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah mengalami beberapa kali
perubahan dan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016,
serta peraturan daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 yang
mengatur Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa
Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, peraturan daerah Provinsi Jawa
Tengah Nomor No. 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik (Kesbangpol) tetap berfungsi sebagai Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) di bawah Gubernur Jawa Tengah. Badan Kesbangpol
memiliki tugas dan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di
bidang kesatuan bangsa dan politik, yang akan tetap berlaku sampai
dengan diundangkannya peraturan perundang-undangan yang mengatur
pelaksanaan pemerintahan umum.

Untuk menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan di bidang
kesatuan bangsa dan politik, diperlukan penyesuaian terhadap Rencana

Strategis (Renstra) Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah. Penyesuaian
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ini penting untuk menyesuaikan indikator dan target pembangunan dalam
periode lima tahun (2025-2029), agar program yang dilaksanakan dapat
lebih efektif, relevan, dan sejalan dengan perubahan regulasi yang ada.
Dengan demikian, penyesuaian Renstra Badan Kesbangpol ini merupakan
langkah strategis dalam memastikan bahwa perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan di Jawa Tengah tetap selaras dengan tujuan nasional serta
kebutuhan masyarakat setempat. Penyesuaian Rencana Strategis (Renstra)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-
2029 terhadap RPD Provinsi Jawa Tengah tahun 2024-2026.

Sebagai salah satu perangkat daerah, maka Badan Kesbangpol perlu
untuk menyusun Renstra. Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah
merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima)
tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan
kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman
pada RPD dan bersifat indikatif hal ini sesuai amanat dan merujuk pada
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dengan penyelarasan dan penyesuaian
target kinerja, maka Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi
Jawa Tengah yang berpedoman pada berbagai rencana pembangunan
Provinsi Jawa Tengah diharapkan mampu menghasilkan sinergi program
yang dapat berdampak luas terhadap pencapaian tujuan yang diharapkan.

Upaya tersebut merupakan implementasi nyata dari Visi dan Misi
Gubernur Jawa Tengah, yaitu: “Terwujudnya sebuah provinsi yang maju,
berwibawa, dan berkelanjutan, dengan semangat kolaboratif dan
responsif, sebagai bagian dari upaya menuju Indonesia Emas 2045”,
dengan prinsip "Ngopeni — Ngelakoni Jateng'. Ini juga mencerminkan
pokok-pokok pikiran dalam misi pembangunan Provinsi Jawa Tengah,
khususnya misi ketiga, yaitu: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan
yang Responsif dan Kolaboratif dengan mengedepankan nilai-nilai
integritas, serta misi kelima, yaitu: Menjaga stabilitas dan kondusivitas

daerah dengan pendekatan budaya lokal, serta menjamin kebebasan
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warga dalam menjalankan ibadah, perlindungan kesejahteraan sosial,
serta hak asasi manusia yang berkeadilan. Untuk mewujudkannya,
penyelenggaraan pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik di
Jawa Tengah perlu selaras dengan pembangunan nasional. Hal ini juga
sejalan dengan penyesuaian dan pengembangan Rencana Pembangunan
Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah 2024-2026, serta mendukung Rencana
Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum
Kementerian Dalam Negeri 2025-2029. Selain itu, pembangunan ini perlu
mendukung visi jangka panjang sebagaimana tercantum dalam Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah
2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) 2025-2029.

Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional,

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik;

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik
Sosial;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan;

10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;

11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

12. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi
Kemasyarakatan,;

13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan,
Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah,

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2005-2025;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Forum
Kewaspadaan Dini Masyarakat;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2025 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun Anggaran 2025;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang

Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik;

Page | 5




28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41].

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang
Pedoman Pemantauan Pengawasan Orang Asing dan Lembaga;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Tenaga
Kerja Asing di Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemerintah Daerah dalam rangka Revitalisasi dan Aktualisasi
Nilai-nilai Pancasila;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemantauan, Pelaporan, dan Evaluasi Perkembangan Politik
di Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Pusat
Pendidikan Wawasan Kebangsaan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang
Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang
Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang
Kesatuan Bangsa dan Politik;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun
2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi
Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2025 tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2025;
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1.3

42. Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmedagri) Nomor 2 Tahun 2025
tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra PD 2025-2029;

43. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 0007 /0001565 tanggal 26
Februari 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis Perangkat
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 -2029;

44. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 000.7.2.2/0002764
tanggal 9 April 2025 tentang Penyusunan Rancangan Strategis (Renstra)
dan Pelaksanaan Forum Perangkat daerah/Lintas Perangkat Daeah
dalam Rangka Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa

Tengah Tahun 2025 - 2029.

Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 adalah menyediakan
dokumen perencanaan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Jawa Tengah untuk kurun waktu Tahun 2025-2029 yang
mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran,
strategi, kebijakan, program dan kegiatan sebagai penjabaran dari RPJPD
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas dan fungsi
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

Tujuan dari penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 yaitu:

1. Mewujudkan visi kepala daerah yaitu “Terwujudnya sebuah
provinsi yang maju, berwibawa, dan berkelanjutan, dengan
semangat kolaboratif dan responsif, sebagai bagian dari upaya
menuju Indonesia Emas 2045”

2. Mewujudkan tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Provinsi Jawa Tengah ke dalam program dan kegiatan
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun secara sistematis, sinergis,
terpadu, dan berkesinambungan.

3. Mewujudkan perencanaan, pemilihan program dan kegiatan serta
prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah di urusan
pemerintahan umum dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

4. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan
kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa

Tengah untuk kurun waktu 2025-2029 dalam pelaksanaan tugas
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dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan
evaluasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa

Tengah.

1.4 Sistematika Penyusunan
Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan
Bab ini memuat latar belakang yang terdiri dari uraian singkat
latar belakang tentang perlunya Rencana Strategis (Renstra);
Landasan Hukum; Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra;
dan Sistematika Penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis
Perangkat Daerah
Bab ini menjelaskan tentang Tugas, Fungsi dan Struktur
Organisasi; Sumber Daya Perangkat Daerah; Kinerja
Pelayanan Perangkat Daerah; Identifikasi Permasalahan
Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah; Telaah
Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih; Telaah Renstra K/L; Telaah Rencana Tata
Ruang Wilayah dan KLHS; serta Penentuan Isu-Isu Strategis.

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebiajkan
Bab ini memuat tentang Tujuan dan Sasaran Jangka
Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa
Tengah yang disertai dengan indikator kinerja targetnya
selama 5 (lima) tahun ke depan; Strategi dan Arah Kebijakan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah
melalui metode analisis SWOT yang nantinya akan dijabarkan
dalam bentuk kegiatan-kegiatan Perangkat Daerah yang
menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja
Penyelenggaraan Bidang Urusan
Bab ini menjelaskan tentang Rencana Program dan Kegiatan;
Indikator Kinerja; Kelompok Sasaran dan Pendanaan

Indikatifnya, sehingga penentuan program dan kegiatan harus
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Bab V

selaras dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai,
Indikator Kinerja Perangkat Daerah, termasuk Indikator
Kinerja Utama (IKU) perangkat Daerah. Selain IKU Perangkat
Daerah, juga ditetapkan indikator kinerja penyelenggaraan
bidang wurusan masing-masing perangkat daerah yang

merujuk pada indikator program.

Penutup

Bab ini menjelaskan kaidah pelaksanaan, yang antara lain
meliputi penjelasan Rencana Strategis Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah sebagai pedoman
dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja), penguatan peran
stakeholders dalam pelaksanaan rencana kerja Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah, dasar
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan
lima tahunan serta catatan dan harapan Kepala Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.
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BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Daerah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah dibentuk
berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa
Tengah mengenai perubahan atas peraturan tersebut. Peraturan tersebut
menetapkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Badan
Kesbangpol) tetap berfungsi sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
yang berada di bawah Gubernur Jawa Tengah, dengan tugas dan
kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kesatuan
bangsa dan politik. Ketentuan ini berlaku sampai adanya peraturan

perundang-undangan baru terkait pelaksanaan pemerintahan umum.

2.1.1. Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah
memiliki tugas pokok untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan
daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik. Dalam rangka
menjalankan tugas pokok tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan
politik;

b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum
dalam bidang kesatuan bangsa dan politik;

c. Membina, memfasilitasi, dan melaksanakan tugas di bidang
ideologi dan kewaspadaan, ketahanan bangsa, serta politik dalam
negeri di tingkat provinsi dan kabupaten/kota;

d. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
kesatuan bangsa dan politik;

e. Menyelenggarakan kesekretariatan badan;

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai

dengan tugas dan fungsinya.
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2.1.2.

Struktur Organisasi

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa

Tengah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi

Jawa Tengah, serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa

Tengah sebagai dasar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, menetapkan

bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) memiliki struktur

organisasi yang terdiri dari:

a.

b.

f.

g.

Kepala Badan;

Sekretariat, terdiri atas:

1) Subbagian Program;

2) Subbagian Keuangan;

3) Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi
Kemasyarakatan

Bidang Politik Dalam Negeri

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Kelompok Jabatan Fungsional.

Selengkapnya Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Provinsi Jawa Tengah tersaji pada gambar berikut:

Table 1. Struktur Organisasi Badan Kesatuan dan Politik Provinsi Jawa Tengah

KEPALA BADAN

SEKRETARIS

SUB KOORDINATOR DAN]
KELOMPOK JABATAN §_
FUNGSIONAL

SUB BAGIAN PROGRAM

SUB BAGIAN KEUANGAN

SUB BAGIAN
KEPEGAWAIAN

BIDANG IDEOLOGI,

WAWASAN KEBANGSAAN
DAN KARAKTER BANGSA

BIDANG KETAHANAN

EKONOMI SOSIAL, BUDAYA
DAN ORGANISASI

KEMASYARAKATAN

BIDANG POLITIK DALAM
NEGERI

BIDANG KEWASPADAAN
NASIONAL DAN
PENANGANAN KONFLIK

T
4
|

T
4
|

T
4
|

T
a

JABATAN FUNGSIONAL

JABATAN FUNGSIONAL

JABATAN FUNGSIONAL

JABATAN FUNGSIONAL
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Sumber: Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa

Tengah

2.1.3 Fungsi Organisasi dalam Perangkat Daerah

Adapun penjelasan mengenai tugas dan fungsi pada masing-masing

perangkat yang ada dalam Kesbangpol Jawa Tengah berdasarkan Peraturan

Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor S Tahun 2025 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah sebagai dasar pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi adalah sebagai berikut:
1. Sekretariat

Dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

a. Tugas:

Melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas,

pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada

seluruh unit organisasi di lingkungan Badan.

b.  Fungsi:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

Penyiapan bahan koordinasi di lingkungan Badan;
Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan
rencana program dan kegiatan di lingkungan Badan;
Penyiapan bahan pembinaan dan pemberian
dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan,
kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan,
kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dan
dokumentasi di lingkungan Badan;

Penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan
penataan organisasi serta tata laksana di lingkungan
Badan;

Penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan sistem
pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan
informasi dan dokumentasi;

Penyiapan bahan pengelolaan barang milik /kekayaan
daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di

lingkungan Badan;
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Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan sesuai
dengan lingkup tugasnya;
8) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
C. Sekretariat membawahkan:
1) Sub Bagian Program
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
perumusan kebijakan teknis, pembinaan,
pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara
terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di
bidang program, meliputi: koordinasi perencanaan,
pemantauan, evaluasi dan pelaporan, serta
pengelolaan sistem informasi di lingkungan Badan.
2) Sub Bagian Keuangan
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
perumusan kebijakan teknis, pembinaan,
pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara
terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di
bidang keuangan, meliputi: pengelolaan keuangan,
verifikasi, pembukuan, dan akuntansi di lingkungan
Badan.
3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
perumusan kebijakan teknis, pembinaan,
pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara
terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di
bidang umum dan  kepegawaian, meliputi:
pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum,
hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana,
ketatausahaan, rumah tangga, dan perlengkapan di

lingkungan Badan.
2. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karekter Bangsa

Dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
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Tugas:

Melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis,

pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan

teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

tugas dukungan teknis di Bidang Ideologi dan Wawasan

Kebangsaan dan Karakter Bangsa.

Fungsi:

1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di Bidang
Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa;

2) Pelaksanaan kebijakan terkait pembumian nilai-nilai
Pancasila, pencegahan dan penanggulangan
radikalisme dan  terorisme, aktualisasi dan
implementasi nasionalisme/ patriotisme, pendataan
dan pendalaman perkembangan ideologi/kelompok
radikal, pembangunan karakter dan penguatan
ideologi Pancasila, pembentukan Paskibraka;

3) Monitoring dan evaluasi di bidang Bidang Ideologi,
Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa;

4) Pelaporan dan rekomendasi di bidang ideologi,
wawasan kebangsaan dan karakter bangsa

5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Badan, sesuai dengan tugas dan fungsinya;

3. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi

Kemasyarakatan

Dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

a.

Tugas:

Melakukan persiapan untuk merumuskan kebijakan

teknis, memberikan pembinaan, dan melaksanakan tugas

di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan

Organisasi Kemasyarakatan.

Fungsi:

1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang
ketahanan ekonomi, sosial budaya dan organisasi

kemasyarakatan;
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2)

3)

4)

S)

Pelaksanaan kebijakan terkait pemantapan
ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pencegahan
narkotika, pembinaan kerukunan antar umat
beragama dan penghayat kepercayaan, nguri-nguri
budaya guna ketahanan bangsa, pemberdayaan
ormas, pendayagunaan potensi ormas, pembahasan
isu-isu strategis bidang ormas;

Monitoring dan evaluasi di bidang ketahanan
ekonomi, sosial, budaya,dan organisasi
kemasyarakatan;

Pelaporan dan rekomendasi di bidang ketahanan
ekonomi, sosial, budaya, dan organisasi
kemasyarakatan;

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Badan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Politik Dalam Negeri

Dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

a.

Tugas:

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan

kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas,

pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan

pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Sistem,

Implementasi dan Kelembagaan Politik dan Pemilu,

Pendidikan dan Budaya Politik.

Fungsi:

1)

2)

Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang
politik dalam negeri;

Pelaksanaan kebijakan terkait peningkatan dan
penguatan peran politik, peningkatan etika budaya
politik dalam kerangka wasbang dan ideologi negara,
peningkatan koordinasi dan komunikasi politik,
penguatan sistem implementasi pemilu/pilkada dan
masyarakat desa, penguatan keterbukaan

media/pers dalam  mendukung  keterbukaan
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demokrasi, pendidikan politik, sekolah politik
kebangsaan, penguatan kemitraan pengembangan
demokrasi, penguatan perkembangan politik daerah,
penguatan sistem implementasi kelembagaan politik,
penguatan keterbukaan partai politik;

3) Koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang politik
dalam negeri;

4) Monitoring dan evaluasi di bidang bidang politik
dalam negeri;

5) Pelaporan dan rekomendasi di bidang bidang politik
dalam negeri;

0) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala

badan sesuai tugas dan fungsinya.

5. Bidang Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan
Konflik

Dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

a.

Tugas:

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan

kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas,

pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang

Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Fungsi:

1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang
kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;

2) Pelaksanaan kebijakan pelaksanaan kebijakan
terkait peningkatan kewaspadaan dan deteksi dini,
peningkatan kapasitas di bidang kewaspadaan dan
deteksi dini, pengamanan VIP/VVIP, pengawasan
orang asing, penguatan ruang publik, pengamanan
aksi unjuk rasa, penanganan konflik sosial, dan
pelaksanaan Tim Kewaspadaan DiniKoordinasi
dengan unit kerja terkait di bidang politik dalam

negeri;
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4)

5)

Koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang
kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
Monitoring dan evaluasi di bidang kewaspadaan
nasional dan penanganan konflik;

Pelaporan dan rekomendasi di bidang kewaspadaan
nasional dan penanganan konflik

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala

badan sesuai tugas dan fungsinya.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

A) Jumlah dan Status Kepegawaian

Sebagai salah satu instansi pemerintah daerah, Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah memiliki peran

strategis dalam menjaga stabilitas politik, keamanan, dan

kehidupan berbangsa di wilayahnya. Untuk mendukung

pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, diperlukan sumber daya

manusia yang kompeten dan terorganisir dengan baik di berbagai

bidang operasional. Dalam laporan bulan April 2025, disajikan

rincian jumlah dan distribusi pegawai yang mencerminkan

prioritas kerja dan kebutuhan organisasi, dengan komposisi

sebagai berikut:

Table 2 Rincian Pegawai Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah bulan April 2025

Nomor

N O o A W N

10

Bidang dan Bagian Jumlah

(Orang)
Kepala Badan 1
Sekretaris 1
Sub Bagian Program 4
Sub Bagian Keuangan 8
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 8
Kepada Bidang Ideologi dan Kewaspadaan 1
Sub Koordinator Ideologi dan Wawasan 6

Kebangsaan
Sub Koordinator Kewaspadaan Nasional 4
Kepala Bidang Ketahanan Bangsa

Sub Koordinator Ketahanan Ekonomi, Sosial, 2

Budaya, dan Agama
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Sub Koordinator Organisasi Kemasyarakatan
12 Kepala Bidang Politik Dalam Negeri
13 Sub Koordinator Sistem, Implementasi, dan
Kelembagaan Politik
14 Sub Koordinator Pemilu, Pendidikan, dan 4
Budaya Politik

Jumlah 49

Sumber: Kesbangpol, 2025

Berdasarkan data pada Tabel 1, jumlah total pegawai yang
mendukung Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa
Tengah pada bulan April 2025 adalah sebanyak 49 orang. Jumlah
ini mencakup berbagai bidang dan bagian yang bertugas untuk
mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan tersebut.
Komposisi ini terdiri dari pegawai yang tersebar dalam 14 bidang
dan bagian, dengan jumlah pegawai yang bervariasi pada setiap
bagian sesuai dengan kebutuhan operasional.

Bagian dengan jumlah pegawai terbanyak adalah Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian dan Sub Bagian Keuangan yang memiliki
8 pegawai. Hal ini menunjukkan pentingnya fungsi administratif
dan pengelolaan sumber daya manusia dalam mendukung kinerja
keseluruhan badan. Sementara itu, yang berperan penting dalam
pengelolaan anggaran dan keuangan organisasi. Sub Koordinator
Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dan Sub Koordinator
Organisasi Kemasyarakatan juga memiliki peran signifikan
dengan jumlah pegawai sebanyak 6 orang, mengindikasikan
perhatian  terhadap aspek wawasan kebangsaan dan
pemberdayaan masyarakat.

Selain itu, beberapa bagian memiliki jumlah pegawai yang
lebih sedikit tetapi tetap memegang peran strategis. Misalnya, Sub
Bagian Program hanya memiliki 4 pegawai, namun bertanggung
jawab untuk perencanaan dan pengelolaan program kerja badan.
Bagian lain seperti Sub Koordinator Kewaspadaan Nasional, Sub
Koordinator Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama,
serta Sub Koordinator Sistem, Implementasi, dan Kelembagaan
Politik masing-masing memiliki jumlah pegawai yang cukup untuk

mendukung fokus kerja di bidangnya. Dengan struktur ini, Badan
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Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah memiliki
kapasitas untuk menjalankan fungsi dan tugasnya secara optimal.

Dengan pembagian tugas yang terstruktur ini, Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah memiliki
kapasitas untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan
yang bertujuan untuk menjaga stabilitas politik, keamanan, dan
ketahanan bangsa. Dukungan dari pegawai yang kompeten dan
berkualitas menjadi kunci dalam mencapai sasaran strategis yang
telah ditetapkan, termasuk peningkatan kesadaran politik
masyarakat dan penguatan nilai-nilai kebangsaan.
B) Status Pendidikan dan Golongan

Tingkat pendidikan pegawai di Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Provinsi Jawa Tengah menunjukkan mayoritas memiliki
latar belakang pendidikan sebanyak 12 orang pegawai
berpendidikan Strata 2 (Pasca Sarjana), Strata 1 (Sarjana), yaitu
sebanyak 23 orang. Selanjutnya, menunjukkan adanya tingkat
kompetensi dan keahlian yang lebih tinggi di beberapa posisi
strategis. Selain itu, terdapat 4 orang lulusan Akademi/D3 dan 10
orang lulusan SLTA, yang berkontribusi pada peran-peran teknis
dan administratif dalam organisasi, sebagaimana yang ditunjukan

pada table berikut:

Table 3 Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Berdasarkan Status Pendidikan bulan April 2025

Nomor Status Pendidikan Jumlah
1 Strata 2 12
2 Strata 1 23
3 Akademi/ D3 4
4 SLTA 10
Jumlah 49

Sumber: Kesbangpol, 2025

Table 4 Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Berdasarkan Golongan bulan April 2025

Nomor Status Pendidikan Jumlah
1 Golongan IV §)
2 Golongan III 33
3 Golongan II 7
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4 PPPK 3

Golongan -
Jumlah 49
Sumber: Kesbangpol, 2025

Tabel 3 memperlihatkan distribusi pegawai berdasarkan
golongan kepegawaian. Dari total 49 pegawai, sebagian besar
berada pada Golongan III, yaitu sebanyak 33 orang. Ini
menunjukkan bahwa mayoritas pegawai berada pada posisi
menengah dalam struktur kepegawaian, yang umumnya diisi oleh
individu dengan pengalaman kerja dan kompetensi profesional
yang signifikan. Sementara itu, Golongan IV memiliki 6 orang
pegawai, yang biasanya mencerminkan jabatan struktural dengan
tanggung jawab yang lebih besar. Golongan II juga mencatat
jumlah yang sama, yaitu 7 orang, 3 orang PPPK sedangkan tidak
ada pegawai di Golongan I.

Kombinasi antara tingkat pendidikan dan golongan
kepegawaian ini mencerminkan struktur organisasi yang relatif
seimbang, dengan distribusi sumber daya manusia yang
mencakup berbagai tingkatan keahlian dan tanggung jawab.
Keberadaan pegawai dengan kualifikasi pendidikan tinggi,
terutama pada golongan yang lebih senior, memberikan nilai
tambah dalam upaya badan ini untuk melaksanakan fungsi

strategisnya.

2.2.2. Sarana dan Prasarana OPD

No

—_

Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan guna

menjalankan tugas pokok dan fungsi, Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Provinsi Jawa Tengah dilengkapi dengan berbagai sarana dan

prasarana sebagai asset/modal, yang terdiri dari:

Table 5 Sarana dan Prasarana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bulan Februari 2025

Nama Barang/ Jenis Barang Tahun 2025
Jumlah Nilai
TANAH
Tanah 3 12.011.143.000

PERALATAN MESIN
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Nama Barang/ Jenis Barang Tahun 2025

Jumlah Nilai
2 Alat-Alat Besar 2 689.909.226
3 Alat-Alat Angkut 20 3.084.658.400
4 Alat-Alat Bengkel - -
S Alat-Alat Pertanian - -
6 Alat Kantor dan RT 658 3.782.499.000
7 Alat Studio & Komunikasi 101 699.001.000
8 Alat Komputer 203 1.861.130.124
9 Alat Laboratorium - -
10 Alat Keamanan - -
C GEDUNG DAN BANGUNAN
11 Bangunan Gedung 6 6.819.580.081
12 Bangunan Monumen - -
D JALAN, IRIGASI & JARINGAN
13 Jalan Jembatan - -
14 Bangunan Air/ Irigasi - -
15 Tugu Titik Kontrol/ Pasti 3 131.650.000
16 Instalasi - -
17 Jaringan - -
E ASET TETAP LAINNYA
18 Buku Perpustakaan 1.061 80.619.400
19 Barang Bercorak Kesenian/Budaya - -
20 Hewan Ternak dan Tumbuhan - -
F KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN
21 Bangunan Gedung - -
22 Bangunan Monumen - -

TOTAL 2057 29.160.077.734
Sumber: Kesbangpol, 2025

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2025
mencerminkan kesiapan lembaga dalam mendukung pelaksanaan tugas-
tugasnya. Dalam tabel tersebut, terlihat bahwa kategori aset yang paling
banyak adalah alat kantor dan rumah tangga, dengan jumlah mencapai 658
unit, senilai Rp.3.782.499.000. Hal ini menunjukkan fokus lembaga pada
pemenuhan kebutuhan administrasi dan operasional sehari-hari untuk
mendukung kelancaran tugas-tugas birokrasi. Selain itu, alat komputer
dengan jumlah 203 unit juga mencerminkan upaya Kesbangpol dalam

mendigitalisasi layanan dan administrasi.
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Fokus pada peralatan mesin seperti alat-alat besar dan alat-alat
angkut, meskipun jumlahnya terbatas, menunjukkan adanya dukungan
logistik untuk kegiatan-kegiatan tertentu. Sebagai contoh, 20 unit alat
angkut dengan nilai Rp.3.084.658.500 dapat digunakan untuk mobilitas
kegiatan lapangan, termasuk pengawasan, monitoring, dan koordinasi
antar wilayah. Namun, terdapat kekurangan pada kategori alat-alat
bengkel, pertanian, dan keamanan, yang bisa menjadi perhatian untuk
pengembangan sarana di masa mendatang agar mendukung fungsi yang
lebih luas.

Selain itu, keberadaan bangunan gedung yang bernilai
Rp.6.819.580.081 menegaskan pentingnya infrastruktur fisik sebagai pusat
koordinasi dan aktivitas lembaga. Namun, tidak ada data terkait jalan,
irigasi, ataupun instalasi yang dapat mendukung aksesibilitas lebih lanjut.
Oleh karena itu, meskipun total nilai aset mencapai Rp.29.160.077.734
dengan total 2.057 item, Kesbangpol perlu mempertimbangkan investasi di
bidang infrastruktur dasar dan aset lain yang lebih spesifik untuk

mendukung efektivitas pelaksanaan tugas di lapangan.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Pelayanan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi dievaluasi
berdasarkan tiga aspek utama, yaitu stabilitas wilayah, politik dan
demokrasi, serta keharmonisan antar umat beragama yang melibatkan
pembinaan terhadap organisasi masyarakat (Ormas), lembaga swadaya
masyarakat (LSM), dan organisasi kepemudaan (OKP). Penjelasannya
adalah sebagai berikut:
A)  Konduktivitas Wilayah
Secara keseluruhan, situasi di berbagai wilayah di Provinsi
Jawa Tengah selama periode 2021-2025 tetap aman dan kondusif.
Namun, beberapa gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat,
seperti aksi unjuk rasa dan tindak pidana, masih terjadi. Jumlah
kejadian unjuk rasa menunjukkan fluktuasi sepanjang tahun 2021
hingga 2025.
Dalam kurun waktu 2021-2025, Jawa Tengah menghadapi
sejumlah isu strategis yang memicu dinamika sosial-politik berupa

aksi unjuk rasa dengan melibatkan berbagai kelompok masyarakat.
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Pertama, kasus Desa Wadas, Purworejo, yang sejak 2013
menolak rencana penambangan batu andesit untuk pembangunan
Bendungan Bener sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional.
Penolakan masyarakat dilatarbelakangi kekhawatiran kerusakan
lingkungan, hilangnya lahan pertanian, serta dampak sosial. Aksi
unjuk rasa sempat memuncak pada 8 Februari 2022 ketika
pengukuran lahan oleh BPN berujung penangkapan 63 warga. Hingga
2023, meskipun pembebasan lahan telah mencapai 97,2%, sebagian
masyarakat masih menolak sekitar 124 hektar lahan tambang. Kasus
ini menjadi sorotan nasional karena mencerminkan tarik-menarik
antara  kepentingan pembangunan infrastruktur dengan
perlindungan lingkungan dan hak masyarakat lokal.

Kedua, pada peringatan May Day tahun 2025, tercatat sekitar
18.950 buruh melakukan aksi di lebih dari 9 titik formal dan puluhan
titik lain di kabupaten/kota Jawa Tengah. Aksi berjalan relatif
kondusif dengan pengamanan ribuan personel kepolisian, namun di
Kota Semarang terjadi kericuhan akibat kelompok anarko yang
menyusup dan melakukan perusakan. Enam orang ditetapkan
sebagai tersangka. Tuntutan buruh umumnya menyangkut isu
outsourcing, PHK, kebutuhan perlindungan pekerja melalui regulasi
(termasuk RUU PPRT), serta peningkatan kesejahteraan.

Ketiga, pada tahun 2025, DPRD Jawa Tengah menjadi sorotan
aksi mahasiswa dan masyarakat sipil terkait tuntutan keadilan,
kekerasan aparat, serta kebijakan yang dianggap kurang berpihak
kepada publik. Aksi besar di Semarang pada akhir Agustus berujung
kericuhan dengan pembakaran dan perusakan kendaraan. Massa
menyoroti kasus kematian driver ojek online, ketidakadilan hukum,
dan kekerasan aparat. Sebagai tindak lanjut, mahasiswa menggelar
audiensi terbuka dengan pimpinan DPRD Jawa Tengah pada awal
September dan menyampaikan 10 tuntutan, termasuk pembebasan
massa yang ditahan, pembahasan RUU Perampasan Aset, serta
evaluasi aparat penegak hukum. Aksi serupa juga terjadi di
Kabupaten Batang, yang berujung pada kerusakan kantor DPRD
setempat dan penanganan melalui jalur hukum.

Keempat, pada tahun 2025, terjadi aksi unjuk rasa besar di

Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yang diorganisir oleh Aliansi
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Masyarakat Pati Bersatu. Aksi ini dipicu oleh ketidakpuasan
masyarakat terhadap kebijakan pemerintah daerah, khususnya
keputusan menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250%, yang dianggap sangat membebani
warga. Unjuk rasa di Kabupaten Pati menjadi salah satu aksi publik
yang paling menonjol di Jawa Tengah pada periode 2025 karena:
— jumlah massa yang sangat besar
— tuntutan yang meluas tidak hanya soal pajak tetapi juga
kepemimpinan dan kebijakan lokal lainnya
— eskalasi cepat dari aksi tertib menjadi ricuh
— dampaknya langsung: pembatalan kebijakan dan pengusutan
resmi melalui DPRD
Keempat isu tersebut menunjukkan bahwa dinamika unjuk
rasa di Jawa Tengah erat kaitannya dengan persoalan pembangunan
strategis, kebijakan fiskal, perlindungan hak masyarakat,
ketenagakerjaan, serta akuntabilitas lembaga publik, yang
kesemuanya penting untuk dicermati dalam penyusunan kebijakan

dan perencanaan pembangunan daerah.

Table 6 Frekuensi Unjuk Rasa di Jawa Tengah Menurut Kelompok Pengunjuk Rasa

Kelompok Massa Tahun
2020 2021 2022 2023 2024

Mahasiswa 42 36 48 34 45
Buruh 100 44 42 64 38

Warga Desa 40 49 22 33

PNS 0 4 1 0
Masyarakat Umum 42 16 82 115 15
Parpol/ Ormas 133 63 56 87 52
Jumlah 357 212 251 333 156

Sumber: Kesbangpol Jateng, 2025

Jumlah aksi unjuk rasa mengalami fluktuasi yang signifikan dari tahun ke
tahun. Puncak frekuensi terjadi pada tahun 2020 dengan total 357 aksi,
yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh berbagai isu sosial-ekonomi dan
politik pada masa tersebut, termasuk dampak pandemi COVID-19.
Penurunan drastis terlihat pada tahun 2021 dengan hanya 212 aksi, yang
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dapat dikaitkan dengan penerapan pembatasan sosial berskala besar
(PSBB) atau kebijakan sejenis yang membatasi aktivitas masyarakat.

Dari sisi kelompok pengunjuk rasa, mahasiswa menunjukkan
peningkatan aktivitas yang konsisten, khususnya pada tahun 2022.
Kelompok buruh juga berkontribusi besar pada jumlah aksi, terutama pada
tahun 2020 dengan angka tertinggi mencapai 100 aksi. Hal ini
kemungkinan berkaitan dengan isu ketenagakerjaan dan perubahan
regulasi seperti Undang-Undang Cipta Kerja. Sebaliknya, aksi yang
melibatkan warga desa dan masyarakat umum cenderung fluktuatif,
dengan lonjakan signifikan dari masyarakat umum pada tahun 2023 (115
aksi). Sementara itu, kelompok PNS tetap menjadi kontributor yang minim
dalam unjuk rasa, hanya menunjukkan sedikit keterlibatan pada tahun
2021 dan 2022.

Adapun aksi dari kelompok parpol/ormas menunjukkan penurunan
tajam setelah mencapai puncak pada tahun 2020 (133 aksi). Hal ini
mungkin disebabkan oleh perubahan strategi politik atau penurunan
intensitas isu-isu yang memobilisasi mereka. Secara keseluruhan, data ini
mencerminkan dinamika sosial-politik yang dipengaruhi oleh kondisi
nasional dan global, yang memengaruhi berbagai kelompok masyarakat
untuk menyuarakan aspirasinya di ruang publik.

Dalam hal tuntutan yang diajukan, dapat dilihat dalam tabel di

bawah ini:
Table 7 Frekuensi Unjuk Rasa di Jawa Tengah Menurut Tuntutan
No Kelompok Massa Tahun
2020 2021 2022 2023 2024
1 Politik 9 15 32 25 0
2 Ekonomi 87 352 90 94 S
3 Sosbud 234 109 98 152 148
4 Pendidikan 7 2 0 0
S Kesehatan 7 8 2 0
6 Kamtibmas 13 13 29 62
Jumlah 357 212 251 333 156

Sumber: Kesbangpol Jateng, 2025
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Berdasarkan data tersebut, frekuensi unjuk rasa di Jawa
Tengah menurut tuntutan selama periode 2020-2024, terlihat bahwa
tuntutan yang didominasi oleh isu sosial-budaya (Sosbud) tetap
menjadi penyumbang terbesar jumlah aksi unjuk rasa di hampir
semua tahun, terutama pada tahun 2020 dengan angka tertinggi
mencapai 234 aksi. Dominasi isu Sosbud ini menunjukkan adanya
isu-isu sosial,

keresahan masyarakat terhadap budaya, atau

mungkin terkait kebijakan yang berdampak langsung pada
kehidupan sehari-hari mereka.

Sementara tuntutan ekonomi menunjukkan peningkatan
tajam pada tahun 2023 dengan 94 aksi. Lonjakan ini bisa jadi
dipengaruhi oleh kondisi ekonomi pasca-pandemi, termasuk inflasi,
pengangguran, atau dampak kebijakan ekonomi tertentu.

Tuntutan politik juga menunjukkan peningkatan mencolok,
terutama pada tahun 2022 dengan 32 aksi. Hal ini mengindikasikan
meningkatnya kesadaran atau keterlibatan masyarakat dalam isu-
isu politik, mungkin terkait dengan proses pemilu atau kebijakan
pemerintahan yang kontroversial. Sebaliknya, isu-isu seperti
pendidikan dan kesehatan cenderung memiliki frekuensi aksi yang
rendah dan cenderung stagnan, dengan angka nyaris nol pada tahun
2022, yang mungkin mencerminkan prioritas yang lebih rendah

dibandingkan isu ekonomi dan politik.

Table 8 Frekuensi Orang Asing Pendatang di Provinsi Jawa Tengah

Keterangan Tahun
2020 2021 2022 2023 2024

Corp Diplomatik 8 9 6 11 S
Tamu 1536 1536 14229 2268 12034

Riset 0 0 0 0 0

Artis/ Shooting Film 23 23 5 4 0

Wartawan 0) 0) 0 0] 0

Tenaga Kerja 2432 2432 3404 6919 6

Atlet Asing 0 0 0 0] 0
Jumlah Orang 2432 2432 17644 9202 12045

Sumber: Kanwil Kemenkumham Jateng, 2025
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Berdasarkan data pada Tabel diatas, frekuensi kedatangan
orang asing di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan pola yang
fluktuatif selama periode 2020-2024. Salah satu kategori yang
mendominasi adalah tenaga kerja asing, yang konsisten mencatat
angka tinggi, mencapai puncaknya sebanyak 6.919 orang pada tahun
2023. Hal ini mengindikasikan peran Jawa Tengah sebagai salah satu
tujuan utama tenaga kerja asing, yang tentunya membutuhkan
pengawasan intensif oleh Kesbangpol untuk memastikan keberadaan
mereka sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kesbangpol juga memiliki peran strategis dalam memantau
aktivitas kategori lain, seperti tamu asing dan artis yang melakukan
kegiatan shooting film. Kehadiran tamu asing yang cukup signifikan,
terutama pada tahun 2020 dan 2021, menunjukkan perlunya
koordinasi yang kuat antara Kesbangpol, imigrasi, dan instansi lain
untuk menjamin bahwa aktivitas mereka tidak melanggar regulasi
dan tetap memberikan kontribusi positif bagi wilayah setempat.

Selain itu, kategori diplomat, peneliti, dan wartawan, meskipun

jumlahnya lebih kecil, tetap menjadi perhatian penting. Stabilitas
angka dalam kategori ini mencerminkan adanya pengawasan
administratif yang efektif. Kesbangpol berperan memastikan bahwa
keberadaan mereka tidak hanya terdaftar secara resmi tetapi juga
selaras dengan tujuan menjaga stabilitas sosial dan politik di
wilayah Jawa Tengah. Fluktuasi data ini menjadi cerminan bahwa
keberadaan orang asing perlu terus diawasi secara ketat oleh
Kesbangpol untuk menjaga kepentingan masyarakat dan keamanan
daerah.

Indeks Ketahanan Nasional (IKN) adalah alat pengukuran yang
dikembangkan oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas)
untuk menilai tingkat ketangguhan suatu wilayah atau negara dalam
menghadapi tantangan internal maupun eksternal. Indeks ini
dirancang berdasarkan Asta Gatra, yaitu delapan aspek strategis.
Kondisi Ketahanan Nasional di Provinsi Jawa Tengah dari berbagai
gatra pembangunan dapat dilihat dari Indeks Ketahanan Nasional
untuk mengukur ketahanan daerah, yang didalamnya terdapat 8
gatra, 37 aspek, 108 variabel dan indikator dari berbagai aspek
pembangunan. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :
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Gatra

Geografi
Demografi
Sumber
Kekayaan
Alam
Ideologi
Politik
Ekonomi
Sosbud
Pertahanan

dan Keamanan

Skor IKN

Skor

3,73

3,28

2,76

2,99

2,95

3,02

3,02

Table 9 Indeks Ketahanan Nasional (IKN) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024

2020

Status
Kondisi
Cukup

Tangguh
Cukup

Tangguh
Cukup

Tangguh

Cukup
Tangguh
Cukup
Tangguh
Cukup
Tangguh
Cukup
Tangguh
Cukup
Tangguh
Cukup
Tangguh

Skor

3,33

3,28

2,76

2,98

3,14

2,99

2,95

3,02

3,04

Sumber: Labkurtannas, 2025

2021

Status
Kondisi
Cukup

Tangguh
Cukup

Tangguh
Cukup

Tangguh

Cukup
Tangguh
Cukup
Tangguh
Cukup
Tangguh
Cukup
Tangguh
Cukup
Tangguh
Cukup
Tangguh

Skor

3,43

3,29

2,76

2,99

2,95

3,02

3,05

Tahun
2022

Status
Kondisi
Cukup

Tangguh
Cukup

Tangguh
Cukup

Tangguh

Cukup
Tangguh
Cukup
Tangguh
Cukup
Tangguh
Cukup
Tangguh
Cukup
Tangguh
Cukup
Tangguh

Skor

3,43

3,22

2,74

2,96

3,08

2,99

2,98

3,02

3,03

2023

Status
Kondisi
Cukup

Tangguh
Cukup

Tangguh
Cukup

Tangguh

Cukup
Tangguh
Cukup
Tangguh
Cukup
Tangguh
Cukup
Tangguh
Cukup
Tangguh
Cukup
Tangguh
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2,96

3,11

2,88

2,82

2,97

2024

Status
Kondisi
Cukup

Tangguh
Cukup

Tangguh
Cukup

Tangguh

Cukup
Tangguh
Cukup
Tangguh
Cukup
Tangguh
Cukup
Tangguh
Cukup
Tangguh
Cukup
Tangguh




Berdasarkan Tabel 10, Indeks Ketahanan Nasional (IKN) Provinsi Jawa
Tengah menunjukkan fluktuasi skor pada masing-masing gatra dari tahun
2020 hingga 2024. Secara keseluruhan, skor IKN Jawa Tengah cenderung
stabil dengan status "Cukup Tangguh," mencerminkan ketahanan wilayah
yang cukup baik meskipun terdapat tantangan di beberapa aspek. Skor
rata-rata IKN tertinggi dicapai pada tahun 2022 dengan nilai 3,05.
Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 berjalan
lancar dan aman sehingga stabilitas politik di Jawa Tengah dengan ditandai
dengan nilai indeks ketahanan ekonomi di tahun 2024 menunjukkan
kenaikan dibandingkan dengan tahun 2023.

Gatra yang berkontribusi besar terhadap stabilitas IKN adalah
Sosbud, Politik, Demografi, dan Geografi, yang konsisten memperoleh skor
tinggi setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan efektivitas kebijakan lokal
dalam menjaga stabilitas sosial dan pemerintahan. Sebaliknya, gatra
Ideologi dan Sumber Kekayaan Alam memiliki skor yang relatif lebih
rendah. Ini mengindikasikan perlunya perhatian khusus pada tantangan
pengolaan sumber daya alam dan penguatan ideologi di masyarakat.

Kesbangpol memegang peran penting dalam menjaga dan
meningkatkan skor IKN, terutama dengan memperkuat sinergi antara
berbagai gatra. Pengawasan dan pembinaan terhadap elemen-elemen
masyarakat, termasuk organisasi massa dan aktivitas asing, menjadi
langkah strategis dalam meningkatkan ketahanan nasional di Jawa
Tengah. Dengan fokus pada penguatan aspek yang masih lemah,
diharapkan status ketangguhan dapat meningkat pada masa mendatang.
B) Politik dan Demokrasi

Situasi politik di Provinsi Jawa Tengah tercermin dalam
pelaksanaan pemilu legislatif, pemilu presiden, serta pemilukada
yang berlangsung secara demokratis dan tertib, tanpa adanya
pengerahan massa yang berujung pada tindakan anarkis. Tingkat
partisipasi pemilih dalam berbagai pemilu menunjukkan pola serupa

dengan tren nasional, yaitu mengalami penurunan secara konsisten.
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Table 10 Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Jawa Tengah dalam Pemilihan Umum 2019 - 2024

No  Pemilihan Tahun (Persentase Rata-Rata)
Umum 2019 2020 2024
1 Pilkada - 74,34 74,51
Kabupaten/
Kota
2 Pilgub dan - - 73,04
Wagub
3 Pileg DPR 80,21 - 82,80
dan DPD
4 DPRD 82,68
Provinsi
Jawa
Tengah
S5  Pilpres dan 80,21 - 82,98
Wapres

Sumber: KPU Jateng, 2024

Pada Pemilu 2019, partisipasi masyarakat tercatat cukup tinggi
untuk pemilihan legislatif DPR dan DPD serta Pilpres dan Wapres, masing-
masing sebesar 80,21%. Angka ini menjadi dasar penting bahwa mayoritas
masyarakat masih memiliki antusiasme untuk menggunakan hak pilihnya
dalam pemilu yang berdampak luas terhadap arah kebijakan nasional.

Memasuki tahun 2020, khususnya pada Pilkada Kabupaten/Kota,
partisipasi pemilih mencapai 74,34%. Angka ini relatif baik untuk tingkat
lokal, meskipun lebih rendah dibandingkan partisipasi dalam pemilu
legislatif dan presiden. Hal ini bisa dipengaruhi oleh faktor kedekatan
politik lokal, tingkat sosialisasi, serta dinamika kontestasi di daerah.

Pada Pemilu 2024, partisipasi masyarakat terlihat stabil dan bahkan
naik di beberapa jenis pemilihan. Untuk Pilkada Kabupaten/Kota, angka
partisipasi mencapai 74,51%, sedikit meningkat dibandingkan pilkada
tahun 2020. Sementara itu, dalam Pilgub dan Wagub, tercatat partisipasi
sebesar 73,04%, yang menunjukkan kesadaran warga cukup baik meski
masih sedikit di bawah Pilkada Kabupaten/Kota.

Pemilu legislatif pada 2024 memperlihatkan tren peningkatan
partisipasi yang sangat positif. Pileg DPR dan DPD mencatat 82,80%,

sementara DPRD Provinsi Jawa Tengah mencapai 82,68%. Hal ini
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menunjukkan bahwa kontestasi di tingkat legislatif lebih mampu menarik
perhatian dan keterlibatan masyarakat.

Puncaknya, partisipasi masyarakat dalam Pilpres dan Wapres 2024
naik menjadi 82,98%. Angka ini mempertegas bahwa pemilihan presiden
selalu menjadi magnet utama dalam demokrasi Indonesia, dengan tingkat
keterlibatan publik yang lebih tinggi dibandingkan pemilihan lainnya.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa partisipasi
masyarakat dalam pemilu cenderung konsisten di atas 70%, dengan
peningkatan cukup signifikan pada pemilu 2024, terutama pada level
nasional. Hal ini bisa dimaknai sebagai indikasi positif terhadap kualitas
dan daya tarik demokrasi, meskipun masih ada ruang peningkatan,
khususnya dalam pilkada dan pemilihan gubernur. Capaian partisipasi
masyarakat dalam Pemilu 2024 juga erat kaitannya dengan kualitas
demokrasi yang berkembang di setiap daerah. Salah satu indikator utama
yang mencerminkan kualitas demokrasi tersebut adalah Indeks Demokrasi
Indonesia (IDI). Di Provinsi Jawa Tengah, data IDI selama periode 2021
hingga 2023 memberikan gambaran yang komprehensif mengenai
dinamika demokrasi di wilayah ini, sekaligus menunjukkan kekuatan dan
tantangan yang perlu diperhatikan untuk mendorong partisipasi politik
yang lebih baik di masa mendatang, sebagaimana yang tertera pada tabel

sebagai berikut:

Table 11 Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Jawa Tengah 2021 - 2023
No INDIKATOR IDI (METODE BARU) TAHUN

2021 2022

1 Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan 97.09 93.54

berpendapat oleh aparat negara

2 Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan 100 96.41
berpendapat antar Masyarakat
Terjaminnya kebebasan berkeyakinan 93.93 96.41
4 Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, 91.67 94.44
berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan
5 Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu 94.18 94.18
6 Pemenuhan hak-hak pekerja 51.43 58.63
7 Pers yang bebas dalam menjalankan tugas dan fungsinya 79.12 80.99
8 Kesetaraan Gender 94.47 97.29
9 Partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui 46.67 86.67
lembaga perwakilan
10 Anti monopoli sumber daya ekonomi 71.83 74.67
11 Akses warga miskin pada perlindungan dan jaminan sosial 83.88 77.48
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INDIKATOR IDI (METODE BARU) TAHUN

2021 2022
12 Kesetaraan Kesempatan Kerja Antar Wilayah 94.05 94.43
13 Akses masyarakat terhadap informasi public 75.78 79.27
14 Kesetaraan dalam pelayanan dasar 77.45 77.66
15 Kinerja Lembaga Legislatif 44.44 52
16 Kinerja Lembaga Yudikatif 87.67 86.29
17 Netralitas Penyelenggara Pemilu 87.5 87.5
18 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat 75 73.61

pemerintah
19 Jaminan pemerintah/pemerintah daerah terhadap pelestarian 66.27 66.85

lingkungan dan ruang hidup Masyarakat

20 Transparansi Anggaran dalam Bentuk Penyediaan Informasi APBN/D 100 100
oleh Pemerintah
21 Kinerja Birokrasi dalam pelayanan public 89.6 90.8
22 Pendidikan Politik pada kader partai politik 62.22 100
SKOR IDI 81,15 84,79

Sumber: BPS, 2024

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Provinsi Jawa Tengah selama
periode 2021 hingga 2023 menunjukkan dinamika yang menarik.
Berdasarkan data yang dihimpun oleh BPS, beberapa indikator utama yang
digunakan untuk mengukur tingkat demokrasi mengalami fluktuasi.
Secara keseluruhan, skor IDI mencapai nilai tertinggi pada tahun 2022
dengan 84,79, namun mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi
80,87. Tren ini mencerminkan adanya faktor-faktor yang memengaruhi
kualitas demokrasi di Jawa Tengah, baik dari sisi kebebasan individu
maupun peran institusi. Jika dibandingkan dengan skor nasional, IDI Jawa
Tengah secara konsisten berada di atas rata-rata nasional, yang mencatat
skor 78,12 pada 2021, 80,41 pada 2022, dan 79,51 pada 2023.

Salah satu indikator penting yang menunjukkan dinamika ini adalah
terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan
berpendapat oleh aparat negara. Pada tahun 2021, indikator ini mencatat
nilai 97,09, namun mengalami penurunan di tahun 2022 menjadi 93,54
sebelum akhirnya naik kembali menjadi 95,74 pada tahun 2023. Fluktuasi
ini menunjukkan adanya upaya pemulihan jaminan kebebasan tersebut,
meskipun masih terdapat tantangan dalam menjaga konsistensi
pelaksanaannya. Kebebasan
berkeyakinan juga menunjukkan tren serupa dengan nilai tertinggi pada

tahun 2022 sebesar 96,41, tetapi turun pada tahun 2023 menjadi 90,54.
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Pada tingkat nasional, skor IDI yang mencapai 79,51 pada tahun 2023
menunjukkan bahwa tantangan dalam menjamin kebebasan ini juga
dirasakan secara lebih luas.

Partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui
lembaga perwakilan merupakan indikator lain yang mengalami perubahan
signifikan. Pada tahun 2021, nilai indikator ini hanya 46,67, namun
melonjak drastis pada 2022 menjadi 86,67, sebelum kembali menurun
pada 2023 menjadi 58,33. Lonjakan ini dapat mencerminkan adanya
momentum tertentu, seperti pemilu atau kebijakan partisipatif yang
berhasil meningkatkan keterlibatan masyarakat. Namun, penurunan di
tahun berikutnya mengindikasikan bahwa keberlanjutan partisipasi
masyarakat perlu diperhatikan melalui penguatan mekanisme yang
inklusif. Dibandingkan dengan skor nasional, tren ini menunjukkan bahwa
meskipun ada lonjakan di tingkat lokal, partisipasi masyarakat secara
nasional masih menghadapi tantangan yang serupa.

Indikator kesetaraan gender mencatat perkembangan positif yang
konsisten selama tiga tahun berturut-turut. Pada tahun 2021, indikator ini
mencapai nilai 94,47 dan terus meningkat hingga mencapai 97,82 pada
tahun 2023. Tren ini menunjukkan adanya peningkatan dalam pengakuan
dan penerapan kesetaraan gender di berbagai aspek kehidupan di Jawa
Tengah. Hal ini dapat menjadi contoh keberhasilan dalam pengelolaan
demokrasi yang mengutamakan inklusivitas dan penghormatan terhadap
hak-hak asasi manusia. Ketika dilihat dalam konteks nasional, skor IDI
yang lebih rendah dibandingkan Jawa Tengah mengindikasikan bahwa
praktik kesetaraan gender masih perlu ditingkatkan di berbagai daerah lain
di Indonesia.

Di sisi lain, kinerja lembaga legislatif dan birokrasi dalam pelayanan
publik menunjukkan tantangan yang perlu segera diatasi. Meskipun nilai
kinerja lembaga legislatif mengalami peningkatan dari 44,44 pada tahun
2021 menjadi 58,33 pada tahun 2023, nilai tersebut masih tergolong
rendah dibandingkan dengan indikator lainnya. Demikian pula, kinerja
birokrasi dalam pelayanan publik mengalami penurunan pada tahun 2023
menjadi 82,2 dari nilai tertinggi 90,8 di tahun sebelumnya. Penurunan ini
menggarisbawahi perlunya perbaikan tata kelola pemerintahan untuk
mendukung kualitas pelayanan publik yang lebih baik. Ketika

membandingkan dengan skor IDI nasional, performa institusi lokal Jawa
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Tengah yang lebih baik dapat menjadi model praktik terbaik bagi daerah
lain.

Secara keseluruhan, data IDI Provinsi Jawa Tengah mencerminkan
capaian dan tantangan dalam pelaksanaan demokrasi di tingkat regional.
Fluktuasi nilai IDI menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbaikan di
beberapa aspek, tantangan struktural masih perlu diatasi, terutama dalam
menjamin keberlanjutan kebebasan berpendapat, partisipasi masyarakat,
dan kinerja lembaga negara. Dibandingkan dengan skor IDI nasional, yang
mencapai 79,51 pada 2023, Jawa Tengah masih menunjukkan keunggulan
dalam beberapa aspek, tetapi perlu mempertahankan konsistensi untuk
terus menjadi contoh bagi daerah lain. Upaya kolaboratif antara
pemerintah, masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi
kunci untuk memperkuat demokrasi yang inklusif, berkelanjutan, dan
berkeadilan di Jawa Tengah.

C) Pembinaan LSM, Ormas, dan OKP
Dalam rangka pembinaan terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat
(LSM), Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan  Organisasi
Kemasyarakatan Pemuda (OKP) selama kurun waktu 2013-2022 telah
dilakukan kegiatan pendayagunaan potensi LSM, Ormas dan OKP.
Gambaran Pemberdayaan Ormas
Secara Umum
Direktorat Ormas Kemendagri melaksanakan
pembinaan, sosialisasi serta memberikan pengarahan
tentang menjaga kondusifitas dan stabilitas daerah,
menjaga toleransi kerukunan umat beragama, serta
meminimalisir terjadinya konflik sekecil apapun
langsung kepada organisasi masyarakat sehingga
masyarakat mengetahui peranan penting Direktorat
Ormas Kemendagri.
Pembinaan Ormas
Pembinaan  kepada  Organisasi = Kemasyarakatan
dilakukan secara berkala melalui silahturahim ke lokus
organisasi dan pembinaan umum bagi Ormas di

Indonesia.
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Pelaporan Ormas

Himbauan kepada Ormas untuk melakukan pelaporan
kepada Bakesbangpol, untuk dikatakan dalam registrasi

pemerintah daerah.

Bantuan Ormas
Diberikan kepada Ormas yang tercatat di peerintah

daerah dan telah melakukan proses SIPD

Ruang Lingkup dalam Pemberdayaan Organisasi Masyarakat
meliputi :

1 Penguatan Kapasitas Kelembagaan
Pengutaan manajemen organisasi, penyediaan data dan informasi,
pengembangan kemitraan, dukungan keahlian, program, dan
pendampingan, penguatan kepemimpinan dan kaderisasi, pemberian
penghargaan, dan/atau Penelitian dan pengembangan

2 Fasilitasi Kebijakan
Peraturan Perundang-undangan yang mendukung pemberdayaan
Organisasi Kemasyarakatan.

3 Peningkatan Kualitas SDM

Pendidikan dan pelatihan, pemagangan dan/atau kursus.
Table 12 Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2025
No Keterangan Tahun
2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 Sarasehan antar etnis serta 2 10 2 - - -

akulturasi budaya

N

Sarasehan pendayahgunaan Ormas 1 4 60 86 22 80
Sarasehan pengkajian - - 3 - - -
pemeliharaan dan pengembangan
kesenian serta budaya daerah
4 Peningkatan peran politik Ormas/ - - - - - -
LSM/Toga/Toma
JUMLAH 3 14 65 86 22 80

Tabel diatas menunjukkan berbagai kegiatan pembinaan terhadap
LSM, Ormas, dan OKP di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2020-2025.
Dari tabel tersebut, terlihat bahwa kegiatan sarasehan pendayagunaan

Ormas mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2023, mencapai
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angka tertinggi yaitu 86 kegiatan. Hal ini mencerminkan adanya upaya
intensif dari pemerintah daerah melalui Kesbangpol dalam memberdayakan
Ormas agar lebih berkontribusi terhadap pembangunan daerah.

Kegiatan sarasehan antar etnis serta akulturasi budaya juga
menunjukkan variasi dari tahun ke tahun. Meskipun jumlahnya sempat
fluktuatif, ada lonjakan besar pada tahun 2021 dengan total 10 kegiatan,
menunjukkan perhatian yang lebih terhadap harmoni antar etnis. Kegiatan
ini sangat penting untuk memperkuat kohesi sosial di tengah keberagaman
masyarakat Jawa Tengah.

Selain itu, kegiatan pengkajian pemeliharaan dan pengembangan
kesenian serta budaya daerah sempat vakum pada tahun 2020 dan 2021,
sebelum kembali dilaksanakan pada tahun 2022. Sementara itu, kegiatan
peningkatan peran politik Ormas/LSM/Toga tidak dilaksanakan setelah
tahun 2017, menunjukkan adanya perubahan fokus pembinaan.
Kesbangpol diharapkan dapat terus meningkatkan variasi dan frekuensi
kegiatan pembinaan, terutama yang mendukung integrasi sosial,
pemberdayaan budaya, dan peran politik masyarakat.

Untuk mendukung terciptanya kerukunan di tengah masyarakat
yang majemuk, upaya pembinaan yang dilakukan oleh Kesbangpol juga
berperan penting dalam memperkuat harmoni antarumat beragama.
Kerukunan Umat Beragama adalah suatu kondisi harmonis dalam
hubungan antarumat beragama yang didasarkan pada prinsip-prinsip
toleransi, saling pengertian, saling menghormati, serta penghargaan
terhadap kesetaraan dalam menjalankan ajaran agama masing-masing.
Selain itu, kerukunan ini diwujudkan melalui kerja sama yang erat dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Semua ini sejalan
dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara
serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
sebagai pedoman kehidupan berbangsa.

Permasalahan toleransi di Jawa Tengah masih menjadi isu penting
yang perlu mendapat perhatian. Dalam kurun waktu 2021-2024 tercatat
puluhan konflik keagamaan, sebagian besar berupa konflik intraagama
akibat perbedaan aliran dalam satu agama, dan sebagian lainnya
antaragama. Situasi ini menunjukkan masih adanya potensi gesekan

horizontal di masyarakat.
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Pendirian rumah ibadah juga kerap menjadi sumber permasalahan.
Persyaratan administratif yang tidak terpenuhi, seperti izin mendirikan
bangunan dan persetujuan warga sekitar, sering memicu penolakan dan
menimbulkan kesan diskriminasi. Selain itu, kelompok minoritas seperti
penganut Baha’i di Kabupaten Pati masih menghadapi hambatan dalam
pengakuan administratif, termasuk pencatatan sipil, pengakuan
pernikahan, hingga akses pendidikan agama dan pemanfaatan fasilitas
umum.

Kasus intoleransi juga masih ditemukan, di antaranya pembubaran
kegiatan ibadah, pelarangan aktivitas keagamaan, maupun tekanan sosial
terhadap kelompok tertentu. Setara Institute mencatat ratusan kasus
pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan di Jawa Tengah dalam
kurun waktu satu dekade terakhir, yang memperlihatkan bahwa praktik
intoleransi belum sepenuhnya hilang.

Faktor lain yang memperburuk keadaan adalah masih rendahnya
kesadaran masyarakat terhadap nilai keberagaman. Sebagian warga
mudah terprovokasi isu SARA dan tidak jarang menyebarkan ujaran
kebencian melalui media sosial. Di sisi lain, lembaga mediasi seperti Forum
Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sudah berperan aktif, namun kapasitas
dan jangkauannya masih terbatas sehingga tidak semua konflik dapat
diselesaikan secara cepat.

Keseluruhan kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan
toleransi di Jawa Tengah berakar pada gesekan sosial-keagamaan,
hambatan administratif, diskriminasi terhadap kelompok minoritas, serta
rendahnya literasi keberagaman. Hal tersebut memerlukan strategi yang
komprehensif agar nilai-nilai toleransi dapat semakin mengakar dalam
kehidupan masyarakat.

Kerukunan ini tidak hanya menjadi cerminan dari persatuan dan
kesatuan bangsa, tetapi juga menjadi fondasi yang kokoh untuk menjaga
stabilitas sosial dan perdamaian dalam keberagaman Indonesia. Oleh
karena itu, penting untuk terus memantau dan meningkatkan tingkat
kerukunan umat beragama agar masyarakat dapat hidup berdampingan
secara harmonis.

Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) adalah indikator yang
digunakan untuk mengukur tingkat harmoni dan kerukunan antarumat

beragama di wilayah Jawa Tengah. Indeks ini mencerminkan sejauh mana
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masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai, saling menghormati,
dan bekerja sama meskipun memiliki keyakinan agama yang berbeda.
IKUB biasanya dihitung berdasarkan beberapa dimensi utama, seperti:
1. Toleransi: Sikap terbuka terhadap perbedaan keyakinan dan praktik
agama lain.
2. Kesetaraan: Pengakuan terhadap hak-hak yang setara bagi setiap
individu, terlepas dari latar belakang agama.
3. Kerja Sama: Partisipasi dalam kegiatan sosial yang melibatkan
berbagai kelompok agama.
Sebagai salah satu wujud nyata, tingkat kerukunan umat beragama
di Jawa Tengah selama periode tahun 2021 hingga 2024 telah diukur dan
hasilnya dapat dilihat melalui data yang disajikan dalam tabel berikut.
Tabel ini memberikan gambaran mengenai kondisi kerukunan yang ada
dan dapat menjadi bahan evaluasi untuk langkah-langkah strategis di

masa mendatang.

Table 13 Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) di Jawa Tengah selama empat tahun terakhir

No Indeks Tahun
2021 2022 2023 2024
Skor Status Skor Status Skor Status Skor Status
Kondisi Kondisi Kondisi Kondisi
1 Toleransi 67,3 Rukun 73,68 Rukun 74,48 Rukun 76,76 Rukun
2 Kesetaraan 72,2 Rukun 75,06 Rukun 80,09 Rukun 80,04 Rukun
3 Kerjasama 71,4 Rukun 74,12 Rukun 79,13 Rukun 80,15 Rukun
4 SKOR IKUB 75,12 Rukun 74,28 Rukun 76,02 Rukun 78,98 Rukun

JATENG

Sumber: Kanwil Kemenag Jateng, 2024

Tabel tersebut memberikan gambaran rinci mengenai perkembangan
Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) di Jawa Tengah selama lima
tahun terakhir. Data ini mencakup tiga dimensi utama, yaitu toleransi,
kesetaraan, dan kerja sama, yang masing-masing memiliki peran penting
dalam menciptakan harmoni antarumat beragama. Seluruh dimensi
berhasil mempertahankan status kondisi "Rukun,” meskipun terdapat
variasi skor dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan adanya dinamika
dalam tingkat kerukunan, sekaligus mencerminkan hasil upaya bersama
pemerintah dan masyarakat.

Pada tahun 2021 dengan skor 76,02. Skor ini mencerminkan
pengakuan yang lebih kuat terhadap hak-hak setara bagi setiap individu,

tanpa diskriminasi berdasarkan latar belakang agama. Namun, pada tahun
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2022, terdapat sedikit penurunan skor menjadi 75,05, meskipun status
kondisi tetap berada di kategori "Rukun." Penurunan ini menjadi catatan
penting untuk terus meningkatkan kesadaran dan implementasi prinsip
kesetaraan di masyarakat.

Dimensi kerja sama menampilkan kinerja yang stabil dan positif
sepanjang periode pengukuran. Dengan skor tertinggi sebesar 75,7 pada
tahun 2021, dimensi ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat
dalam kegiatan lintas agama tetap menjadi pilar penting dalam menjaga
kerukunan. Penurunan skor menjadi 74,12 pada tahun 2022 menunjukkan
adanya tantangan tertentu yang mungkin memengaruhi interaksi sosial
lintas agama, meskipun status kondisi tetap "Rukun.” Pada tahun 2023,
skor kembali meningkat menjadi 76,02, menandakan adanya perbaikan
dalam kerja sama antarkelompok agama.

Skor keseluruhan IKUB Jawa Tengah menunjukkan tren
peningkatan yang stabil. Pada tahun 2022, skor berada di angka 74,28,
yang mencerminkan tingkat kerukunan yang sudah cukup baik.
Peningkatan skor pada tahun 2023, yang mencapai 76,02, merupakan
pencapaian signifikan yang menunjukkan hasil kerja keras semua pihak
dalam menjaga harmoni sosial.

Nilai indeks kerukunan umat beragama di Jawa Tengah memberikan
gambaran bahwa meskipun terdapat tantangan yang dihadapi, kondisi
kerukunan umat beragama di Jawa Tengah tetap berada dalam kategori
yang sangat baik. Peningkatan skor pada setiap dimensi menjadi indikasi
bahwa langkah-langkah strategis, seperti dialog lintas agama, penguatan
pendidikan toleransi, dan kerja sama sosial, telah memberikan dampak
positif. Hal ini mencerminkan bahwa upaya menjaga harmoni beragama
membutuhkan pendekatan berkelanjutan dan adaptif terhadap dinamika
sosial yang ada.

Dengan keberhasilan yang tercermin dalam tabel diatas, diharapkan
pemerintah daerah, organisasi keagamaan, dan masyarakat dapat terus
bekerja sama untuk mempertahankan dan meningkatkan kerukunan di
masa depan. Program-program baru yang fokus pada penguatan toleransi,
penghapusan diskriminasi, dan peningkatan kerja sama antarkelompok
agama perlu terus dilaksanakan. Dengan demikian, Jawa Tengah dapat
menjadi contoh nyata bagaimana kerukunan umat beragama dapat

diwujudkan secara berkelanjutan.
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Realisasi program, kegiatan, dan capaian kinerja pelayanan Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah dalam lima tahun

periode Renstra OPD Tahun 2018-2023 dapat digambarkan sebagai berikut

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter
Kebangsaan diselenggarakan untuk terpeliharanya pemantapan
nilai-nilai Pancasila guna mengembalikan ruh karakter bangsa
Indonesia mdi tengah gempuran arus globalisasi dan era modern saat
ini. Kuatnya karakter bangsa Indonesia yang berlandaskan nilai-nilai
Pancasila menyebabkan masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh
paham-paham dari luar yang dapat mengganggu keutuhan NKRI
seperti paham radikalisme dan terorisme. Keberhasilan Program
Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dihasilkan
dari sinergitas yang terjalin antar stakeholder dengan melibatkan
pentahelix yaitu pemerintah, masyarakat, akademisi, swasta, dan
media dalam pelaksanaan pembumian dan penguatan nilai-nilai
Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang dilakukan secara
terstruktur, sistematis, dan masif sampai ke akar rumput dengan
pemanfaatan ruang-ruang publik dan ruang digital. Selain itu Badan
Kesbangpol terus melakukan komunikasi yang intensif dengan
pihak-pihak yang berkepentingan melalui pelaksanaan Peraturan
Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional
Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan
yang Mengarah pada Terorisme.
Hasil yang dicapai adalah:
a. Jumlah Kader Bela Negara yang terbentuk sebanyak 600 orang
b. Pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental dengan diikuti
oleh 1450 orang
C. Jumlah Kader Pancasila yang terbentuk 3600 orang
d. Jumlah masyarakat yang paham Ideologi Pancasila 5.540 orang
e. Jumlah Masyarakat yang paham Wasbang dan nilai-nilai
sejarah perjuangan bangsa 1.260 orang
f. Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Pembinaan dan

Pencegahan Ekstrimisme dan Terorisme 100 orang
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g. Jumlah Masyarakat yang mengikuti pembinaan dan
pengembangan generasi muda lintas etnis 260 orang

h. Pelaksanaan Apel Kebangsaan

i. Deklarasi gerakan perwujudan Jawa Tengah sebagai Benteng

Pancasila.

2. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan

Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
Manfaat penyelenggaraan program Peningkatan Kewaspadaan
Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik
Sosial adalah terciptanya kondusifitas Jawa Tengah yang aman serta
dapat menjamin stabilitas perekonomian dan pembangunan dengan
melakukan sinergitas antar stakeholder dan masyarakat dalam
menangani konflik sosial serta pengoptimalan data di lapangan
dengan melalui penggunaan aplikasi Sistem Kewaspadaan dan
Kerawanan Dini (SiWARDI) sehingga dapat diketahui kejadian secara
up to date dan dilakukan pemetaan. Hasil yang dicapai adalah:
a. Tertanganinya 72 kasus kerawanan sosial politik.
b. Tersedianya data/informasi daerah untuk antisipasi potensi
kerawanan konflik di 35 kabupaten/kota.
C. Jumlah masyarakat yang ikut dalam Penyelesaian konflik
sosial 5995 orang
d. Jumlah Kader Resolusi Konflik yang terbentuk 1.525 orang
€. Jumlah pantauan orang asing
Terlaksananya koordinasi pengamanan wilayah dengan
kabupaten/kota dan aparat keamanan.
. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi
Kemasyarakatan
Manfaat penyelenggaraan Program Pemberdayaan dan
Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yaitu semakin
meningkatnya peran dan fungsi Ormas yang sehat sebagai organisasi
nirlaba, demokratis, profesional, mandiri, transparan, dan akuntabel
guna menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Hal ini disebabkan adanya keterlibatan seluruh tokoh
agama, tokoh masyarakat dan seluruh elemen masyarakat dalam
pembinaan dan pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan melalui

edukasi dan sosialisasi yang berjalan efektif. Masyarakat semakin
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mengerti pentingnya hidup bersama dengan saling toleransi antar
maupun inter agama, suku, etnis, membangun kebersamaan,
solidaritas dan sense of crisis, serta bekerja bergotong royong.

Strategi yang dilakukan dengan melakukan edukasi dan
pemahaman kepada ormas mengenai kemandirian dan
pemberdayaan ormas; Melakukan sinergitas, sharing informasi dan
serta merumuskan solusi bersama aparat keamanan dan instansi
terkait terhadap dampak yang muncul akibat adanya pergerakan
ormas radikal dan berlakunya Perda Jateng Nomor 3 Tahun 2022
tentang Pemberdayaan Ormas, yang dijadikan sebagai pedoman
ormas dalam melakukan aktivitas di Jawa Tengah;

. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi,
Sosial dan Budaya

Manfaat  penyelenggaraan  Program  Pembinaan  dan
Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya adalah
mewujudkan masyarakat Jawa Tengah yang memiliki ketahanan
ekonomi, sosial, dan budaya. Hal ini disebabkan karena adanya
pembinaan dan pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan
Budaya yang dikemas dalam bentuk edukasi dan sosialisasi dengan
melibatkan pelaku usaha, pelaku budaya, tokoh agama, tokoh
masyarakat, penggiat anti narkotika dan seluruh elemen masyarakat
telah berjalan efektif guna mewujudkan ketahanan ekonomi, sosial
dan budaya.

Penerapan Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang Fasilitasi
Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran
Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN dan PN) telah
memberikan pemahaman yang lebih kepada masyarakat, penggiat
anti narkotika dan dunia pendidikan sehingga diharapkan Jawa
Tengah menjadi Provinsi Bersinar (Bersih dari Narkotika). Selain itu,
mengupayakan toleransi kerukunan umat beragama dan penganut
kepercayaan dalam bingkai moderasi beragama yang dikembangkan
guna menjaga kondusifitas Jawa Tengah.

. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga
Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika
serta Budaya Politik
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Manfaat penyelenggaraan Program Peningkatan Peran Partai
Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan
Pengembangan Etika serta Budaya Politik adalah meningkatkan
pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak, kewajiban dan
tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan berbangsa
dan bernegara; menumbuhkembangkan keteladanan praktek-
praktek politik yang mencerminkan nilai-nilai budaya dan etika
politik agar proses demokrasi dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai
Pancasila dan UUD 1945; meningkatkan pemahaman etika dan
budaya politik masyarakat yang berwawasan kebangsaan sesuai
dengan ideologi negara serta menciptakan kesamaan pandang
masyarakat dalam pelestarian nilai-nilai budaya dan etika politik
agar proses demokrasi dapat berjalan sesuai dengan etika dan norma
budaya bangsa; meningkatkan kesadaran masyarakat tentang
pentingnya pendidikan politik atau peran berpolitik untuk
kesuksesan demokrasi di Negara Indonesia melalui tingkat partisipasi
masyarakat dalam proses demokrasi.

Sinergitas dan kolaborasi antara pemerintah provinsi dengan
kab/kota dan menjadikan media, institusi pendidikan dan
keagamaan sebagai mitra pilar demokrasi yang diharapkan dapat
turut menanamkan kesadaran publik tentang perlunya bersikap etis
dan kritis dalam berdemokrasi. Selain itu melaksanakan diskusi
dengan elemen masyarakat mengenai isu aktual, memperkuat
Literasi media dan literasi politik yang dimiliki masyarakat dan
mendorong peran serta elemen masyarakat untuk berperan aktif
menjadi agen penghubung dan agen perubahan yang diharapkan

dapat meneruskan ke masyarakat luas.
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Table 14 Penyampaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tegah Tahun 2020-2024

Target Renstra Perangkat Daerah

Realisasi Capaian Tahun/Sampai

Rasio Capaian Pada Tahun/Sampai

Indikator Kinerja Target Targ Target Tahun ke- Dengan Tahun dengan Tahun
No Sesuai Tugas dan Fungsi Satuan NSPK et Indikator (%)
Perangkat Daerah IKK Lainnya
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
20 21 22 23 24 20 21 22 23 24 20 21 22 23 24
(1) (2) (3) 4) (5) (6) (7) 8) ) (10 (11 (12 (13 (14 (15 (16 (1 (1 (19 (2 (2
) ) ) ) ) ) ) 7) 8) ) 0) 1)
A. Renstra PD Tahun 2018 -2023
1 Tujuan Perangkat Daerah
Persentase masyarakat yang % 81 83 88. 90, 10 10
pahamterhadap kesatuan bangsa 32 28 9.0 8,
dan politik 4 77
Indeks Ketahanan Nilai 3,04 3,2 3,89 3,6 127, 11
IPOLEKSOSBUDHANKA 5 5 96 2,
M Bidang 31
Kesatuan Bangsa dan Politik
2 Sasaran Perangkat Daerah
Persentase masyarakat yang % 81 83 88. 90, 10 10
paham 61 45 9.4 8,
terhadap kesatuan bangsa 0 98
Persentase masyarakat yang % 81 83 88. 90, 10 10
paham 02 12 8.6 8,
terhadap politik 7 58
Indeks Ketahanan Nilai 2,97 3,1 3,75 3,45 126, 109,
EKSOSBUDHANKAM 5 26 52
Bidang Kesatuan Bangsa dan
Politik

Page | 44




Indikator Kinerja

Sesuai Tugas dan Fungsi

Perangkat Daerah

Satuan

Target
NSPK

Targ
et
IKK

Target
Indikator

Lainnya

Target Renstra Perangkat Daerah
Tahun ke-

Dengan Tahun

Realisasi Capaian Tahun/Sampai

Rasio Capaian Pada Tahun/Sampai

dengan Tahun

(%)

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

9)

(10

(11

(12

(13

(14

(15

(16

(1
7)

8)

(19

0)

(2
1)

Indeks ketahanan IDEPOL
Bidang

Kesatuan Bangsa dan Politik

Nilai

3,3

4,10

3,85

131,
41

114,
93

Program

Persentase masyarakat yang
paham terhadap ideologi

Pancasila dan wasbang

81

83

90.
98

91,
14

11
2.3

10

81

Persentase masyarakat yang
paham terhadap kewaspadaan

dan deteksi dini

B89.29

R3

Persentase Penanganan

kejadian konflik sosial

Persentase masyarakat yang

paham terhadap ketahanan bangsa

b4

Persentase masyarakat yang

paham terhadap aspek-aspek IDI

b7
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Indikator Kinerja

Sesuai Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah

Satuan

Target
NSPK

Targ
et
IKK

Target
Indikator

Lainnya

Target Renstra Perangkat Daerah
Tahun ke-

Realisasi Capaian Tahun/Sampai

Dengan Tahun

Rasio Capaian Pada Tahun/Sampai
dengan Tahun
(%)

20 20 20 20 20
20 21 22 23 24

20 20 20 20 20
20 21 22 23 24

20 20 20 20 20
20 21 22 23 24

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7) (8) (9) (10 (11

(12 (13 (14 (15 (16

(1 (1 (19 (2 (2
7) 8) ) 0) 1)

Indeks Ketahanan Ideologi Bidang

Kesatuan Bangsa dan Politik

133,76[14,41

Indeks Ketahanan Pertahanan dan
Keamanan Bidang Kesatuan
Bangsa

dan Politik

177,78| 118,97

Indeks Ketahanan Ormas Bidang

Kesatuan Bangsa dan Politik

109,59112,54

Indeks Ketahanan Ekonomi, Sosial
dan
Budaya Bidang Kesatuan

Bangsa dan Politik

3,23 p

oT
1=

b2 [

Indeks Ketahanan Politik
Bidang Kesatuan Bangsa
dan Politik

p3

o

Renstra PD Tahun 2024 - 2026
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Target Renstra Perangkat Daerah

Realisasi Capaian Tahun/Sampai

Rasio Capaian Pada Tahun/Sampai

Indikator Kinerja Target Targ Target Tahun ke- Dengan Tahun dengan Tahun
No Sesuai Tugas dan Fungsi Satuan NSPK et Indikator (%)
Perangkat Daerah IKK Lainnya
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
20 21 22 23 24 20 21 22 23 24 20 21 22 23 24
(1) (2) (3) 4) (5) (6) (7) 8) ) (10 (11 (12 (13 (14 (15 (16 (1 (1 (19 (2 (2
) ) ) ) ) ) ) 7) 8) ) 0) 1)
1 Tujuan Perangkat Daerah
Indeks Ketahanan Nilai 2,7 3,0 110
IPOLEKSOSBUD Bidang 5 3 .20
Kesatuan Bangsa dan Politik
2 Sasaran Perangkat Daerah
Indeks Ketahanan IDEKSOSBUD Nilai 2,8 2,9 102
Bidang Kesatuan Bangsa dan 9 7 ,77
Politik
Indeks ketahanan politik Bidang Nilai 2,6 3,0 118
Kesatuan Bangsa dan Politik 0 4 ,46
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Target Renstra Perangkat Daerah

Realisasi Capaian Tahun/Sampai

Rasio Capaian Pada Tahun/Sampai

Indikator Kinerja Target Targ Target Tahun ke- Dengan Tahun dengan Tahun
No Sesuai Tugas dan Fungsi Satuan NSPK et Indikator (%)
Perangkat Daerah IKK Lainnya
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
20 21 22 23 24 20 21 22 23 24 20 21 22 23 24
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10 (11 (12 (13 (14 (15 (16 (1 (1 (19 (2 (2
) ) ) ) ) ) ) 7) 8) ) 0) 1)
3 Program
1 Indeks Ideologi Pancasila 3,0 3,6 120
(V]
2 Indeks kewaspadaan Nasional D
3 Indeks Kinerja Ormas b
4 [ndeks penguatan dampak ekonomi - - y
5 Indeks Toleransi 0 b
6 DI aspek kebebasan dan aspek - -
lembaga demokrasi
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Table 15 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesbangpol Prov. Jateng Tahun 2020-2024

APBD pada tahun (Rp.000) Realisasi Anggaran Tahun/Sampai Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Rata-Rata
Dengan Tahun (Rp.000) Tahun/Sampai Dengan Tahun (%) Pertumbuhan (%)
Uraian
Anggar Reali
2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 | 202 an sasi
4
(03] (2) (3) 4 (5) (6) (7) 3 9 (10) (11) (12) (13) (14) (15) | (16 (17) (18)
)
Pendapatan - - - - - - - - - - - - - - - - -
Belanja 17.035. 83.939. | 115.857. | 611.106. 860.2 16.374. | 82.092. 115.2 609.673 | 858.737. 96,12 97,80 99,43 99,77 16.863.792 | 16.847.263.
293 364 796 972 24.92 081 395 02.682 .519. 253. % % % 99,8 .540 440
0. 3 % %
%
Pembiaya - - - - - - - - - - - - - - - - -
an

Sumber : Badan Kesbangpol Prov. Jateng, 2018

Dilihat dari tabel diatas dapat disampaikan :

1. Setiap tahunnya rasio antara realisasi anggaran dan pagu anggaran yang dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Provinsi semakin meningkat dengan rasio tertinggi pada tahun 2023 yaitu sebesar 99,77sedangkan rasio terendah terjadi

pada tahun 2020 yaitu 96,12%.
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2. Rasio antara realisasi dan anggaran rendah dikarenakan adanya realisasi pembayaran gaji dan tunjangan dibayarkan
sesuai dengan jumlah pegawai padahal setiap tahunnya terdapat pegawai yang pensiun, selain itu disebabkan adanya

efisiensi pada anggaran perjalanan dinas, pembayaran alat tulis kantor dan cetak.
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2.4 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Dari perkembangan dinamika sosial politik yang terjadi di Indonesia
secara umum dan khususnya di Provinsi Jawa Tengah, terdapat beberapa
permasalahan yang dihadapi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Jawa Tengah, yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam
lima tahun mendatang. Permasalahan ini terkait dengan tugas, pokok, dan
fungsi lembaga tersebut dalam menjalankan program-program
pembangunan yang berfokus pada kesatuan bangsa, ketahanan negara,
serta penguatan demokrasi. Permasalahan yang dimaksud dapat dibagi
dalam beberapa bidang sebagai berikut:

a. Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional,;

Kondusivitas wilayah menjadi salah satu tantangan yang harus
dijaga dalam mendukung perwujudan daya saing daerah. Menjaga
kondusivitas wilayah memiliki tantangan yang rumit karena berbagai
persoalan baik ekonomi, sosial maupun budaya dapat dan/atau
memiliki masalahnya sendiri-sendiri dan dapat juga menjadi simpul
permasalahan yang kompleks

Konflik sosial berbasis SARA masih sering terjadi akibat
minimnya pemahaman terhadap regulasi keberagaman, seperti
fanatisme yang berkembang tanpa kontrol. Maraknya berita hoaks dan
ujaran kebencian di media sosial turut memperburuk situasi,
melemahkan  kepercayaan terhadap institusi negara, serta
menghambat upaya menjaga stabilitas nasional.

Disisi lain, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi
Pancasila dan wawasan kebangsaan berdampak pada meningkatnya
intoleransi dan konflik sosial di berbagai wilayah. Penyebaran paham
radikalisme serta ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila
semakin berkembang, terutama di kelompok rentan. Partisipasi politik
masyarakat juga menurun, menyebabkan semakin lemahnya
kesadaran kolektif dalam menjaga keutuhan bangsa.

b. Bidang Ketahanan Bangsa;

Isu ini berangkat dari kondisi dan akar permasalahan dimana
adanya sengketa internal ormas akibat dualisme kepemimpinan yang
menimbulkan perpecahan dan konflik horizontal, ormas sebagai
sarana infiltrasi paham radikalisme dan terorisme serta adanya potensi

pengaruh ideologi ormas asing dan ormas yang terafiliasi dengan
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ormas asing yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila. Pergeseran
karakter dan budaya akibat pengaruh budaya dari luar juga
memberikan pengaruh pada perubahan kondisi lingkungan
masyarakat salah satunya adalah potensi terjadinya intoleransi,
radikalisme dan ekstrimisme yang mengarah pada aksi terorisme.

Penyalahgunaan dan peredaran narkoba masih menjadi
ancaman serius bagi ketahanan bangsa, terutama di kalangan generasi
muda. Lingkungan sosial yang permisif terhadap narkoba menjadi
faktor utama yang menyebabkan penyebarannya semakin luas.
Minimnya edukasi dan pencegahan di tingkat keluarga serta sekolah
membuat generasi muda rentan terjerumus dalam penyalahgunaan
narkotika. Tanpa adanya upaya yang lebih serius dari pemerintah,
aparat hukum, dan masyarakat, penyalahgunaan narkoba akan terus
merusak kehidupan sosial dan mengancam masa depan bangsa.
Bidang Politik Dalam Negeri;

Partisipasi politik masyarakat yang rendah menjadi tantangan
besar dalam memperkuat sistem demokrasi. Banyak warga yang masih
belum memahami pentingnya keterlibatan mereka dalam pemilu dan
proses pengambilan kebijakan publik. Di sisi lain, partai politik masih
belum mampu menjalankan perannya secara maksimal dalam
membangun demokrasi yang sehat. Hal ini berkaitan juga dengan
kapasitas kelembagaan politik untuk dapat memperhatikan proses
penyusunan kebijakan dan pendidikan politik, khususnya bagi kader
partai politik.

Khusus pada stabilitas politik, permasalahan yang kompleks
terjadi pada agenda-agenda khusus berkaitan dengan pelaksanaan
pesta demorkasi di daerah. Persoalan yang perlu menjadi perhatian
adalah berkaitan dengan Pemenuhan HAM, seperti pemenuhan hak-
hak pekerja, kebebasan berpendapat dan pers yang bebas dalam
menjalankan tugas maupun fungsinya. Kesetaraan masyarakat dalam
partisipasi dalam mempengaruhi kebijakan publik, khususnya melalui
lembaga perwakilan.

Meningkatnya ujaran kebencian dalam ruang politik serta
kurangnya regenerasi kepemimpinan nasional semakin memperburuk

situasi. Akibatnya, stabilitas politik terganggu, menciptakan
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kesenjangan dalam kebijakan publik yang seharusnya bertujuan

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Setelah mengkaji hasil capaian kinerja dan menganalisis gambaran

umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah pada

periode sebelumnya, serta mengidentifikasi berbagai permasalahan yang

dihadapi sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsinya, maka ditetapkan

permasalahan utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa

Tengah untuk Tahun 2025-2029, yaitu: "Menurunnya ketahanan wilayah

di Jawa Tengah". Permasalahan utama ini kemudian dirincikan lebih

lanjut beserta akar penyebabnya sebagai berikut:

Table 16 Pemetaan Permasalahan Perangkat Daerah

MASALAH POKOK

MASALAH

AKAR MASALAH

Menurunnya
ketahanan wilayah

di Jawa Tengah

Menurunnya stabilitas

politik

Meningkatnya konflik sosial

Kurangnya Pemenuhan HAM,
seperti pemenuhan hak-hak
pekerja, kebebasan
berpendapat dan pers yang
bebas dalam  menjalankan

tugas maupun fungsinya

Menurunnya partispasi politik

masyarakat

Meningkatnya ujaran

kebencian dalam ruang politik

Belum optimalnya peran

lembaga demokrasi

Menurunnya  ketahanan

bangsa

Menurunnya ketahanan

ekonomi, sosial dan budaya

Penyalahgunaan dan peredaran

narkoba

Pergeseran karakter dan
budaya akibat pengaruh

budaya dari luar

Menurunnya ketahanan
ideologi dan dan wawasan

kebangsaan

Menurunnya toleransi dan

kesetaraan
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2.5 Isu Strategis Perangkat Daerah
Berdasarkan berbagai isu yang muncul dan berkembang di tengah
masyarakat provinsi Jawa Tengah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan
keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan. Tantangan tersebut dapat
dikelompokkan ke dalam dua kategori utama, yaitu tantangan yang
bersumber dari kondisi internal dan tantangan yang berasal dari faktor
eksternal.
2.5.1 Tantangan

Tantangan merupakan segala bentuk hambatan, rintangan, atau
situasi yang memerlukan usaha, strategi, dan kemampuan tertentu untuk
diatasi atau diselesaikan. Tantangan dapat berasal dari berbagai faktor,
baik yang bersifat internal, seperti keterbatasan sumber daya atau
kurangnya kompetensi, maupun eksternal, seperti perubahan lingkungan,
persaingan, atau dinamika sosial dan politik. Dalam konteks organisasi,
tantangan sering kali menjadi bagian dari proses menuju pencapaian
tujuan dan dapat menjadi peluang untuk mendorong inovasi,
pembelajaran, dan perbaikan berkelanjutan.
a. Kondisi Internal

1) Kebutuhan sumber daya aparatur pemerintah yang belum memadai
dan andal di bidang kesatuan bangsa dan politik

2) Anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan di bidang
kesatuan bangsa dan politik yang belum sepenuhnya optimal.

3) Sarana dan prasarana aparatur pemerintah daerah di bidang
kesatuan bangsa dan politik yang belum sepenuhnya memadai
untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang ada.

b. Kondisi Eksternal

1) Tantangan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
ditengah arus keterbukaan informasi, globalisasi dan teknologi yang
berkembang pesat.

2) Tantangan dalam menjaga kondusivitas daerah untuk menghadapi

pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024.

3) Tantangan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
politik, peningkatan peran partai politik untuk mengurangi

apatisme masyarakat dalam politik.

Page | 54




4) Tantangan dalam menjaga kerukunan umat beragama, menghindari
terjadinya konflik sosial dan peningkatan peran organisasi
kemasyarakatan.

5) Tantangan mobilitas penduduk yang cukup timggi antar wilayh
kabupaten/kota di Provinsi Kawa Tengah dan atar Provinsi yang
mengakibatkan kesulitan untuk memonitoring aktivitas penduduk

secara optimal.

2.5.2 Peluang

Peluang Berdasarkan tantangan diatas serta sesuai dengan tugas

pokok dan fungsinya maka peluang yang didapat dalam rangka

memberikan pelayanan kepada masyarakat yaitu :

1)

2)

3)

Modernisasi perkembangan serta pemanfaatan teknologi informasi
yang memberikan kemudahan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik untuk meningkatan kinerja dengan pemanfaatan teknologi
informasi, media sosial dan lainnya.

Tersedianya regulasi/peraturan baik di tingkat pusat dan daerah Jawa
Tengah sebagai pedoman pelaksanaan peningkatan kinerja Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik seperti Perda Jawa Tengah Nomor 3
Tahun 2022 tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan,
Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang tentang Fasilitas Pencegahan Dan
Pemberantasan Penyalahan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan
Prekursor Narkotika.

Tersedianya lembaga/ mitra yang dapat dioptimalkan kerjasamanya
dalam peningkatan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik seperti
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Pembina
Ideologi Pancasila (BPIP), Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan,
Forkopimda, FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama), FPK (Forum
Pembauran Kebangsaan), Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, Tim

Terpadu Penanganan Konflik Sosial (PKS).

2.5.3 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70
Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah maka Badan Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas

membantu Gubernur melaksanakan urusan melaksanakan urusan
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pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang menjadi

kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada

daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Badan Kesbangpol

menyelenggarakan fungsi :

1) Penyusunan kebijakan teknis di Bidang Kesatuan Bangsa dan
Politik;

2) Pelaksanaan tugas dan dukungan teknis di Bidang Kesatuan
Bangsa dan Politik;

3) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan
dukungan teknis di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;

4) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;

5) Pelaksanaan fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
Provinsi;

6) Pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit
kerja di lingkungan Badan;

7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai
tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut,
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi:

Sasaran Jangka Menengah pada Renstra K/L

2.5.4 Isu Strategis Lingkungan Dinamis

Sasaran Jangka Menengah dari Renstra K/L

Merujuk pada kebijakan pembangunan jangka panjang daerah
Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam rancangan RPJPD Tahun
2025-2045, periode pertama (2025-2029) diarahkan pada “Penguatan
Landasan Transformasi”. Kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat
landasan transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola yang disertai
dengan penguatan ketahanan sosial budaya, ekologi, keamanan
daerah, demokrasi substansial, serta stabilitas ekonomi makro daerah.
Tahapan penguatan landasan transformasi ini juga didukung oleh
implementasi pembangunan kewilayahan yang merata melalui
pemenuhan sarana dan prasarana, serta penguatan pembiayaan
pembangunan.

Dalam konteks 1ini, transformasi sosial diarahkan pada

peningkatan mutu layanan pendidikan yang berorientasi pada
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keseimbangan demand-supply, penguatan kelembagaan, pemenuhan
pelayanan kesehatan yang inklusif, serta penguatan perlindungan
sosial untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan
masyarakat.

Transformasi ekonomi difokuskan pada penerapan ekonomi
hijau, penguatan produksi dan hilirisasi sektor unggulan di daerah,
serta penguatan ekonomi kreatif. Hal ini didukung oleh peningkatan
daya saing sumber daya manusia yang lebih produktif, inovatif, dan
kreatif, berbasis riset, inovasi, dan digitalisasi.

Transformasi tata kelola diarahkan pada penguatan reformasi
birokrasi menuju birokrasi yang dinamis dan pemerintahan yang
kolaboratif. Hal ini dicapai melalui penguatan penerapan kerja sama
antardaerah yang efektif dan efisien.

Keamanan daerah yang tangguh, demokrasi substansial, serta
stabilitas ekonomi makro diarahkan pada upaya penguatan
ketentraman dan ketertiban umum, menciptakan wilayah yang
kondusif, serta menjaga stabilitas harga guna melindungi daya beli
masyarakat.

Ketahanan sosial budaya dan ekologi difokuskan pada penguatan
karakter masyarakat Jawa Tengah melalui strategi pemajuan
kebudayaan, perlindungan, dan pengembangan nilai-nilai agama dan
budaya. Nilai-nilai tersebut diinternalisasikan melalui pendidikan
karakter, baik dalam keluarga maupun dalam lingkup pendidikan
formal dan nonformal. Selain itu, penguatan kohesi sosial dilakukan
dengan menjadikan organisasi dan komunitas agama serta
masyarakat sebagai mitra kolaboratif. Pengelolaan sumber daya alam,
pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta
penyediaan sanitasi dan air bersih juga menjadi prioritas dalam
mendukung ketahanan ekologi.

Berdasarkan arah kebijakan tersebut, Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Provinsi Jawa Tengah mendukung pencapaian tujuan
pembangunan melalui penguatan ketahanan ipoleksosbud (ideologi,
politik, ekonomi, sosial, dan budaya). Indikator yang digunakan adalah
Indeks Ketahanan Ipoleksosbud.

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi ini bertujuan untuk

mengidentifikasi potensi, peluang, dan tantangan pelayanan sebagai
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masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan pilihan

kebijakan strategis. Dalam kaitannya dengan Kabupaten/Kota, RPJPD

2025-2045 periode pertama ini menjadi acuan yang harus

diterjemahkan dalam RPJMD masing-masing Kabupaten/Kota.

Dengan demikian, tugas dan fungsi Kesbangpol di tingkat

Kabupaten/Kota akan selaras dengan tugas dan fungsi Kesbangpol

Provinsi Jawa Tengah untuk mendukung pencapaian tujuan

pembangunan daerah yang berkesinambungan.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah secara
struktural dibawah Direktorat Jendral Politik dan Pemerintahan
Umum Kementerian Dalam Negeri RI maka perlu memperhatikan
sasaran strategis dari Direktorat Jendral Politik dan Pemerintahan
Umum yang tercantum pada Renstra 2025 - 2029 yaitu :

1. Meningkatnya kualitas politik dan demokrasi Indonesia serta
implementasi nilai-nilai ideology Pancasila;

2. Meningkatkan kualitas kebijakan, pembinaan dan pengawasan
penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, tata kelola
pemerintahan dan aparatur desa, pembangunan dan pengeloaan
keuangan daerah;

3. Terwujudnya peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintahan Pusat
dalam penyelenggaraan tugas dan wewenangnya

4. Meningkatkan  kualitas layanan pemenuhan dokumen
kependudukan serta pemanfaatan data kependudukan berbasis
teknologi

5. Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan

dalam negeri.

b. Implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) bagi pelayanan
perangkat daerah
Berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008
tentang Pedoman Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang
merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007
tentang Penataan Ruang, disebutkan bahwa Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional (RTRWN) adalah arahan kebijakan dan strategi
pemanfaatan ruang di seluruh wilayah negara. Di tingkat daerah,

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah (RTRWP Jawa

Page | 58



Tengah) adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang
wilayah daerah yang berfungsi sebagai pedoman dalam penataan
ruang wilayah serta menjadi dasar penyusunan program
pembangunan daerah.

Keberhasilan program pembangunan daerah sangat bergantung pada
kestabilan politik dan ketahanan bangsa. Dalam konteks ini, Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah memiliki peran
strategis untuk memastikan bahwa upaya pengembangan sektor
ekonomi, pertanian, kehutanan, perkebunan, perikanan, industri,
dan pariwisata tetap sejalan dengan tujuan kesatuan bangsa dan
politik. Oleh karena itu, penyusunan Rencana Strategis (Renstra)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah telah
mempertimbangkan hasil telaahan tata ruang wilayah guna
memastikan relevansi programnya dengan tujuan penataan ruang
wilayah sebagaimana diatur dalam kebijakan RTRWN dan
RTRWP.Selain itu, merujuk pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis
(KLHS) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, KLHS
merupakan analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk
memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi
dasar yang terintegrasi dalam pembangunan wilayah, kebijakan,
rencana, maupun program. Berdasarkan Pasal 15 Ayat 1 UU
tersebut, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyusun KLHS
guna memastikan pembangunan berkelanjutan tercermin dalam

setiap kebijakan, rencana, dan/atau program yang dijalankan.

. Implikasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Bagi
Pelayanan Perangkat Daerah

Selain itu, merujuk pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis
(KLHS) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, KLHS
merupakan analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk
memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi
dasar yang terintegrasi dalam pembangunan wilayah, kebijakan,
rencana, maupun program. Berdasarkan Pasal 15 Ayat 1 UU tersebut,

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyusun KLHS guna
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memastikan pembangunan berkelanjutan tercermin dalam setiap
kebijakan, rencana, dan/atau program yang dijalankan.

Kebijakan, rencana, atau program yang berpotensi menimbulkan
dampak atau risiko terhadap lingkungan hidup sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 Ayat 2 huruf b UU PPLH, wajib menyertakan
KLHS sebagai bagian dari proses perencanaan. Namun, berdasarkan
hasil telaahan, penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Provinsi Jawa Tengah tidak berpotensi menimbulkan dampak
atau risiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
UU PPLH terkait muatan KLHS. Dengan demikian, implementasi KLHS
dan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah
dapat berjalan selaras tanpa ada konflik atau implikasi yang signifikan
di antara keduanya.

Program kegiatan yang dirancang dan dilaksanakan oleh Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah meliputi
pendidikan politik, penguatan wawasan kebangsaan, internalisasi
nilai-nilai Pancasila, menjaga kondusivitas wilayah, serta peningkatan
ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya. Program-program tersebut
telah diselaraskan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam
KLHS, sehingga mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan

di Provinsi Jawa Tengah.

d. Hasil Penjaringan Masukan Stakeholder oleh Perangkat Daerah
Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029, telah
dilaksanakan Forum Perangkat Daerah pada tanggal 14 April 2025
dengan mengundang OPD terkait, instansi vertikal, serta Kepala
Kesbangpol dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Forum ini
bertujuan untuk menghimpun masukan dan aspirasi dari berbagai
pemangku kepentingan guna menyusun arah kebijakan yang selaras
antara pusat, provinsi, dan daerah. Beberapa pokok hasil penjaringan
masukan dari forum tersebut antara lain:
e Penguatan Deteksi Dini dan Stabilitas Wilayah
- Seluruh Kepala Kesbangpol kabupaten/kota diminta

meningkatkan kewaspadaan dan kapasitas deteksi dini
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terhadap potensi gangguan stabilitas sosial politik, terutama
dalam masa transisi pemerintahan.

Deteksi dini dianggap sebagai prasyarat bagi keberlanjutan
pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas Pemprov

Jawa Tengah tahun 2025.

e Sinkronisasi Program Strategis

Ditekankan pentingnya sinergi antara pusat, provinsi, dan
kabupaten/kota dalam pelaksanaan program strategis
nasional, khususnya: Penguatan ideologi Pancasila, demokrasi,
dan HAM, Reformasi politik dan pencegahan narkoba,
Peningkatan toleransi antarumat beragama, Penguatan
ketahanan budaya lokal dan mitigasi ekstremisme.

Diharapkan adanya penyesuaian indikator kinerja (IKU) antara
provinsi dan kabupaten/kota, khususnya terkait pengukuran

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI).

e Pemberdayaan Kelembagaan Daerah

Beberapa kabupaten menyampaikan perlunya peningkatan
tipe kelembagaan Kesbangpol (contoh: Kabupaten Jepara yang
masih tipe C meskipun memiliki potensi dan nilai tinggi).

Perlunya dukungan peningkatan status kelembagaan
Kesbangpol agar mampu menampung tugas-tugas strategis ke

depan.

e Penguatan Peran FKUB, FPK dan FKPT

Diperlukan dukungan anggaran dan sinergi lintas lembaga
untuk optimalisasi peran Forum Kerukunan Umat Beragama
(FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dan Forum
Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT).

Kemenag mendorong adanya penguatan peran FKUB melalui

dukungan regulasi dan penguatan kapasitas kelembagaan.

e Digitalisasi dan Mitigasi Isu Strategis

Ditekankan perlunya memanfaatkan media sosial dan
teknologi digital dalam mendeteksi dan menangani potensi
kerawanan sosial dan penyebaran ujaran kebencian.

Ancaman radikalisme digital, termasuk fenomena viral seperti
“goyang setbor”, diidentifikasi sebagai isu strategis yang perlu

intervensi cepat.
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e Penguatan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)

- DPRD menekankan bahwa nilai IDI menjadi indikator makro
yang penting untuk mengukur stabilitas dan menarik investasi.

- Diperlukan upaya kolektif untuk menjaga dan meningkatkan
kualitas demokrasi, termasuk melalui pembentukan jejaring
kerja lintas sektor dan kolaborasi dengan lembaga legislatif.

e Moderasi Beragama dan Internasionalisasi

- Program moderasi beragama dinilai perlu ditingkatkan, baik
dalam bentuk pelatihan lokal maupun promosi ke luar negeri
(seperti yang telah dilakukan Kota Salatiga).

- Efisiensi anggaran menjadi tantangan yang harus diatasi
melalui inovasi seperti pemanfaatan website bersama dengan
Kementerian Agama.

2.5.5 Potensi Daerah yang menjadi kewenangan perangkat daerah

untuk mendukung pencapaian tujuan sasaran pembangunan.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah
mengidentifikasi potensi strategis yang berada dalam kewenangannya.
Potensi ini meliputi peran partai politik, organisasi kemasyarakatan, dan
kelompok strategis seperti mahasiswa dalam penguatan demokrasi,
stabilitas sosial, serta ketahanan ideologi bangsa. Namun, potensi tersebut
juga dihadapkan pada berbagai tantangan, baik internal maupun eksternal,
seperti meningkatnya konflik sosial, menurunnya partisipasi politik
masyarakat, dan belum optimalnya peran kelembagaan demokrasi. Selain
itu, terdapat isu-isu kebijakan hilir lintas sektoral (KHLS), isu lingkungan
dinamis baik secara global, nasional, maupun regional yang mempengaruhi
pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Oleh karena itu, pemetaan
potensi, permasalahan, dan isu-isu strategis berikut menjadi dasar dalam
merumuskan arah kebijakan dan program prioritas perangkat daerah ke

depan.
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Table 17 Perumusan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah

Permasalahan

Isu KHLS yang

Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat

Isu Srategis

wawasan
kebangsaan

* Menurunnya
toleransi dan

kesetaraan

sumber daya
air

3. Perubahan
Iklim:

yang Menjadi Perangkat Daerah Relevan dengan Daerah Perangkat Daerah
Kewenangan Perangkat Global Nasional Regional
Daerah
* Partai Politik | « Meningkatnya Belum 1. Pendidikan 1. Kerusakan . Deforestasi 1. Pencegahan
* Sinergitas konflik sosial optimalnya 2. Kemiskinan’ Hutan: atau dan
Ormas * Menurunnya penuntasan 3. Gender Deforestasi, penggundulan penanganan
* Mahasiswa partispasi politik kemiskinan 4. Pertumbuhan penebangan hutan. konflik social
masyarakat dan ekonomi dan liar, dan | 2. Bencana alam 2. Meningkatnya
* Belum optimalnya | peningkatan kesempatan konversi lahan seperti banjir kemitraan
peran lembaga kesejahteraan kerja hutan menjadi dan gempa pengembangan
demokrasi masyarakat lahan i
* Menurunnya secaZa > Masyarakat pertanian atau oumt . :embiga ;
inklusif dan - Moderasi emokrast
ketahanan inklusif damai, akses perkebunan beragama 3. Pembumian
ekonomi, sosial keadilan, dan 2. Krisis Al | 4 Keamanan dan dan penguatan
dan budaya membangun Kekurangan air ketertiban nilai-nilai
. i‘iz‘;::zya kelembagaan b.ersih, kualitas | g g0 Pancasila dan
. . 6. Perubahan air yang buruk, ekonomi Wawasan
ideologi dan dan Jdim dan persaingan Kebangsaan

4, Pembinaan
kerukunan
ummat

beragama,
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Pemanasan
global,
perubahan
pola cuaca
ekstrem, dan
kenaikan
permukaan air

laut

. Kemiskinan,
akses dan
kualitas belum
merata di
sektor
kesehatan,pen
didikan, dan
perlindungan

sosia

antar suku,
intrasuku, ras
dan golongan

lainnya
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BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesabangpol

3.1.1. Tujuan Badan Kesbangpol

Tujuan merupakan implementasi dari misi organisasi dan
/menggambarkan kondisi yang ingin dicapai pada masa mendatang.
Tujuan Dberfungsi sebagai pedoman untuk menetapkan arah
pembangunan dalam jangka menengah, yaitu selama lima tahun.
Tujuan disusun dengan berlandaskan visi dan misi serta
mempertimbangkan hasil analisis strategis terhadap isu-isu utama.
Meskipun tidak selalu dinyatakan secara kuantitatif, tujuan harus
mencerminkan kondisi ideal yang menjadi sasaran di masa depan.

Tujuan ini kemudian menjadi dasar dalam merumuskan sasaran,
kebijakan, program, dan kegiatan yang diperlukan untuk
merealisasikan misi. Dengan mengacu pada kerangka misi yang telah
ditetapkan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah
merumuskan tujuan dan sasaran strategisnya sebagai bagian dari
perencanaan pembangunan jangka menengah daerah untuk periode
2025-2029.

Sebagai bagian dari perencanaan strategis tersebut, tujuan utama
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-
2029 adalah Meningkatkan Ketahanan wilayah, yang diukur melalui
Indeks Ketahanan IPOLEKSOSBUD (Gatra Ideologi, Politik, Ekonomi,
Sosial, dan Budaya)

3.1.2. Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran Perangkat Daerah merupakan penjabaran terukur dari
tujuan yang ingin dicapai oleh perangkat daerah dalam jangka waktu
tertentu, yang menggambarkan hasil akhir yang ingin dicapai melalui
tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan.
Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2025-2029 adalah yang ingin dicapai meliputi:

a. Meningkatnya stabilitas politik, sebagai dasar terciptanya harmoni
dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan

bermasyarakat.
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b. Meningkatnya ketahanan bangsa, yang mencakup penguatan nilai-

nilai ideologi, wawasan kebangsaan, serta kerukunan sosial dalam

menghadapi berbagai tantangan global maupun domestik.

Selain dari sasaran strategis tersebut, Provinsi Jawa Tengah juga

telah merumuskan wa pembangunan jangka panjang 2025-2045 yang

bertujuan untuk menciptakan masyarakat sejahtera, berdaya saing

global, dan berbasis pada prinsip keberlanjutan. Sebagai bagian dari

perwujudan visi ini, fokus utama pembangunan diarahkan pada

peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan perekonomian

berbasis potensi lokal, serta tata kelola pemerintahan yang transparan,

akuntabel, dan inklusif.

Secara keseluruhan, visi pembangunan jangka panjang Jawa

Tengah 2025-2045 merupakan sebuah rencana besar yang melibatkan

seluruh elemen masyarakat dan pemerintahan untuk menciptakan

provinsi yang maju, mandiri, dan berkelanjutan. Sasaran, indikator, dan

target yang telah dirumuskan menjadi

pelaksanaan kebijakan,

sekaligus sebagai

pedoman utama dalam

langkah nyata dalam

menghadirkan pembangunan yang inklusif, partisipatif, dan berorientasi

pada masa depan.

Table 18 Provinsi jawa tengah memiliki sasaran visi, indikator dan target untuk periode tahun 2025-2045

—a , : Baseline T
Vis| Sasaran Visl ‘Satuan ; ;
indikator 2025 | 2025-2029 | 2030-2034 | 2035-2039 | 2040-2045
PDRE per Kapita Rp.Juta | 49,30-68,86 | 63,71-68,86 [101,22-106,30/157,13-162,19|230,77-276,24
Peningkatan pendapatan |  Indeks Ekonomi Biru
4
ourkaplta Indonesia (IBE) Angka 57,69 7441 103,45 145,95 2223
Jawa Tengah KontrbusIPORB Industr) o, | 33 ag.34,06 | 35,42-36,42 | 39,80-40,89 | 43.10-44,10 | 4071-41,71
w Pengolahan
m Tingkat Kemiskinan % 9,00-966 | 7,26-7,90 | 506-571 | 288-353 | 0,26-0,75
m“‘ Raslo Gini Angka | 0,362-0,367 | 0,351-0,362 | 0,336-0,358 | 0,321-0,353 | 0,301-0,345
W Pengentasan Kemiskinan
Naslonalyang|  dan Ketimpangan  [Kontribusi PDRB Provinsl| % 8,26 492 5,00 5,60 6,82
Maju,
Sejahtera, Pertumbuhan Ekonom| % 4,90-560 | 5,00-570 5,20-6,10 5,40-6,30 4,48-553
mm Kepemimpinan dan
pengaruh intermasional Kapasitas Intitus Angka 459 47 4,79 4,87 492
meningkat
Peningkatandayaseing | | ks ModaiManusia | Ancka | 080 0,60 0,62 0,67 0,80
sumber daya manusia
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Untuk detail lebih lanjut mengenai tujuan, sasaran, indikator, dan target
yang direncanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa
Tengah pada periode 2025-2029, informasi tersebut disajikan secara

lengkap dalam tabel berikut.

Page | 67




Table 20 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Baseline
Target Capaian Kondisi
No Tujuan Sasaran Tujuan dan Satuan Tahun Akhir
Sasaran 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Meningkatkan
Kualitas Tata
Kelola
1 | Perangkat
Daerah
Berintegritas
dan Dinamis
Indeks Reformasi
Birokrasi Angka | N/A 73,53 | 73,7 74 74,3 | 74,6 | 74,9 |75 75
Perangkat Daerah
Meningkatnya
Kualitas
Pelayanan
Perangkat
Daerah
Indeks Kepuasan
Masyarakat Angka | 86 90,25 | 88,15 | 88,17 | 88,2 | 89 90 91 91
Perangkat Daerah
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Meningkatnya

Kualitas
Pengelolaan
Risiko
Perangkat
Daerah
Indeks Manajemen
Risiko Perangkat Angka | N/A | 2,8 2,85 | 2,9 2,95 |3 3,05 | 3,1 3,1
Daerah
Meningkatkan
Ketahanan
Wilayah
Indeks Ketahanan
IPOLEKSOSBUD Angka | 3 3,01 |3,01 |3,02 |3,03 |3,04 |3,05 |3,06 |3,06
Meningkatnya
Stabilitas
Politik
Indeks Ketahanan
Politik Angka | 3,08 | 3,11 |3,11 |3,12 |3,13 | 3,14 | 3,15 | 3,16 | 3,16
Meningkatnya
Ketahanan
Bangsa
Indeks Harmoni
Angka | N/A |[N/A | 6,4 6,5 0,6 6,7 6,8 6,9 6,9

Indonesia
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3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan perencanaan menyeluruh
yang dirancang untuk memastikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Jawa Tengah dapat mencapai tujuan dan sasaran strategis yang
telah ditetapkan dalam Renstra. Perencanaan ini juga bertujuan untuk
mendukung pencapaian rencana pembangunan Provinsi Jawa Tengah secara
efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi ini
diharapkan mampu mengoptimalkan transformasi, reformasi, dan
peningkatan kinerja birokrasi.

Lebih dari sekadar mengagendakan kegiatan pembangunan, strategi
ini juga mencakup berbagai program yang bertujuan untuk menciptakan
layanan masyarakat yang lebih baik, termasuk peningkatan kapasitas
birokrasi, penyempurnaan sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi
informasi. Dengan demikian, strategi ini tidak hanya berorientasi pada hasil
jangka pendek tetapi juga pada penguatan fondasi pembangunan jangka
panjang.

Dalam penyusunan strategi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Jawa Tengah mengacu pada analisis SWOT (Strengths, Weaknesses,
Opportunities, Threats), yang mengidentifikasi:

1. Kekuatan (Strengths):
o Dukungan kebijakan politik dari pemerintah pusat untuk
membangun sistem politik yang lebih demokratis.
o Tersedianya regulasi dan pedoman pelaksanaan di tingkat
pusat maupun daerah yang mendukung peningkatan kinerja.
o Komitmen serta kompetensi sumber daya manusia di Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik.
2. Kelemahan (Weaknesses):
o Ketidakseimbangan antara jumlah sumber daya manusia
dengan beban kerja.
o Keterbatasan sarana dan prasarana operasional.
3. Peluang (Opportunities):
o Kehadiran lembaga mitra seperti BNPT, BPIP, organisasi
masyarakat, Forum Kerukunan Umat Beragama dan Forum
Pembauran Kebangsaan serta yang dapat dioptimalkan

kerjasamanya.
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o Meningkatnya komunikasi politik antara infrastruktur dan
suprastruktur politik.

o Berkembangnya organisasi masyarakat (ormas) sebagai aset
pembangunan daerah.

o Potensi pengembangan budaya lokal sebagai bagian dari
kekayaan budaya nasional.

4. Ancaman (Threats):

o Percepatan  globalisasi, keterbukaan informasi, dan
perkembangan teknologi yang pesat.

o Potensi konflik yang meningkat menjelang pemilu serentak.

o Terjadinya konflik sosial dan menurunnya peran organisasi
kemasyarakatan.

o Tantangan mobilitas penduduk yang cukup tinggi antar wilayh
kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dan antar Provinsi
yang mengakibatkan kesulitan untuk memonitoring aktivitas
penduduk secara optimal.

Berdasarkan analisis SWOT tersebut, berikut adalah strategi dan
arah kebijakan yang dirumuskan untuk Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029:

1. Optimalisasi cakupan pendidikan politik, etika, dan budaya
secara komprehensif dan berkelanjutan.
Kebijakan:

o Peningkatan pemahaman demokrasi, terutama bagi generasi
milenial dan pemilih pemula.

o Fasilitasi dan penguatan organisasi kemasyarakatan serta
organisasi politik.

o Penguatan pemantauan situasi politik, khususnya pada
pelaksanaan pemilu serentak.

o Peningkatan cakupan pendidikan politik yang melibatkan nilai-
nilai etika dan budaya politik.

2. Optimalisasi koordinasi penanganan konflik sosial untuk
menjaga stabilitas politik dan keamanan masyarakat.
Kebijakan:

o Penguatan pengawasan terhadap individu atau lembaga asing

serta peningkatan kewaspadaan dini.
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N

o Akselerasi penanganan dan penyelesaian konflik sosial di
tingkat daerah.

3. Optimalisasi pengamalan pilar kebangsaan (Pancasila, UUD 1945,
NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika).
Kebijakan:

o Peningkatan cakupan pendidikan dan pelatihan ideologi
kebangsaan.

o Penguatan karakter bangsa, wawasan kebangsaan, dan rasa
cinta tanah air.

o Peningkatan  kapasitas Pusat Pendidikan Wawasan
Kebangsaan.

o Upaya counter terhadap ideologi yang tidak sesuai dengan
nilai-nilai Pancasila.

o Penguatan kerukunan umat beragama dan pembuaran
kebangsaan serta filtrasi terhadap ekstrimisme.

4. Penguatan kohesi sosial masyarakat.
Kebijakan:

o Penguatan kolaborasi lintas sektor sebagai pendorong kohesi
dan ketahanan sosial.

o Sinergitas organisasi masyarakat dalam menjaga toleransi
beragama dan etnisitas, serta pengembangan seni dan budaya.

o Penguatan ketahanan ekonomi masyarakat dan pemantapan
program P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika).

5. Penguatan pengawasan dan monitoring kinerja perangkat daerah.
Kebijakan:

o Peningkatan mekanisme pengawasan dan penguatan evaluasi
kinerja perangkat daerah.

6. Optimalisasi kapasitas kelembagaan perangkat daerah.

Kebijakan:

o Peningkatan pelaporan kinerja dan keuangan perangkat
daerah.
o Pemenuhan kebutuhan administrasi pelayanan perkantoran

dan kepegawaian.
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Strategi dan arah kebijakan tersebut mencerminkan komitmen

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah untuk terus
memperkuat stabilitas politik, keamanan, serta ketahanan sosial budaya,
sehingga mendukung tercapainya pembangunan yang berkelanjutan di
Provinsi Jawa Tengah. Selengkapnya keterkaitan antara Tujuan, Sasaran,
Strategi dan Arah Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi

Jawa Tengah Tahun 2024- 2026 disajikan pada tabel berikut:
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Table 20 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029

komprehensif dan berkelanjutan

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Peningkatan pemahaman demokrasi utamanya
Meningkatkan Meningkatnya stabilitas Optimalisasi cakupan pendidikan bagi kaum milenial dan pemilih pemula
Ketahanan Wilayah politik politik, etika dan budaya secara

Fasilitasi dan penguatan struktur organisasi

kemasyarakatan dan organisasi politik

penguatan kapabilitas lembaga demokrasi
dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang

sehat

Penguatan pemantauan situasi politik
khususnya dalam pelaksanaan pemilu

serentak

Penguatan cakupan penyelenggaraan

pendidikan politik, etika dan budaya politik

Optimalisasi koordinasi
penanganan konflik sosial dengan
berbagai pihak dalam rangka

menjaga stabilitas
politik dan keamanan di

masyarakat

Penguatan pengawasan orang/lembaga
asing dan peningkatan bidang kewaspadaan

dini

Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam

mencegah dan menangani konflik sosial
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Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

Akselerasi penanganan dan

peredaman konflik sosial daerah

Meningkatnya ketahanan

bangsa

Optimalisasi pengamalan pilar
kebangsaan (Pancasila, UUD 1945,
NKRI dan Bhineka Tunggal Ika)

Peningkatan penyelenggaraan dan cakupan
pendidikan dan pelatihan pemahaman ideologi

dan kebangsaan

Penguatan karakter bangsa/
wawasan kebangasaan dan Rasa Cinta Tanah

Air

Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam
sendi kehidupan masyarakat dengan
berasaskan

kepada Pancasila

Pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila dalam

kehidupan bermasyarakat

Peningkatan Kapasitas Pusat Pendidikan

Wawasan Kebangasaan

Peningkatan upaya counter ideologi yang tidak

sesuai dengan Pancasila
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Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

Peningkatan filtrasi terhadap ekstrimisme dan
penguatan kerukunan umat beragama dan

pembuaran kebangsaan

Penguatan kohesi sosial masyarakat

Penguatan kolaborasi lintas sektor sebagai

pengungkit kohesi dan ketahanan sosial

Sinergitas Ormas dalam menjaga toleransi
beragama dan etnisitas serta pengembangan

seni dan budaya

Penguatan ketahanan ekonomi dan

pemantapan P4AGN dan PN

Meningkatnya
kualitas pelaksanaan
reformasi birokrasi di

perangkat daerah

Meningkatnya kualitas
pengelolaan resiko

perangkat daerah

Penguatan

pengawasan dan

monitoring dan evaluasi perangkat

daerah

Peningkatan mekanisme pengawasan dan

penguatan evaluasi kinerja.

Peningkatan pelaporan kinerja perangkat

daerah
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Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

Meningkatnya kualitas
pelayanan perangkat

daerah

Optimalisasi kapasitas

kelembagaan perangkat daerah

Peningkatan pelaporan keuangan perangkat

daerah

peningkatan kualitas pelayanan publik yang

berbasis teknologi informasi

Peningkatan pemenuhan kebutuhan
administrasi pelayanan perkantoran dan

kepegawaian
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Table 21 Pentahapan Renstra Perangkat Daerah

Tahap I (2026) Tahap II (2027) Tahap III (2028) Tahap IV (2029) Tahap V (2030)

“Meneguhkan Posisi “Mengembangkan “Peningkatan Dan e “Menumbuhkan Daya | “Perwujudan Jawa

Jawa Tengah Sebagai Pariwisata Pemerataan Ekonomi Saing Daerah Menuju Tengah yang Maju dan

Lumbung Pangan Berkelanjutan Dan Berbasis Potensi Desa Jawa Tengah Maju Berkelanjutan”

menjaga keamanan
dan ketertiban

¢ Optimalisasi
pemetaan daerah )
rawan

e Peningkatan sinergi o
dan koordinasi antar
anggota
Forkompinda serta

optimalisasi peran

masyarakat dalam
menjaga keamanan
dan ketertiban
Penguatan pemetaan
daerah rawan konflik
Peningkatan sinergi
dan koordinasi antar
anggota Forkompinda

serta optimalisasi

masyarakat dalam
menjaga keamanan
dan ketertiban
Peningkatan
pemetaan daerah
rawan konflik
Peningkatan sinergi
dan koordinasi antar
anggota

Forkompinda serta

masyarakat dalam
menjaga keamanan
dan ketertiban
Peningkatan
pemetaan daerah
rawan konflik
Peningkatan sinergi
dan koordinasi antar
anggota Forkompinda

serta optimalisasi

Nasional” Ekonomi Syariah Dan Industri Hijau” Dan Berkelanjutan”
Sebagai Tulang
Punggung Pertumbuhan
Ekonomi”
e Pelibatan ¢ Peningkatan ¢ Pengembangan Peningkatan e Perwujudan
masyarakat dalam pembinaan kapasitas pemberdayaan masyarakat yang

aktif dalam menjaga
keamanan serta
perwujudan daerah
yang aman dan
kondusif
Peningkatan sinergi
dan koordinasi antar
anggota Forkompinda

serta optimalisasi
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Tahap I (2026)

Tahap II (2027)

Tahap III (2028)

Tahap IV (2029)

Tahap V (2030)

anggota
Forkompinda
Peningkatan
kapasitas partai
politik dalam
pemajuan
demokrasi;
Penguatan lembaga
demokrasi dan
menjaga ekosistem
yang demokratis
Internalisasi,
institusionalisasi,
dan aktualisasi
Pancasila, serta
pengembangan
wawasan
kebangsaan bagi
penyelenggara
negara dan

Masyarakat;

peran anggota
Forkompinda
Peningkatan
integritas dan peran
partai politik dalam
pemajuan demokrasi
Penguatan lembaga
dan proses demokrasi
di daerah

Penguatan nilai luhur
kebudayaan lokal
dalam sendi
kehidupan
masyarakat dengan
berasaskan kepada
Pancasila

Penguatan mitigasi
ekstremisme,
terorisme, dan

radikalisme

optimalisasi peran
anggota
Forkompinda
Peningkatan
integritas dan peran
partai politik dalam
pemajuan demokrasi;
Penguatan
kapabilitas lembaga
demokrasi dalam
mewujudkan
kehidupan
demokrasi yang
sehat;

Penguatan
kohesivitas sosial
melalui
pengembangan
ekosistem kolaboratif
berlandaskan nilai-

nilai Pancasila

peran anggota
Forkompinda
Pembentukkan
ekosistem
pengawasan proses
demokrasi termasuk
proses pemilu yang
berbasis pada
partisipasi
masyarakat
Memperkuat upaya
penjaminan hak
masyarakat untuk
dapat memilih dan
dipilih dalam pemilu
Membudayakan nilai-
nilai pancasila
sebagai modal sosial
Penguatan kesetaraan
akses organisasi

masyarakat pada

peran anggota
Forkompinda
Peningkatan
kapasitas
masyarakat dalam
mendukung
pengawasan pemilu
yang jujur dan adil
Menjaga nilai-nilai
Pancasila sebagai
modal sosial sebagai
penguat kohesi sosial
Peningkatkan
kualitas perencanaan
untuk
meminimalisasi
penyalahgunaan dan
peredaran gelap
narkotika dan

prekursor narkotika
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Tahap I (2026)

Tahap II (2027)

Tahap III (2028)

Tahap IV (2029)

Tahap V (2030)

Penguatan organisasi
kemasyarakatan
dalam segi regulasi;
Peningkatan
pengetahuan dan
kesadaran
masyarakat tentang
bahaya narkoba dan
pengembangan
keterampilan hidup
sehat, terutama
dimulai dari keluarga

dan sekolah

e Meningkatkan

pemberdayaan
organisasi
kemasyarakat dalam
mendukung
Pembangunan
Peningkatkan
kegiatan deteksi dini
penyalahgunaan di
kalangan pelajar dan

mahasiswa

e Peningkatan

semangat persatuan,
kesatuan, dan
kebangsaan pada
generasi muda.
Peningkatkan
pelayanan untuk
menjamin kebijakan
yang tidak
diskriminatif
terhadap
keikutsertaan ormas
pada pembangunan
Peningkatkan
kerjasama antar
institusi dalam
upaya
pemberantasan

narkoba

sektor politik dan
penguatan fungsi
kontrol sosial ormas
dalam proses
pemilihan umum
Penguatan antisipasi
dini dalam rangka
pencegahan dan
pemberantasan
penyalahgunaan dan
peredaran gelap
narkotika dan

prekursor narkotika"
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3.3 Manajemen Risiko Strategis Perangkat Daerah

Pada dasarnya Manajemen Risiko sudah harus diterapkan di seluruh instansi pemerintah berdasarkan PP No. 60
Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa pimpinan instansi
pemerintah menerapkan manajemen risiko dalam bentuk kegiatan antara lain mempertimbangkan risiko dalam pengambilan
keputusan, melakukan penilaian risiko berupa identifikasi risiko dan analisis risiko dan menyusun sistem informasi yang
mendukung pelaporan atas penilaian risiko secara periodik. Manajemen risiko merupakan proses pengelolaan terhadap risiko
mulai dari identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko, termasuk rencana pemantauan dan rencana komunikasi. Proses
manajemen risiko dalam penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah dilakukan pada
konteks strategis sampai dengan operasional. Untuk level strategis perangkat daerah dilakukan proses manajemen risiko pada

konteks risiko strategis yang hasilnya sebagai berikut :

Table 22 Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Resiko Strategis Perangkat Daera Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029

PENYUSUNAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN
Target
Sasaran Indikator Pernyataan Skala
Sebab Dampak RTP Penanggungjawab Waktu
Strategis PD | Kinerja PD Risiko Risiko
Penyelesaian
Kebijakan Kondusivitas 1. FGD yang
Meningkatnya Indeks Pemerintah daerah melibakan tokoh-
Unjuk rasa
stablitas Ketahanan » 16 yang dinilai terganggu tokoh masyarakat Kepala Badan 5 tahun
anarkis
politik Politik tidak berpihak dan Tokoh Agama
kepada rakyat.
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keyakinan

Kesejangan kerusakan 2. Pelatihan dan
ekonomi, sosial | Fasilitas kerja sama bidang
dan budaya di umum Intelijen 5 tahun
masyarakat
Kinerja elit Terganggunya | 3. Rapat rutin
politik yang aktivitas Forkompinda
dinilai buruk ekonomi di 5 tahun
oleh wilayah yang
masyarakat terdampak
Aparat Meningkatnya | 4. Dialog dengan
keamanan konflik sosial | mahasiswa dalam
menggunakan rangka menyerap
cara represif aspirasi
dibandingkan
dialogis dan 5 tahun
kultural dalam
menghadapi
tuntutan
masyarakat
Perbedaan
kepentingan
antar individu
dan kelompok
masyarakat
Perbedaan Stabilitas
Polarisasi 16 pandangan dan | Politik | Membentuk Kepala Badan 5 tahun
terganggu
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terhadap isu

politik tertentu.

Jejaring Sindikasi

Konten Positif

Meningkatnya | 2. Pelatihan
Rendahnya konflik sosial moderasi beragama
literasi politik dan wawasan
dan literasi kebangsaan bagi 5 tahun
digital organisasi
masyarakat kepemudaan
Pemerintah dan | Terjadinya
media yang konflik 3. Pelaksanaan
tidak horizontal di kegiatan Jambore 5 tahun
berpihak/netral | masyarakat Harmoni Jawa

Tengah

Narasi hoaks, Rendahnya
narasi kepecayaan
kebencian dan publik pada
political buzzer | institusi

pemerintah
Kurangnya Kerentanan
konsolidasi dan | kohesiantar

koordinasi
antar elemen
pilar demokrasi
dan kelompok

strategis

civil society
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Meningkatnya

ketahanan

bangsa

Indeks
Harmoni

Indonesia

Adanya Hubungan 1. Penguatan
ketimpangan sosial antar kontra radikalisme
Disintegrasi sosial di kelompok dan ekstriminsme
) 16 ) Kepala Badan 5 tahun
sosial masyarakat masyarakat bagi masyarakat
menjadi tidak
harmonis
Konflik SARA Integrasi 2. Festival Ormas
sosial menjadi
terancam 5 tahun
(perpecahan
bangsa)
Rendahnya Meningkatnya | 3. Pembinaan dan
implementasi intoleransi penguatan ormas
5 tahun
nilai-nilai lintas etnis
Pancasila
Hilangnya
nilai sosial
didalam
masyarakat
Munculnya
paham
terorisme dan
ekstremisme
Kurangnya Tingkat 1. Membentuk
Meningkatnya )
pengetahuan kejahatan dan | relawan dan satgas
penyalagunaan 16 ) ) ) Kepala Badan 5 tahun
masyarakat penyakit anti narkoba di
narkoba
mengenai Perguruan Tinggi
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dampak buruk | sosial
narkoba meningkat
Lemahnya Rusaknya 2 Pencegahan dan
pengawasan mental melawan narkoba
5 tahun
terutama dari generasi melalui ketahanan
pemerintah muda budaya
Beban masalah
perekonomian
yang semakin
sulit
ketidaksetaraan | Munculnya 1. Sarasehan
Terganggunya . . .
sosial dan konflik sosial | dengan tokoh
harmoni di 16 Kepala Badan 5 tahun
ekonomi masyarakat dan
masyarakat
tokoh agama
Penyebaran Intoleransi 2. Membentuk
Hoaks dan forum penguatan
5 tahun
Ujaran moderasi beragama
Kebencian dan wasbang
kurangnya Menghambat
pemahaman pembangunan
terhadap
keberagaman
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Persaingan atas

sumber daya

alam
Beberapa Kerugian 1. Membuat
peraturan keuangan petunjuk
pemerintah Negara. pelaksanaan
Tindak pidana

Korupsi 10 yang mengatur penggunaan hibah Kepala Badan 5 tahun
pemberian dari hasil evaluasi
hibah masih setiap tahunnya
perlu diperjelas
Dana hibah Merusak
seringkali kepercayaan 2. Penyempurnaan
disalahgunakan | publik Penggunaan
untuk terhadap aplikasi untuk
keperluan pemerintah meminimalkan
pribadi, dan institusi terjadinya proses 5 tahun
kampanye yang kecurangan
politik, atau bertanggung

bahkan untuk

jawab atas

kepentingan pengelolaan
LSM fikti hibah
Kurangnya kegagalan
transparansi pelaksanaan
dalam proses kegiatan yang
pemberian didanai hibah
hibah

Page | 86






BAB 1V
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud
sebagai acuan dalam penyusunan rencana program dan kegiatan Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

Selain itu, penyusunan Rencana Strategis ini juga sejalan dengan
dan kepemimpinan

indikator capaian supremasi hukum, stabilitas,

Indonesia yang tercantum dalam RPJPN 2025-2045, sebagaimana

dirangkum dalam tabel berikut.

Table 23 Indikator Capaian Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia dalam RPJPN 2025-2045

Arah Indikator Baseline Sasaran 2045
(Tujuan 2025
Pembangunan)
Hukum 28 Indeks Pembangunan Hukum 0,60 0,84
Berkeadilan (2021)
Keamanan 29 | Proporsi Penduduk Yang Merasa 62,8 80,0
Nasional Aman Berjalan Sendirian Di Area (2020)
Tangguh, Tempat Tinggalnya (%)

Dan Demokrasi 30 Indeks Demokrasi Indonesia Sedang Tinggi
Substansial (60-80) (>80)
Stabilitas 31 Rasio Pajak Terhadap PDB (%) 10,0-12,- 18,0-20,0
Ekonomi 32 Tingkat Inflasi (%) 2,5+1 2,0+1

Makro 33 | Pendalaman/Intermediasi Sektor
Keuangan

a. Aset Perbankan/PDB (%) 66,9 200
b. Aset Dana Pensiun/PDB (%) 7,6 60
c. Aset Asuransi/PDB(%) 9,1 20
d. Kapitalisasi Pasar Modal (%) 57,8 120
e. Total Kredit/PDB (%) 37,8 80-90

34 Inklusi Keuangan (%) 91 98
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Ketangguhan 35 Asia Power Index 60,4 75,0-80,0
Diplomasi dan (Diplomatic Influence) (2023)
Pertahanan
Berdaya Gentar 36 Asia Power Index 24,6 45,0
Kawasan (Military Capability) (2023)

Sedangkan menurut RPJPD Provinsi Jawa Tengah, Sasaran Visi,

Indikator dan Target Provinsi Jawa Tengah 2025-2045

Table 24 Sasaran Visi, Indikator dan Target Provinsi Jawa Tengah 2025-2045

Baseline

Sasaran Visi Indikator 2025 2025- 2030- 2035- 2040-
2029 2034 2039 2045
Jawa Tchgah

Scbagai . 63,71- 101,22- 157,13-  230,77-
Penumpu i 68,86 106,30 162,19 276,24
Pangan dan

Industri

Nasional yang

Maju,

Sejahtera,

Berbudaya,

dan

Berkelanjutan

0,351- 0,336-
0.362 0.358 0.353

Pertumbuhan S,

5,20- 5,40-

6,30
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Sedangkan keterkaitan antara permasalahan, isu strategis daerah, visi,

misi, fokus kerja, tujuan, sasaran, dan indikator kinerja tertuang dalam

tabel berikut pada RPJMD 2025-2029 seperti tabel di bawah ini

Page | 90



Tabel 25 Tujuan,

Sasaran, Indikator Kinerja, dan Target Kinerja Tahun 2026—2030

Baseline Target Kinerja Kondisi Akhir
Tujuan/Sasaran Indilcator Satuan 2024 (R) 2025 (T) 2026 2027 2028 2029 2030 Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Tujuan: Mewujudkan

Kesejahteraan Masyarakat

dengan Transformasi

Ekonomi Berbasis

Lingkungan dan

Transformasi Sosial

didukung Tata Kelola

Berkelanjutan
Tingkat Kemiskinan % 9,58 9,66 -9,00 8,70 - 8,53 8,51-8,17 8,38 -7,81 8,20 - 7,48 8,00-7,13 8,00-7,13
PDRB Per Kapita Juta Rp 47,97 49,3-51,1 52,0 - 55,0 56,0 - 59,8 61,0 - 65,3 67,0-71,8 73,0 -78,4 73,0 - 78,4
Indeks Reformasi Angka 91,28 91,50 92,00 92,50 93,00 93,50 94,00 94,00
Birokrasi

Sasaran 1.

Terwujudnya Tata Kelola

Pemerintahan Berintegritas

dan Kolaboratif serta Stabilitas

Pembangunan Daerah
Indeks Integritas Angka 79,47 80,97 80,97 82,25 82,25 84,23 84,23 84,23
Nasional
Indeks Demokrasi Angka n/a 85,81 - 86,46 - 86,80 - 86,91 - 87,20 - 88,61 - 88,61 -
Indonesia 89,07 89,50 90,22 91,95 90,45 90,82 90,82
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Baseline Target Kinerja Kondisi Akhir
Tujuan/Sasaran Indilator Satuan 2024 (R) 2025 (T) 2026 2027 2028 2029 2030 Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Otonomi Fiskal % 66,91 63,56 65,72 66,80 67,89 68,90 69,84 69,84
Daerah

Sasaran 2. Terwujudnya

Perekonomian Yang

Berdaya Saing, Inklusif,

dan Berbasis Lingkungan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pertumbuhan % 4,95 4,80 - 5,60 5,00 -6,00 5,30-7,00 5,60-7,30 6,20-7,70 6,40 - 8,00 6,40 - 8,00
Ekonomi
Tingkat Inflasi % 1,67 1,50 - 3,50 1,50 - 3,50 1,50 - 3,50 1,50 - 3,50 1,50 - 3,50 1,50 - 3,50 1,50 - 3,50
Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup Angka 69,46 75,68 75,73 75,78 75,83 75,87 75,92 75,92

Sasaran 3. Terwujudnya

Sumber Daya Manusia Berdaya

Saing dan Berkarakter
Indeks Modal Angka 0,59 0,62 0,62 0,63 0,64 0,65 0,65 0,65
Manusia
Tingkat
Pengangguran % 4,78 4,81 -4,42 4,71 - 4,27 4,65 -4,08 4,57 - 3,90 4,49 -3,73 4,41 - 3,56 4,41 - 3,56
Terbuka
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4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

Dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa

Tengah Tahun 2025 - 2029 terdapat 5 (lima) Program, sebagaimana berikut

1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Indikator kinerja program atau outcome adalah persentase tingkat
pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah,
dengan kegiatan dan output atau indikator kegiatan sebagai berikut:
a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah jenis dokumen
administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun.
Sedangkan indikator kinerja sub kegiatan adalah :

e Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN,

e Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan
tugas ASN,

e Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi
keuangan perangkat daerah,

e Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan
laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir
tahun perangkat daerah

e Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran
perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan

keuangan bulanan/triwulanan/semesteran
perangkat daerah.

b. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah jenis dokumen
administrasi barang milik daerah pada perangkat daera.

Sedangkan indikator kinerja sub kegiatan adalah

e Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD.

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah Persentase layanan
administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan
standar layanan

Sedangkan indikator kinerja sub kegiatan adalah
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e Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi
Kepegawaian

e Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja
pegawai

e Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi
Kepegawaian

e Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja
Pegawai

e Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang
mengikuti pendidikan dan pelatihan

e Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan
perundang-undangan

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah Persentase layanan

administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar

layanan.

Sedangkan indikator sub kinerja sub kegiatan adalah

e Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor yang disediakan

e Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang
disediakan

e Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan

e Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan

e Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang
disediakan

e Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan yang disediakan

e Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu

e Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan
konsultasi perangkat daerah

e Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada
perangkat daerah

e Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem
pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah.

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah

Daerah
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Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah unit barang

milik daerah penunjang wurusan pemerintah daerah yang

disediakan

Sedankan indikator kinerja sub kegiatan adalah :

e Jumlah paket mebel yang disediakan,

e Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan

e Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau
bangunan lainnya yang disediakan.

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah laporan

penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang

disusun.

Sedangkan indikator kinerja sub kegiatan adalah :

e Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat

e Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air,
dan listrik yang disediakan

e Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang

disediakan.

g. Pemeliharaan  Barang Milik Daerah Penunjang  Urusan

Pemerintahan Daerah
Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah unit barang
milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang
dilakukan pemeliharaan
Sedangkan indikator kinerja sub kegiatan adalah :
e Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas
jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya
e Jumlah mebel yang dipelihara
e Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara
e Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang
dipelihara/direhabilitasi
e Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan

lainnya yang dipelihara/direhabilitasi.

2 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat

Daerah
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Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah Persentase dokumen

perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai

peraturan perundangan

Sedangkan indikator kinerja sub kegiatan adalah :

e Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah

e Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah

e Jumlah data statistik sektoral daerah yang telah
dikumpulkan dan diperiksa lingkup perangkat daerah

e Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan walidata

pendukung statistik sektoral daerah

Program Penguatanldeologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
Indikator kinerja program atau outcome adalah Indeks Aktualisasi
Pancasila, dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan
Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan. Indikator
keluaran dari kegiatan ini adalah :

e Persentase masyarakat yang paham pendidikan Bela
Negara dan Karakter Bangsa

e Persentase Persentase masyarakat yang paham terhadap
ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

Sedangkan indikator kinerja sub kegiatan adalah :

e Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di
Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara,
Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka
Tunggal lka, dan Sejarah Kebangsaan

e Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Koordinasi di
Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara,
Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka
Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan

e Jumlah laporan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di
Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara,
Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka
Tunggal lka, dan Sejarah Kebangsaan

eJumlah orang Pengangkatan Purnapaskibraka Duta

Pancasila
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e Jumlah laporan hasil Pembinaan terhadap aktivitas
kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka

e Jumlah laporan hasil Pelaksanaan tugas Paskibraka

e Jumlah orang yang mengikuti Pembentukan Paskibraka

4 Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi
Kemasyarakatan
Indikator kinerja program atau outcome adalah Indeks Kinerja
Ormas, dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan
Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi
Kemasyarakatan

Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah
e Persentase  masyarakat yang paham  terhadap
pemberdayaan ormas
e Persentase penanganan pengawasan ormas
Sedangkan indikator keluaran dari sub kegiatan adalah
e Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan
Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas,
Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan
Ormas dan Ormas Asing di Daerah
e Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Koordinasi
dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas,
Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan
Ormas dan Ormas Asing di Daerah
e Jumlah laporan hasil Pelaksanaan Monitoring Evaluasi
dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas,
Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa
Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
5 Program Pembinaan danPengembangan Ketahanan Ekonomi,
Sosial, dan Budaya
Indikator kinerja program atau outcome adalah Indeks Kinerja

Ekonomi dan Indeks Toleransi, dengan kegiatan sebagai berikut

a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
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Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah:

e Persentase masyarakat yang paham terhadap kerukunan
ummat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah

e Persentase Masyarakat yang paham terhadap Ketahanan
Ekonomi

Sedangkan indikator keluaran darisub kegiatan ini adalah

e Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di
Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi
Pencegahan Penyalahgunaan  Narkotika, Fasilitasi
Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan
di Daerah

e Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Koordinasi di
Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi
Pencegahan Penyalahgunaan  Narkotika, Fasilitasi
Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan
di Daerah

e Jumlah laporan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya,
dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika,
Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan di

daerah

6 Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga

Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan
Etika Serta Budaya Politik

Indikator kinerja program atau outcome adalah Indeks
Demokrasi Indonesia (IDI) Apek Kapasitas Lembaga Demokrasi
dan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Aspek Kebebasan, dengan
kegiatan sebagai berikut :

a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan
Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilih an Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan
Situasi Politik

Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah:
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e Jumlah Persentase kader partai politik yang paham
terhadap penguatan kelembagaan politik

e Persentase masyarakat yang paham terhadap penguatan
pengembangan demokrasi

e Persentase masyarakat yang paham terhadap pendidikan

politik

Sedangkan indikator keluaran dari sub kegiatan ini adalah

e Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di
Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta
Pemantauan Situasi Politik di Daerah

e Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Koordinasi di
Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum  Kepala Daerah, Serta
Pemantauan Situasi Politik di Daerah

e Jumlah laporan Penyusunan Bahan Perumusan di Bidang
Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,
Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta
Pemantauan Situasi politik di Daerah

e Jumlah laporan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya
Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum  Kepala Daerah, serta

Pemantauan Situasi Politik di Daerah

7 Program Peningkatan KewaspadaanNasionaldan Peningkatan

Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
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Indikator kinerja program atau outcome adalah Indeks
Kewaspadaan Nasional, dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan
Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah:

e Persentase penanganan konflik sosial
e Persentase = masyarakat yang paham  terhadap
kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial

Sedangkan indikator keluaran dari sub kegiatan ini adalah

eJumlah orang Pelaksanaan Kebijakan di Bidang
Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan
Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing,
Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan
Konflik di Daerah

eJumlah orang Pelaksanaan Koordinasi di Bidang
Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan
Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing,
Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan
Konflik di Daerah

e Jumlah laporan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama
Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing
dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar
Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan,
serta Penanganan Konflik di Daerah

e Jumlah laporan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan

Daerah Provinsi
Selanjutnya rincian Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 tersaji
pada tabel berikut:
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Tabel 26 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah

Tujuan Sasaran Kode Program Kegiatan Sub Outcome/ Indikator Satuan Baseline Baseline Target dan Pagu Indikatif Tahun Unit Kerja Perangkat Lokasi
Kegiatan Output Kinerja Tahun 2024 | Tahun 2025 Daerah
(Realisasi) (Target) 2026 2027 2028 2029 2030 Penanggungjawab
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) () @) (4) ) (6) (7 ) 9 (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)
Meningkatkan 128.175.000.000 129.773.104.000 131.565.000.000 131.940.000.000 136.365.000.000 Badan Kesatuan Bangsa dan
Ketahanan Politik
Wilayah *
Indeks Ketahanan Angka 3,01 3,01 3,02 3,03 3,04 3,05 3,06 Badan Kesatuan Bangsa dan
IPOLEKSOSBUD * Politik
Meningkatnya 122.415.000.000 123.015.000.000 123.715.000.000 123.865.000.000 126.615.000.000 Badan Kesatuan Bangsa dan
Stabilitas Politik
Politik **
IndeksKetahanan Angka 3,11 3,11 3,12 122.415.000.000 3,13 123.015.000.000 3,14 123.715.000.000 3,15 123.865.000.000 3,16 126.615.000.000 Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik ** Politik
8.01.03 PROGRAM P 95.915.000.000 96.265.000.000 96.515.000.000 96.590.000.000 97.215.000.000 Badan Kesatuan Bangsa dan
ENINGKATA N Politik - Bidang Politik Dalam
PERAN PARTAI Negeri
POLITIKDAN
LEMBAGA
PENDIDIKAN
MELALUI
PENDIDIKAN
POLITIKDAN
PENGEMBA
NGAN ETIKA
SERTA BUDAYA
POLITIK ***
Terjaminnya hak-| IndeksDemokrasi Angka N/A 87,8 88,11 500.000.000 88,11 750.000.000 88,11 900.000.000 88,11 975.000.000 88,11 1.400.000.000 Badan Kesatuan Bangsa dan
hak sipil dan hak-| Indonesia (IDI) Politikk - Bidang Politik Dalam
hak politik Aspek Kebebasan Negeri
% %k %
8.01.03.1.01 Perumusan 500.000.000 750.000.000 900.000.000 975.000.000 1.400.000.000 Badan Kesatuan Bangsa dan
Kebijakan Teknis Politik - Bidang Politik Dalam
dan Pemantapan Negeri
Pelaksanaan
Bidang
Pendidikan
Politik, Etika
Budaya Politik,
Peningkatan
Demokrasi,
Fasilitasi
Kelembagaan
Pemerintahan,
Perwakilan dan
Partai Politik,
Pemilihan
Umum/Pemiliha
n Umum Kepala
Daerah, serta
Pemantauan
Situasi Politik **
*%
Meningkatnya Persentase % N/A 89,5 89,6 200.000.000 89,7 450.000.000 89,8 500.000.000 89,9 500.000.000 90 700.000.000 Pokja Pendidikan Politik dan
pemahaman masyarakatyang Peningkatan Demokrasi
masyarakat paham terhadap
tentang penguatan
demokrasi pengembangan
demokrasi ****
8.01.03.1.01.0002 Penyusunan 200.000.000 450.000.000 500.000.000 500.000.000 700.000.000 Badan Kesatuan Bangsa dan
Bahan Perumusan Politik - Bidang Politik Dalam
Kebijakan di Negeri
Bidang
Pendidikan
Politik, Etika

Budaya Politik,
Peningkatan
Demokrasi,
Fasilitasi
Kelembagaan
Pemerintahan,
Perwakilan dan
Partai Politik,
Pemilihan
Umum/Pemiliha
n Umum Kepala
Daerah, serta
Pemantauan
Situasi Politik di
Daerah *****

102



Tersusunnya Jumlah Kebijakan di Dokumen 4 4 4 200.000.000 4 450.000.000 4 500.000.000 4 500.000.000 4 700.000.000 Pokja Pendidikan Politik dan Bidang Politik
Kebijakan di Bidang Pendidikan Peningkatan Demokrasi Dalam Negeri
Bidang Politik, Etika Budaya JAWATENGAH
Pendidikan Politik, Peningkatan
Politik, Etika Demokrasi, Fasilitasi
Budaya Politik,
Peningkatan
Demokrasi,
Tujuan Sasaran Kode Program Kegiatan Sub Outcome/ Indikator Satuan Baseline Baseline Target dan Pagu Indikatif Tahun Unit Kerja Perangkat Lokasi
Kegiatan Output Kinerja Tahun 2024 | Tahun 2025 Daerah
(Realisasi) (Target) 2026 2027 2028 2029 2030 Penanggungjawab
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) 2 (3) (4) (5) (6) Y] (8) ©) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)
Fasilitasi Kelembagaan
Kelembagaan Pemerintahan,
Pemerintahan, Perwakilan dan
Perwakilan dan Partai Politik,
Partai Politik, Pemilihan
Pemilihan Umum/Pemilihan
Umum/Pemilihan | Umum Kepala
Umum Kepala Daerah, serta
Daerah, serta Pemantauan Situasi
Pemantauan Politik di Daerah
Situasi Politik di yang Disusun *****
Daerah
Meningkatnya Presentasi masyarakaf % N/A 89,5 89,7 300.000.000 89,8 300.000.000 89,9 400.000.000 90 475.000.000 91 700.000.000 Pokja Pendidikan Politik dan
pendidikan yang paham terhadap Peningkatan Demokrasi
politik pendidikan politik *
masyarakat ok
8.01.03.1.01.0003 Pelaksanaan 300.000.000 300.000.000 400.000.000 475.000.000 700.000.000 Badan Kesatuan Bangsa dan
Kebijakan di Politik - Bidang Politik Dalam
Bidang Negeri
Pendidikan
Politik, Etika
Budaya Politik,
Peningkatan
Demokrasi,
Fasilitasi
Kelembagaan
Pemerintahan,
Perwakilan dan
Partai Politik,
Pemilihan
Umum/Pemiliha
n Umum Kepala
Daerah, serta
Pemantauan
Situasi Politik di
Daerah *****
Terlaksananya Jumlah Orangyang Orang 1.840 3.055 500 300.000.000 500 300.000.000 670 400.000.000 800 475.000.000 1.170 700.000.000 Pokja Pendidikan Politik dan Bidang Politik
Kebijakan di Mengikuti Peningkatan Demokrasi Dalam Negeri
Bidang Pelaksanaan JAWATENGAH
Pendidikan Kebijakan di Bidang
Politik, Etika Pendidikan Politik,
Budaya Politik, Etika Budaya Politik,
Peningkatan Peningkatan
Demokrasi, Demokrasi, Fasilitasi
Fasilitasi Kelembagaan
Kelembagaan Pemerintahan,
Pemerintahan, Perwakilan dan
Perwakilan dan Partai Politik,
Partai Politik, Pemilihan
Pemilihan Umum/Pemilihan
Umum/Pemiliha n Umum Kepala
Umum Kepala Daerah, serta
Daerah, serta Pemantauan Situasi
Pemantauan Politik di Daerah
Situasi Politik di HHA Ak
Daerah
Meningkatnya Indeks Demokrasi Angka N/A 79,43 80,47 95.415.000.000 80,71 95.515.000.000 80,96 95.615.000.000 81,99 95.615.000.000 81,99 95.815.000.000 Badan Kesatuan Bangsa dan
kinerja dan Indonesia (IDI) Politik - Bidang Politikk Dalam
kapasitas Apek Kapasitas Negeri
lembaga Lembaga
demokrasi Demokrasi ***
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8.01.03.1.01 Perumusan 95.415.000.000 95.515.000.000 95.615.000.000 95.615.000.000 95.815.000.000 Badan Kesatuan Bangsa dan
Kebijakan Teknis Politik - Bidang Politik Dalam
dan Pemantapan Negeri
Pelaksanaan
Bidang
Pendidikan
Politik, Etika
Budaya Politik,
Peningkatan
Demokrasi,
Fasilitasi
Kelembagaan
Pemerintahan,
Perwakilan dan
Partai Politik,
Pemilihan
Umum/Pemiliha
n Umum Kepala
Daerah, serta
Pemantauan
Situasi Politik **
* %
Meningkatnya Persentase kader % N/A 89,5 89,7 95.415.000.000 89,8 95.515.000.000 89,9 95.615.000.000 90 95.615.000.000 91 95.815.000.000 | Pokja Fasilitasi Kelembagaan
pemahaman partai politik yang Pemerintahan, Perwakilan Dan
kelembagaan paham terhadap Partai Politik
partai politik penguatan
kelembagaan
Tujuan Sasaran Kode Program Kegiatan Sub Outcome/ Indikator Satuan Baseline Baseline Target dan Pagu Indikatif Tahun Unit Kerja Perangkat Lokasi
Kegiatan Output Kinerja Tahun 2024 | Tahun 2025 Daerah
(Realisasi) (Target) 2026 2027 2028 2029 2030 Penanggungjawab
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) () @) (4) (5) (6) (@) ®) 9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)
politik ****
8.01.03.1.01.0004 Pelaksanaan 200.000.000 300.000.000 400.000.000 400.000.000 600.000.000 Badan Kesatuan Bangsa dan
Koordinasi di Politik - Bidang Politik Dalam
Bidang Negeri
Pendidikan
Politik, Etika
Budaya Politik,
Peningkatan
Demokrasi,
Fasilitasi
Kelembagaan
Pemerintahan,
Perwakilan dan
Partai Politik,
Pemilihan
Umum/Pemiliha
n Umum Kepala
Daerah, serta
Pemantauan
Situasi Politik di
Daerah *****
Terlaksananya Jumlah Orangyang Orang 180 120 335 200.000.000 500 300.000.000 670 400.000.000 670 400.000.000 1.000 600.000.000 Pokja Fasilitasi Kelembagaan Bidang Politik
Koordinasi di Mengikuti Koordinasi Pemerintahan, Perwakilan Dan Dalam Negeri
Bidang di Bidang Pendidikan Partai Politik JAWATENGAH
Pendidikan Politik, Etika Budaya
Politik, Etika Politik, Peningkatan

Budaya Politik,
Peningkatan
Demokrasi,
Fasilitasi
Kelembagaan
Pemerintahan,
Perwakilan dan
Partai Politik,
Pemilihan
Umum/Pemiliha n
Umum Kepala
Daerah, serta
Pemantauan
Situasi Politik di
Daerah

Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan
Pemerintahan,
Perwakilan dan
Partai Politik,
Pemilihan
Umum/Pemilihan
Umum Kepala
Daerah, serta
Pemantauan Situasi
Politik di Daerah

ok ok ok
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8.01.03.1.01.0005

Pelaksanaan
Monitoring,
Evaluasi dan
Pelaporan di
Bidang
Pendidikan
Politik, Etika
Budaya Politik,
Peningkatan
Demokrasi,
Fasilitasi
Kelembagaan
Pemerintahan,
Perwakilan dan
Partai Politik,
Pemilihan
Umum/Pemiliha
n Umum Kepala
Daerah, serta
Pemantauan
Situasi Politik di
Daerah *****

95.215.000.000

95.215.000.000

95.215.000.000

95.215.000.000

95.215.000.000

Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik - Bidang Politik Dalam
Negeri

Terlaksananya Jumlah Laporan Laporan 4 12 8 95.215.000.000 8 95.215.000.000 10 95.215.000.000 10 95.215.000.000 10 95.215.000.000 Pokja Fasilitasi Kelembagaan Bidang Politik
Monitoring, Hasil Monitoring, Pemerintahan, Perwakilan Dan Dalam Negeri
Evaluasidan Evaluasi dan Partai Politik JAWATENGAH
Pelaporan di Pelaporan diBidang
Bidang Pendidikan Politik,
Pendidikan Etika Budaya Politik,
Politik, Etika Peningkatan
Budaya Politik, Demokrasi, Fasilitasi
Peningkatan Kelembagaan
Demokrasi, Pemerintahan,
Fasilitasi Perwakilan dan
Kelembagaan Partai Politik,
Pemerintahan, Pemilihan
Perwakilan dan Umum/Pemilihan
Partai Politik, Umum Kepala
Pemilihan Daerah, serta
Umum/Pemiliha n Pemantauan Situasi
Umum Kepala Politik di Daerah
Daerah, serta Hokk kK
Pemantauan
Situasi Politik di
Daerah
8.01.06 PROGRAM P 26.500.000.000 26.750.000.000 27.200.000.000 27.275.000.000 29.400.000.000 Badan Kesatuan Bangsa dan
ENINGKATA N Politik -Bidang Kewaspadaan
KEWASPA Nasional dan Penanganan
DAAN Konflik
NASIONAL DAN
PENING KATAN
Tujuan Sasaran Kode Program Kegiatan Sub Outcome/ Indikator Satuan Baseline Baseline Target dan Pagu Indikatif Tahun Unit Kerja Perangkat Lokasi
Kegiatan Output Kinerja Tahun 2024 | Tahun 2025 Daerah
(Realisasi) (Target) 2026 2027 2028 2029 2030 Penanggungjawab
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) 3) ) (5) (6) (7) (8) (©) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)
KUALITAS DAN
FASILITASIP
ENANGANA N
KONFLIK
SOSIAL ***
Meningkatnya Indeks Kewaspadaan Angka - 73,5 74 26.500.000.000 74,5 26.750.000.000 75 27.200.000.000 75,5 27.275.000.000 76 29.400.000.000 Badan Kesatuan Bangsa dan
kapasitas Nasional *** Politik -Bidang Kewaspadaan
pemerintah Nasional dan Penanganan
daerahdan Konflik
elemen
masyarakat
dalam rangka
penanganan
konflik sosial
sertamenjaga
kondusifitas
wilayah
8.01.06.1.01 Perumusan 26.500.000.000 26.750.000.000 27.200.000.000 27.275.000.000 29.400.000.000 Badan Kesatuan Bangsa dan
Kebijakan Teknis Politik -Bidang Kewaspadaan
dan Pelaksanaan Nasional dan Penanganan
Pemantapan Konflik
Kewaspadaan
Nasional dan
Penanganan
Konflik Sosial **
* %
Tertanganinya Persentase konflik % 100 100 100 24.800.000.000 100 24.900.000.000 100 25.000.000.000 100 25.100.000.000 100 26.700.000.000 Pokja Penanganan Konflik

Konflik Sosial

sosial yang
tertangani ****
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8.01.06.1.01.0003 Pelaksanaan 300.000.000 400.000.000 500.000.000 600.000.000 700.000.000 Badan Kesatuan Bangsa dan
Kebijakan di Politik -Bidang Kewaspadaan
Bidang Nasional dan Penanganan
Kewaspadaan Konflik
Dini, Kerja Sama
Intelijen,
Pemantauan
Orang Asing,
Tenaga Kerja
Asing dan
LembagaAsing,
Kewaspadaan
Perbatasan Antar
Negara, Fasilitasi
Kelembagaan
Bidang
Kewaspadaan,
serta Penanganan
Konflik di Daerah
%k %k ok k ok
Terlaksananya Jumlah Orangyang Orang N/A 3.500 670 300.000.000 700 400.000.000 833 500.000.000 1.170 600.000.000 1.350 700.000.000 Pokja Penanganan Konflik Bidang
Kebijakan di Mengikuti Kewaspadaan
Bidang Pelaksanaan Nasional dan
Kewaspadaan Kebijakan di Bidang Penanganan Konflik
Dini, Kerja Sama Kewaspadaan Dini, JAWA TENGAH
Intelijen, Kerja Sama Intelijen,
Pemantauan Pemantauan Orang
Orang Asing, Asing, Tenaga Kerja
Tenaga Kerja Asing dan Lembaga
Asing dan Asing, Kewaspadaan
Lembaga Asing, Perbatasan Antar
Kewaspadaan Negara, Fasilitasi
Perbatasan Antar Kelembagaan Bidang
Negara, Fasilitasi Kewaspadaan, serta
Kelembagaan Penanganan Konflik
Bidang di Daerah *
Kewaspadaan, kK
serta Penanganan
Konflik di Daerah
8.01.06.1.01.0005 Pelaksanaan 24.500.000.000 24.500.000.000 24.500.000.000 24.500.000.000 26.000.000.000 Badan Kesatuan Bangsa dan
Monitoring, Politik -Bidang Kewaspadaan
Evaluasi dan Nasional dan Penanganan
Pelaporan di Konflik
Bidang
Kewaspadaan
Dini, Kerja Sama
Intelijen,
Pemantauan
Orang Asing,
Tenaga Kerja
Asing dan
LembagaAsing,
Kewaspadaan
Perbatasan Antar
Negara,
Tujuan Sasaran Kode Program Kegiatan Sub Outcome/ Indikator Satuan Baseline Baseline Target dan Pagu Indikatif Tahun Unit Kerja Perangkat Lokasi
Kegiatan Output Kinerja Tahun 2024 | Tahun 2025 Daerah
(Realisasi) (Target) 2026 2027 2028 2029 2030 Penanggungjawab
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) ) (8) @) (10) (1) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)
Fasilitasi
Kelembagaan
Bidang
Kewaspadaan,
serta
Penanganan
Konflik di
Daerah *****
Terlaksananya Jumlah Laporan Hasil Laporan N/A 4 4 24.500.000.000 4 24.500.000.000 4 24.500.000.000 4 24.500.000.000 4 26.000.000.000 Pokja Penanganan Konflik Bidang
Monitoring, Monitoring, Evaluasi Kewaspadaan
Evaluasidan dan Pelaporan di Nasional dan
Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Penanganan Konflik
Bidang Dini, Kerja Sama JAWA TENGAH
Kewaspadaan Intelijen,
Dini, Kerja Sama Pemantauan Orang
Intelijen, Asing, Tenaga Kerja
Pemantauan Asing dan Lembaga

Orang Asing,
Tenaga Kerja
Asing dan
Lembaga Asing,
Kewaspadaan
Perbatasan Antar
Negara, Fasilitasi
Kelembagaan
Bidang
Kewaspadaan,
serta Penanganan
Konflik di Daerah

Asing, Kewaspadaan

Perbatasan Antar
Negara, Fasilitasi

Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta

Penanganan Konflik

di Daerah *
ok kK
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Meningkatnya Persentase % N/A 77 80 1.700.000.000 83 1.850.000.000 86 2.200.000.000 89 2.175.000.000 90 2.700.000.000 Pokja Kewaspadaan Dini Dan
pemahaman masyarakatyang Kerjasama Intelijen
masyarakat paham terhadap
tentang Kewaspadaan
Kewaspadaan Nasional ****
Nasional
8.01.06.1.01.0002 Penyusunan 200.000.000 200.000.000 250.000.000 200.000.000 200.000.000 Badan Kesatuan Bangsa dan
Bahan Perumusan Politik -Bidang Kewaspadaan
Kebijakan di Nasional dan Penanganan
Bidang Konflik
Kewaspadaan
Dini, Kerja Sama
Intelijen,
Pemantauan
Orang Asing,
Tenaga Kerja
Asing dan
Lembaga Asing,
Kewaspadaan
Perbatasan Antar
Negara, Fasilitasi
Kelembagaan
Bidang
Kewaspadaan,
serta Penanganan
Konflik di Daerah
k% Kk k
Tersusunnya Jumlah Kebijakan di Dokumen N/A 4 4 200.000.000 4 200.000.000 4 250.000.000 4 200.000.000 4 200.000.000 Pokja KewaspadaanDini Dan Bidang
Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Kerjasama Intelijen Kewaspadaan
Bidang Dini, Kerja Sama Nasional dan
Kewaspadaan Intelijen, Penanganan Konflik
Dini, Kerja Sama Pemantauan Orang JAWA TENGAH
Intelijen, Asing, Tenaga Kerja
Pemantauan Asing dan Lembaga
Orang Asing, Asing, Kewaspadaan
Tenaga Kerja Perbatasan Antar
Asing dan Negara, Fasilitasi
Lembaga Asing, Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan Kewaspadaan, serta
Perbatasan Antar Penanganan Konflik
Negara, Fasilitasi di Daerahyang
Kelembagaan Disusun *****
Bidang
Kewaspadaan,
serta Penanganan
Konflik di Daerah
8.01.06.1.01.0004 Pelaksanaan 300.000.000 350.000.000 550.000.000 475.000.000 800.000.000 Badan Kesatuan Bangsa dan
Koordinasi di Politik -Bidang Kewaspadaan
Bidang Nasional dan Penanganan
Kewaspadaan Konflik
Dini, Kerja Sama
Intelijen,
Pemantauan
Orang Asing,
Tujuan Sasaran Kode Program Kegiatan Sub Outcome/ Indikator Satuan Baseline Baseline Target dan Pagu Indikatif Tahun Unit Kerja Perangkat Lokasi
Kegiatan Output Kinerja Tahun 2024 | Tahun 2025 Daerah
(Realisasi) (Target) 2026 2027 2028 2029 2030 Penanggungjawab
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (©) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)
Tenaga Kerja
Asing dan
LembagaAsing,
Kewaspadaan

Perbatasan Antar
Negara, Fasilitasi
Kelembagaan
Bidang
Kewaspadaan,
serta Penanganan
Konflik di Daerah

0k Kok
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Terlaksananya Jumlah Orangyang Orang N/A 3.500 500 300.000.000 583 350.000.000 750 550.000.000 700 475.000.000 1.350 800.000.000 Pokja Kewaspadaan Dini Dan Bidang
Koordinasi di Mengikuti Koordinasi Kerjasama Intelijen Kewaspadaan
Bidang di Bidang Nasional dan
Kewaspadaan Kewaspadaan Dini, Penanganan Konflik
Dini, Kerja Sama Kerja Sama Intelijen, JAWA TENGAH
Intelijen, Pemantauan Orang
Pemantauan Asing, Tenaga Kerja
Orang Asing, Asing dan Lembaga
Tenaga Kerja Asing, Kewaspadaan
Asing dan Perbatasan Antar
Lembaga Asing, Negara, Fasilitasi
Kewaspadaan Kelembagaan Bidang
Perbatasan Antar Kewaspadaan, serta
Negara, Fasilitasi Penanganan Konflik
Kelembagaan di Daerah *
Bidang ko
Kewaspadaan,
serta Penanganan
Konflik di Daerah
8.01.06.1.01.0006 Pelaksanaan 1.200.000.000 1.300.000.000 1.400.000.000 1.500.000.000 1.700.000.000 Badan Kesatuan Bangsa dan
Forum Koordinasi Politik -Bidang Kewaspadaan
Pimpinan Daerah Nasional dan Penanganan
Provinsi Konflik
%k % %k %k %
Terlaksananya Jumlah Dokumen Dokumen N/A 4 12 1.200.000.000 12 1.300.000.000 12 1.400.000.000 12 1.500.000.000 12 1.700.000.000 Pokja Kewaspadaan Dini Dan Bidang
Forum Koordinasi Hasil Pelaksanaan Kerjasama Intelijen Kewaspadaan
Pimpinan Daerah Forum Koordinasi Nasional dan
Provinsi Pimpinan Daerah Penanganan Konflik
Provinsi ***** JAWA TENGAH
Meningkatnya 5.760.000.000 6.758.104.000 7.850.000.000 8.075.000.000 9.750.000.000 Badan Kesatuan Bangsa dan
Ketahanan Politik
Bangsa **
Indeks Harmoni Angka N/A 6,4 6,5 5.760.000.000 6,6 6.758.104.000 6,7 7.850.000.000 6,8 8.075.000.000 6,9 9.750.000.000 Badan Kesatuan Bangsa dan
Indonesia ** Politik
8.01.02 PROGRAM 1.160.000.000 1.510.000.000 1.800.000.000 1.875.000.000 2.250.000.000 Badan Kesatuan Bangsa dan
PENGUATAN Politik - Bidang Ideologi,
IDEOLOGI Wawasan Kebangsaan dan
PANCASILA DAN Karakter Bangsa
KARAKTER
KEBANGSAA
N % %k %k
Meningkatnya Indeks Aktualisasi Angka N/A 75,53 76,31 1.160.000.000 77,09 1.510.000.000 77,87 1.800.000.000 78,65 1.875.000.000 78,66 2.250.000.000 Badan Kesatuan Bangsa dan
pembumian nilai- Pancasila *** Politik - Bidang Ideologi,
nilai Pancasila Wawasan Kebangsaan dan
dalam kehidupan Karakter Bangsa
bermasyarakat,
berbangsa dan
bernegara
8.01.02.1.01 Perumusan 1.160.000.000 1.510.000.000 1.800.000.000 1.875.000.000 2.250.000.000 Badan Kesatuan Bangsa dan
Kebijakan Teknis Politik - Bidang Ideologi,
dan Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan
Pelaksanaan Karakter Bangsa
Bidang Ideologi
Pancasila dan
Karakter
Kebangsaan ****
Meningkatnya Prosentase % N/A 85 86 90.000.000 87 140.000.000 88 150.000.000 89 225.000.000 90 500.000.000 Pokja Bela Negaradan Karakter
pemahaman masyarakatyang Bangsa
pendidikan Bela paham terhadap
Negara dan pendidikan Bela
Karakter Bangsa Negara dan Karakter
Bangsa *
* %k
8.01.02.1.01.0004 Pelaksanaan 40.000.000 90.000.000 100.000.000 100.000.000 200.000.000 Badan Kesatuan Bangsa dan
Koordinasi di Politik - Bidang Ideologi,
Tujuan Sasaran Kode Program Kegiatan Sub Outcome/ Indikator Satuan Baseline Baseline Target dan Pagu Indikatif Tahun Unit Kerja Perangkat Lokasi
Kegiatan Output Kinerja Tahun 2024 | Tahun 2025 Daerah
(Realisasi) (Target) 2026 2027 2028 2029 2030 Penanggungjawab
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) () (8) (@) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)
Bidang Ideologi WawasanKebangsaan dan
Wawasan Karakter Bangsa

Kebangsaan, Bela
Negara, Karakter
Bangsa,
Pembauran
Kebangsaan,
Bhineka Tunggal
Ikadan Sejarah

Kebangsaan ***
*%
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Terlaksananya Jumlah Orangyang Orang N/A 3.600 70 40.000.000 100 90.000.000 170 100.000.000 170 100.000.000 340 200.000.000 Pokja Bela Negaradan Karakter Bidang Ideologi,
Koordinasi di Mengikuti Koordinasi Bangsa Wawasan
Bidang Ideologi di Bidang Ideologi Kebangsaandan
Wawasan Wawasan Karakter Bangsa
Kebangsaan, Bela Kebangsaan, Bela JAWA TENGAH
Negara, Karakter Negara, Karakter
Bangsa, Bangsa, Pembauran
Pembauran Kebangsaan, Bhineka
Kebangsaan, Tunggal lka dan
Bhineka Tunggal Sejarah Kebangsaan
Ikadan Sejarah i
Kebangsaan
8.01.02.1.01.0005 Pelaksanaan 50.000.000 50.000.000 50.000.000 125.000.000 300.000.000 Badan Kesatuan Bangsa dan
Monitoring Politik - Bidang Ideologi,
Evaluasidan Wawasan Kebangsaan dan
Pelaporan di Karakter Bangsa
Bidang Ideologi
Wawasan
Kebangsaan, Bela
Negara, Karakter
Bangsa,
Pembauran
Kebangsaan,
Bhineka Tunggal
Ikadan Sejarah
Kebangsaan ***
* %k
Terlaksananya Jumlah Laporan Laporan 4 4 4 50.000.000 4 50.000.000 4 50.000.000 4 125.000.000 4 300.000.000 | Pokja Bela Negaradan Karakter Bidang Ideologi,
Monitoring Hasil Monitoring Bangsa Wawasan
Evaluasi dan Evaluasi dan Kebangsaandan
Pelaporan di Pelaporan diBidang Karakter Bangsa
Bidang Ideologi Ideologi Wawasan JAWA TENGAH
Wawasan Kebangsaan, Bela
Kebangsaan, Bela Negara, Karakter
Negara, Karakter Bangsa, Pembauran
Bangsa, Kebangsaan,
Pembauran Bhineka Tunggal Ika
Kebangsaan, dan Sejarah
Bhineka Tunggal Kebangsaan *****
Ikadan Sejarah
Kebangsaan
Meningkatnya Persentase % N/A 85 86 1.070.000.000 87 1.370.000.000 88 1.650.000.000 89 1.650.000.000 90 1.750.000.000 | Pokja Ideologi dan Wawasan
pemahaman masyarakatyang Kebangsaan
masyarakat paham terhadap
yang paham ideologi Pancasila
terhadap dan Wawasan
Ideologi Kebangsaan ****
Pancasila dan
Wawasan
Kebangsaan
8.01.02.1.01.0003 Pelaksanaan 300.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 500.000.000 Badan Kesatuan Bangsa dan
Kebijakan di Politik - Bidang Ideologi,
Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan
Wawasan Karakter Bangsa
Kebangsaan, Bela
Negara, Karakter
Bangsa,
Pembauran
Kebangsaan,
Bhineka Tunggal
lkadan Sejarah
Kebangsaan ***
* %k
Terlaksananya Jumlah Orangyang Orang N/A 2.000 500 300.000.000 670 400.000.000 670 400.000.000 670 400.000.000 840 500.000.000 Pokja Ideologi dan Wawasan Bidang Ideologi,
Kebijakan di Mengikuti Kebangsaan Wawasan
Bidang Ideologi Pelaksanaan Kebangsaandan
Wawasan Kebijakan di Bidang Karakter Bangsa
Kebangsaan, Ideologi Wawasan JAWA TENGAH
Bela Negara, Kebangsaan, Bela
Karakter
Tujuan Sasaran Kode Program Kegiatan Sub Outcome/ Indikator Satuan Baseline Baseline Target dan Pagu Indikatif Tahun Unit Kerja Perangkat Lokasi
Kegiatan Output Kinerja Tahun 2024 | Tahun 2025 Daerah
(Realisasi) (Target) 2026 2027 2028 2029 2030 Penanggungjawab
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) () @) (4) ) (6) (7 ) 9 (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)
Bangsa, Negara, Karakter
Pembauran Bangsa, Pembauran
Kebangsaan, Kebangsaan,
Bhineka Tunggal Bhineka Tunggal
Ikadan Sejarah Ika dan Sejarah
Kebangsaan Kebangsaan *****
8.01.02.1.01.0007 Pengangkatan 20.000.000 20.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Badan Kesatuan Bangsa dan

Purnapaskibrak a

Duta Pancasila
¢ K ok koK

Politik - Bidang Ideologi,
Wawasan Kebangsaan dan
Karakter Bangsa
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Terbentuknya Jumlah Orang N/A 35 35 20.000.000 35 20.000.000 35 50.000.000 35 50.000.000 35 50.000.000 Pokja Ideologi dan Wawasan Bidang Ideologi,
purnapaskibraka Purnapaskibraka Duta Kebangsaan Wawasan
duta pancasila Pancasila *** Kebangsaandan
o Karakter Bangsa
JAWA TENGAH
8.01.02.1.01.0008 Pembinaan 30.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Badan Kesatuan Bangsa dan
terhadap Politik - Bidang Ideologi,
aktivitas Wawasan Kebangsaan dan
kepaskibrakaan Karakter Bangsa
dan
Purnapaskibrak a
s 3k ok 3k ok
Terlaksananya Laporan Hasil Dokumen N/A 4 4 30.000.000 4 50.000.000 4 50.000.000 4 50.000.000 4 50.000.000 Pokja Ideologi dan Wawasan Bidang Ideologi,
pembinaan aktivitas| Pembinaan Aktivitas Kebangsaan Wawasan
kepaskibrakaan dan| Kepaskibrakaan dan Kebangsaandan
purnapaskibraka Laporan Hasil Karakter Bangsa
Pembinaan JAWA TENGAH
Purnapaskibraka *
% %k k¥
8.01.02.1.01.0009 Pelaksanaan 20.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Badan Kesatuan Bangsa dan
tugas Paskibraka Politik - Bidang Ideologi,
HAkEk Wawasan Kebangsaan dan
Karakter Bangsa
Terlaksananya Jumlah Dokumen Dokumen N/A 4 4 20.000.000 4 50.000.000 4 50.000.000 4 50.000.000 4 50.000.000 | Pokja Ideologi dan Wawasan Bidang Ideologi,
penugasan Pelaksanaan Tugas Kebangsaan Wawasan
paskibraka Paskibraka Kebangsaandan
gk Karakter Bangsa
JAWA TENGAH
8.01.02.1.01.0012 Pembentukan 700.000.000 850.000.000 1.100.000.000 1.100.000.000 1.100.000.000 Badan Kesatuan Bangsa dan
Paskibraka ***** Politik - Bidang Ideologi,
Wawasan Kebangsaan dan
Karakter Bangsa
Terbentuknya Jumlah Paskibraka Orang N/A 70 70 700.000.000 70 850.000.000 70 1.100.000.000 70 1.100.000.000 70 1.100.000.000 Pokja Ideologi dan Wawasan Bidang Ideologi,
pasukan pengibar | ***** Kebangsaan Wawasan
bendera pusaka Kebangsaandan
Karakter Bangsa
JAWA TENGAH
8.01.04 PROGRAM P 3.850.000.000 4.200.000.000 4.700.000.000 4.775.000.000 5.500.000.000 Badan Kesatuan Bangsadan
EMBERDAY AAN Politik - Bidang Ketahanan
DAN PE Ekonomi, Sosial, Budayadan
NGAWASAN Organisasi Kemasyarakatan
ORGANISASI
KEMASYARA
KATAN ***
Meningkatnya IndeksKinerja Angka 80 77,87 78,26 3.850.000.000 78,91 4.200.000.000 79,34 4.700.000.000 81 4.775.000.000 82 5.500.000.000 Badan Kesatuan Bangsadan
peranstrategis Ormas *** Politik - Bidang Ketahanan
ormas dan Ekonomi, Sosial, Budayadan
kemandirian Organisasi Kemasyarakatan
ormas dalam
mendukung
pembangunan
8.01.04.1.01 Perumusan 3.850.000.000 4.200.000.000 4.700.000.000 4.775.000.000 5.500.000.000 Badan Kesatuan Bangsadan
Kebijakan Teknis Politik - Bidang Ketahanan
dan Pemantapan Ekonomi, Sosial, Budayadan
Pelaksanaan Organisasi Kemasyarakatan
Bidang
Pemberdayaan
dan Pengawasan
Organisasi
Kemasyarakata n
% %k %k %k
Meningkatnya PersentaseMasyar % N/A 85 86 600.000.000 87 950.000.000 88 1.200.000.000 89 1.275.000.000 90 1.500.000.000 Pokja Organisasi
kemandirian akat yangpaham te Kemasyarakatan
ormas dalam rhadappemberdaya
rangka an Ormas ****
menunjang
pembangunan
daerah
8.01.04.1.01.0003 Pelaksanaan 300.000.000 450.000.000 600.000.000 675.000.000 800.000.000 Badan Kesatuan Bangsa dan
Kebijakan Politik - Bidang Ketahanan
Tujuan Sasaran Kode Program Kegiatan Sub Outcome/ Indikator Satuan Baseline Baseline Target dan Pagu Indikatif Tahun Unit Kerja Perangkat Lokasi
Kegiatan Output Kinerja Tahun 2024 | Tahun 2025 Daerah
(Realisasi) (Target) 2026 2027 2028 2029 2030 Penanggungjawab
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) () (8) (@) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)
Dibidang Ekonomi, Sosial, Budayadan
Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan
Ormas,
Pemberdayaan
Ormas, Evaluasi
dan Mediasi
Sengketa Ormas,
Pengawasan

Ormas dan Ormas
Asing di Daerah

ok ok ok
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Terlaksananya Jumlah Orangyang Orang 1.200 3.200 500 300.000.000 750 450.000.000 1.000 600.000.000 1.130 675.000.000 1.130 800.000.000 Pokja Organisasi Bidang Ketahanan
Kebijakan Mengikuti Kemasyarakatan Ekonomi, Sosial,
Dibidang Pelaksanaan Budaya dan
Pendaftaran Kebijakan Dibidang Organisasi
Ormas, Pendaftaran Ormas, Kemasyarakatan
Pemberdayaan Pemberdayaan JAWA TENGAH
Ormas, Evaluasi Ormas, Evaluasidan
dan Mediasi Mediasi Sengketa
Sengketa Ormas, Ormas, Pengawasan
Pengawasan Ormas dan Ormas
Ormas danOrmas | Asing di Daerah **
Asing di Daerah ok
8.01.04.1.01.0004 Pelaksanaan 300.000.000 500.000.000 600.000.000 600.000.000 700.000.000 Badan Kesatuan Bangsadan
Koordinasi Politik - Bidang Ketahanan
Dibidang Ekonomi, Sosial, Budayadan
Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan
Ormas,
Pemberdayaan
Ormas, Evaluasi
dan Mediasi
Sengketa Ormas,
Pengawasan
Ormas dan Ormas
Asing di Daerah
%k %k ok k ok
Terlaksananya Jumlah Orangyang Orang 320 200 500 300.000.000 670 500.000.000 1.000 600.000.000 1.000 600.000.000 1.170 700.000.000 Pokja Organisasi Bidang Ketahanan
Koordinasi Mengikuti Koordinasi Kemasyarakatan Ekonomi, Sosial,
Dibidang Dibidang Pendaftaran Budaya dan
Pendaftaran Ormas, Organisasi
Ormas, Pemberdayaan Kemasyarakatan
Pemberdayaan Ormas, Evaluasidan JAWA TENGAH
Ormas, Evaluasi Mediasi Sengketa
dan Mediasi Ormas, Pengawasan
Sengketa Ormas, Ormas dan Ormas
Pengawasan Asing di Daerah **
OrmasdanOrmas [ ***
Asing di Daerah
Meningkatnya Persentase % N/A 100 100 3.250.000.000 100 3.250.000.000 100 3.500.000.000 100 3.500.000.000 100 4.000.000.000 Pokja Organisasi
pengawasan Penanganan Kemasyarakatan
ormas dalam Pengawasan Ormas
rangkamenjaga ok
kondusifitas
wilayah
8.01.04.1.01.0005 Pelaksanaan 3.250.000.000 3.250.000.000 3.500.000.000 3.500.000.000 4.000.000.000 Badan Kesatuan Bangsadan
Monitoring Politik - Bidang Ketahanan
Evaluasidan Ekonomi, Sosial, Budayadan
Pelaporan Organisasi Kemasyarakatan
Dibidang
Pendaftaran
Ormas,
Pemberdayaan
Ormas, Evaluasi
dan Mediasi
Sengketa Ormas,
Pengawasan
Ormas dan Ormas
Asing di Daerah
*ok ok kK
Terlaksananya Jumlah Laporan Laporan 35 4 4 3.250.000.000 4 3.250.000.000 4 3.500.000.000 4 3.500.000.000 4 4.000.000.000 Pokja Organisasi Bidang Ketahanan
Monitoring Hasil Monitoring Kemasyarakatan Ekonomi, Sosial,
Evaluasi dan Evaluasi dan Budaya dan
Pelaporan Pelaporan Dibidang Organisasi
Dibidang Pendaftaran Ormas, Kemasyarakatan
Pendaftaran Pemberdayaan JAWA TENGAH
Ormas, Ormas, Evaluasidan
Pemberdayaan Mediasi Sengketa
Ormas, Evaluasi Ormas, Pengawasan
dan Mediasi OrmasdanOrmas
Sengketa Ormas, | Asing di Daerah **
Pengawasan ok
Ormas dan Ormas
Asing di
Tujuan Sasaran Kode Program Kegiatan Sub Outcome/ Indikator Satuan Baseline Baseline Target dan Pagu Indikatif Tahun Unit Kerja Perangkat Lokasi
Kegiatan Output Kinerja Tahun 2024 | Tahun 2025 Daerah
(Realisasi) (Target) 2026 2027 2028 2029 2030 Penanggungjawab
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) ) @) (4) ) (6) (7 (8) 9 (10) (1) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)
Daerah
8.01.05 PROGRAM 750.000.000 1.048.104.000 1.350.000.000 1.425.000.000 2.000.000.000 Badan Kesatuan Bangsadan
PEMBINAAN Politik - Bidang Ketahanan
DAN PENGE Ekonomi, Sosial, Budayadan
MBANGAN Organisasi Kemasyarakatan
KETAHANAN
EKONOMI,
SOSIAL, DAN
BUDAYA ***
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Meningkatnya Indeks Toleransi * Angka 76,76 74,3 75,4 500.000.000 76,5 798.104.000 77,6 900.000.000 78,7 975.000.000 79 1.400.000.000 Badan Kesatuan Bangsadan
moderasi E Politik - Bidang Ketahanan
beragama di Ekonomi, Sosial, Budayadan
masyarakat Organisasi Kemasyarakatan
8.01.05.1.01 Perumusan 500.000.000 798.104.000 900.000.000 975.000.000 1.400.000.000 Badan Kesatuan Bangsadan
Kebijakan Teknis Politik - Bidang Ketahanan
dan Pemantapan Ekonomi, Sosial, Budayadan
Pelaksanaan Organisasi Kemasyarakatan
Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial
dan Budaya ****
Meningkatnya Persentase % N/A 74,3 75,4 500.000.000 76,5 798.104.000 77,6 900.000.000 78,7 975.000.000 79 1.400.000.000 Pokja Ketahanan Ekonomi, Sosial
pemahaman masyarakatyang dan Budaya
masyarakat paham terhadap
tentang Kerukunan Umat
moderasi Beragama dan
beragama Penghayat
Kepercayaan di
Daerah ****
8.01.05.1.01.0003 Pelaksanaan 300.000.000 500.000.000 500.000.000 575.000.000 800.000.000 Badan Kesatuan Bangsadan
Kebijakan di Politik - Bidang Ketahanan
Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budayadan
Ekonomi, Sosial, Organisasi Kemasyarakatan
Budaya dan
Fasilitasi
Pencegahan
Penyalagunaan
Narkotika,
Fasilitasi
Kerukunan Umat
Beragama dan
Penghayat
Kepercayaan di
Daerah *****
Terlaksananya Jumlah Orangyang Orang 1.210 2.400 500 300.000.000 835 500.000.000 835 500.000.000 960 575.000.000 1.340 800.000.000 Pokja Ketahanan Ekonomi, Sosial Bidang Ketahanan
Kebijakan di Mengikuti dan Budaya Ekonomi, Sosial,
Bidang Ketahanan Pelaksanaan Budaya dan
Ekonomi, Sosial, Kebijakan di Bidang Organisasi
Budaya dan Ketahanan Ekonomi, Kemasyarakatan
Fasilitasi Sosial, Budaya dan JAWA TENGAH
Pencegahan Fasilitasi Pencegahan
Penyalagunaan Penyalagunaan
Narkotika, Narkotika, Fasilitasi
Fasilitasi Kerukunan Umat
Kerukunan Umat | Beragama dan
Beragama dan Penghayat
Penghayat Kepercayaan di
Kepercayaan di Daerah *****
Daerah
8.01.05.1.01.0005 Pelaksanaan 200.000.000 298.104.000 400.000.000 400.000.000 600.000.000 Badan Kesatuan Bangsadan
Monitoring, Politik - Bidang Ketahanan
Evaluasidan Ekonomi, Sosial, Budayadan
Pelaporan di Organisasi Kemasyarakatan
Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial,
Budaya dan
Fasilitasi
Pencegahan
Penyalagunaan
Narkotika,
Fasilitasi
Kerukunan Umat
Beragama dan
Penghayat
Kepercayaan di
Daerah *****
Terlaksananya Jumlah Laporan Laporan 12 12 4 200.000.000 4 298.104.000 4 400.000.000 4 400.000.000 4 600.000.000 Pokja Ketahanan Ekonomi, Sosial Bidang Ketahanan
Monitoring, Hasil Monitoring, dan Budaya Ekonomi, Sosial,
Evaluasi dan Evaluasi dan Budaya dan
Pelaporan di Pelaporan di Bidang Organisasi
Bidang Ketahanan Ketahanan Kemasyarakatan
Ekonomi, Sosial, Ekonomi, Sosial, JAWA TENGAH
Budaya dan Budaya dan
Fasilitasi
Tujuan Sasaran Kode Program Kegiatan Sub Outcome/ Indikator Satuan Baseline Baseline Target dan Pagu Indikatif Tahun Unit Kerja Perangkat Lokasi
Kegiatan Output Kinerja Tahun 2024 | Tahun 2025 Daerah
(Realisasi) (Target) 2026 2027 2028 2029 2030 Penanggungjawab
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) &) (4) ) (6) ) ) 9 (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)
Fasilitasi Pencegahan
Pencegahan Penyalagunaan
Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi
Narkotika, Kerukunan Umat
Fasilitasi Beragama dan
Kerukunan Umat Penghayat
Beragama dan Kepercayaan di
Penghayat Daerah *#***
Kepercayaandi
Daerah
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Meningkatnya Indeks ketahanan Angka N/A 2,88 2,89 250.000.000 2,9 250.000.000 2,91 450.000.000 2,92 450.000.000 2,92 600.000.000 Badan Kesatuan Bangsadan
ketahanan Ekonomi *** Politik - Bidang Ketahanan
masyarakat Ekonomi, Sosial, Budayadan
terhadap Organisasi Kemasyarakatan
dampak
perekonomian
8.01.05.1.01 Perumusan 250.000.000 250.000.000 450.000.000 450.000.000 600.000.000 Badan Kesatuan Bangsadan
Kebijakan Teknis Politik - Bidang Ketahanan
dan Pemantapan Ekonomi, Sosial, Budayadan
Pelaksanaan Organisasi Kemasyarakatan
Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial
dan Budaya ****
Meningkatnya Persentase % N/A 87 88 250.000.000 89 250.000.000 90 450.000.000 91 450.000.000 91 600.000.000 Pokja Ketahanan Ekonomi, Sosial
pemahaman masyarakatyang dan Budaya
masyarakat paham terhadap
terhadap Ketahanan
ketahanan Ekonomi ****
ekonomi
8.01.05.1.01.0004 Pelaksanaan 250.000.000 250.000.000 450.000.000 450.000.000 600.000.000 Badan Kesatuan Bangsadan
Koordinasi di Politik - Bidang Ketahanan
Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budayadan
Ekonomi, Sosial, Organisasi Kemasyarakatan
Budaya dan
Fasilitasi
Pencegahan
Penyalagunaan
Narkotika,
Fasilitasi
Kerukunan Umat
Beragama dan
Penghayat
Kepercayaan di
Daerah *****
Terlaksananya Jumlah Orangyang Orang 100 800 420 250.000.000 420 250.000.000 750 450.000.000 750 450.000.000 1.000 600.000.000 Pokja Ketahanan Ekonomi, Sosial Bidang Ketahanan
Koordinasi di Mengikuti Koordinasi dan Budaya Ekonomi, Sosial,
Bidang Ketahanan | di Bidang Ketahanan Budaya dan
Ekonomi, Sosial, Ekonomi, Sosial, Organisasi
Budaya dan Budaya dan Fasilitasi Kemasyarakatan
Fasilitasi Pencegahan JAWA TENGAH
Pencegahan Penyalagunaan
Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi
Narkotika, Kerukunan Umat
Fasilitasi Beragama dan
Kerukunan Umat | Penghayat
Beragama dan Kepercayaan di
Penghayat Daerah *#***
Kepercayaan di
Daerah
Meningkatkan 18.206.698.000 18.072.411.000 19.447.527.000 19.226.082.000 19.668.044.000 Badan Kesatuan Bangsa dan
Kualitas Tata Politik
Kelola
Perangkat
Daerah
Berintegritas
dan Dinamis di
Badan
Kesatuan
Bangsa dan
Politik *
Indeks Reformasi Angka 73,53 73,7 74 74,3 74,6 74,9 75 Badan Kesatuan Bangsa dan
BirokrasiPerangkat Politik
Daerah Badan
Kesatuan Bangsa dan
Politik *
Meningkatnya 16.463.771.000 16.315.667.000 17.397.527.000 17.176.082.000 17.531.082.000 Badan Kesatuan Bangsa dan
Kualitas Politik
Pelayanan
Perangkat
Daerah di Badan|
Kesatuan Bangsa
dan Politik **
Tujuan Sasaran Kode Program Kegiatan Sub Outcome/ Indikator Satuan Baseline Baseline Target dan Pagu Indikatif Tahun Unit Kerja Perangkat Lokasi
Kegiatan Output Kinerja Tahun 2024 | Tahun 2025 Daerah
(Realisasi) (Target) 2026 2027 2028 2029 2030 Penanggungjawab
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) () (8) (@) (10) (1) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)
Indeks Kepuasan Angka 90,25 88,15 88,17 16.463.771.000 88,2 16.315.667.000 89 17.397.527.000 90 17.176.082.000 91 17.531.082.000 Badan Kesatuan Bangsa dan

Masyarakat Perangkat

Daerah Badan
Kesatuan Bangsadan
Politik

* %

Politik
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X.XX.01 PROGRAM 16.463.771.000 16.315.667.000 17.397.527.000 17.176.082.000 17.531.082.000 Badan Kesatuan Bangsa dan
PENUNJANG Politik
URUSAN PE
MERINTAHA N
DAERAH
PROVINS] ***
Meningkatnya Persentase tingkat % 100 100 100 16.463.771.000 100 16.315.667.000 100 17.397.527.000 100 17.176.082.000 100 17.531.082.000 Badan Kesatuan Bangsa dan
kualitas pelayanan | pelayanan umum, Politik
umum, kepegawaian, dan
kepegawaian, dan | keuangan perangkat
keuangan daerah Badan
perangkat daerah | Kesatuan Bangsa
diBadan Kesatuan | dan Politik
Bangsa dan Politik | ***
X.XX.01.1.02 Administrasi 10.393.771.000 9.945.667.000 10.113.926.000 9.917.481.000 9.917.481.000 Badan Kesatuan Bangsa dan
Keuangan Politik
Perangkat
Daerah ****
Meningkatnya Jumlah jenis Dokumen N/A 12 12 10.393.771.000 12 9.945.667.000 12 10.113.926.000 12 9.917.481.000 12 9.917.481.000 SUB BAGIAN KEUANGAN
layanan dokumen
administrasi administrasi
keuangan keuangan
perangkat perangkatdaerah
daerah yang disusun ****
X.XX.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji 10.022.371.000 9.574.267.000 9.631.926.000 9.435.481.000 9.435.481.000 Badan Kesatuan Bangsa dan
dan Tunjangan Politik
ASN %k
Tersedianya Gaji Jumlah Orang yang | Orang/Bulan 54 62 62 10.022.371.000 62 9.574.267.000 62 9.631.926.000 62 9.435.481.000 62 9.435.481.000 SUB BAGIAN KEUANGAN JAWA TENGAH
dan Tunjangan Menerima Gaji dan OPD Provinsi
ASN Tunjangan ASN **
* % %
X.XX.01.1.02.0002 Penyediaan 350.000.000 350.000.000 450.000.000 450.000.000 450.000.000 Badan Kesatuan Bangsa dan
Administrasi Politik
Pelaksanaan Tugas
ASN % % %k %k %k
Tersedianya Jumlah Dokumen Dokumen 12 12 12 350.000.000 12 350.000.000 12 450.000.000 12 450.000.000 12 450.000.000 SUB BAGIAN KEUANGAN JAWA TENGAH
Administrasi Hasil Penyediaan OPD Provinsi
Pelaksanaan Administrasi
Tugas ASN Pelaksanaan Tugas
ASN % %k %k kK
X.XX.01.1.02.0003 Pelaksanaan 700.000 700.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 Badan Kesatuan Bangsa dan
Penatausahaan Politik
dan Pengujian/V
erifikasi Keuangan
Terlaksananya Jumlah Dokumen Dokumen N/A 12 12 700.000 12 700.000 12 1.000.000 12 1.000.000 12 1.000.000 SUB BAGIAN KEUANGAN JAWA TENGAH
Penatausahaan Penatausahaan dan OPD Provinsi
dan Pengujian/V Pengujian/Verifikas i
erifikasi Keuangan | Keuangan SKPD
X.XX.01.1.02.0005 Koordinasi dan 700.000 700.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 Badan Kesatuan Bangsa dan
Penyusunan Politik
Laporan
Keuangan Akhir
Tahun SKPD **
¥k ¥k
Tersedianya Jumlah Laporan Laporan N/A 12 12 700.000 12 700.000 12 1.000.000 12 1.000.000 12 1.000.000 SUB BAGIAN KEUANGAN JAWA TENGAH
Laporan Keuangan Akhir OPD Provinsi
Keuangan Akhir Tahun SKPD dan
Tahun SKPD dan Laporan Hasil
Laporan Hasil Koordinasi
Koordinasi Penyusunan Laporan
Penyusunan Keuangan Akhir
Laporan Tahun SKPD
Keuangan Akhir kR
Tahun SKPD
X.XX.01.1.02.0007 Koordinasi dan 20.000.000 20.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Badan Kesatuan Bangsa dan
Penyusunan Politik
Laporan Keuangan
Bulanan/ Triwula
nan/Semesteran
Tujuan Sasaran Kode Program Kegiatan Sub Outcome/ Indikator Satuan Baseline Baseline Target dan Pagu Indikatif Tahun Unit Kerja Perangkat Lokasi
Kegiatan Output Kinerja Tahun 2024 | Tahun 2025 Daerah
(Realisasi) (Target) 2026 2027 2028 2029 2030 Penanggungjawab
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) () @) (4) ) (6) (7 ) 9 (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)
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Tersedianya Jumlah Laporan Laporan N/A 12 12 20.000.000 12 20.000.000 12 30.000.000 12 30.000.000 12 30.000.000 SUB BAGIAN KEUANGAN JAWA TENGAH
Laporan Keuangan | Keuangan Bulanan/ OPD Provinsi
Bulanan/ Triwula Triwulana
nan/Semesteran n/Semesteran SKPD
SKPD dan Laporan | danLaporan
Koordinasi Koordinasi
Penyusunan Penyusunan Laporan
Laporan Keuangan | Keuangan
Bulan Bulanan/Triwulana
an/Triwulanan/S n/Semesteran SKPD
emesteran SKPD K
X.XX.01.1.03 Administrasi 80.000.000 80.000.000 90.000.000 90.000.000 90.000.000 Badan Kesatuan Bangsa dan
Barang Milik Politik
Daerahpada
Perangkat
Daerah ****
Meningkatnya Jumlah jenis Dokumen N/A 4 4 80.000.000 4 80.000.000 4 90.000.000 4 90.000.000 4 90.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN
layanan dokumen KEPEGAWAIAN
administrasi administrasi barang
barang milik milik daerah pada
daerah pada perangkat daerah
perangkat ko
daerah
X.XX.01.1.03.0002 Pengamanan 80.000.000 80.000.000 90.000.000 90.000.000 90.000.000 Badan Kesatuan Bangsa dan
Barang Milik Politik
DaerahSKPD *
* %k Kk
Terlaksananya Jumlah Dokumen Dokumen 4 4 4 80.000.000 4 80.000.000 4 90.000.000 4 90.000.000 4 90.000.000 SUB BAGIAN UM UM DAN JAWA TENGAH
Pengamanan Pengamanan Barang KEPEGAWAIAN OPD Provinsi
Barang Milik Milik DaerahSKPD
Daerah SKPD AR
X.XX.01.1.05 Administrasi 300.000.000 300.000.000 420.000.000 470.000.000 470.000.000 Badan Kesatuan Bangsa dan
Kepegawaian Politik
Perangkat
Daerah ****
Meningkatnya Persentase layanan % N/A 100 100 300.000.000 100 300.000.000 100 420.000.000 100 470.000.000 100 470.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN
layanan administrasi KEPEGAWAIAN
administrasi kepegawaian
kepegawaian perangkatdaerah
perangkat yang sesuai
daerah dengan standar
layanan ****
X.XX.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian 0 0 0 0 0 | Badan Kesatuan Bangsa dan
Dinas Beserta Politik
Atribut
Kelengkapannya
kK k ok
Tersedianya Jumlah Paket Paket N/A N/A N/A 0 N/A 0 N/A 0 N/A 0 N/A 0 [ SuBBAGIAN UMUM DAN JAWA TENGAH
PakaianDinas Pakaian Dinas KEPEGAWAIAN OPD Provinsi
Beserta Atribut Beserta Atribut
Kelengkapan Kelengkapan *****
X.XX.01.1.05.0003 Pendataan dan 10.000.000 10.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Badan Kesatuan Bangsa dan
Pengolahan Politik
Administrasi
Kepegawaian *
* ok Kk
Terlaksananya Jumlah Dokumen Dokumen 12 12 12 10.000.000 12 10.000.000 12 30.000.000 12 30.000.000 12 30.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN JAWA TENGAH
Pendataan dan Pendataan dan KEPEGAWAIAN OPD Provinsi
Pengolahan Pengolahan
Administrasi Administrasi
Kepegawaian Kepegawaian *****
X.XX.01.1.05.0005 Monitoring, 10.000.000 10.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Badan Kesatuan Bangsa dan
Evaluasi, dan Politik
Penilaian Kinerja
Pegawai
s 3k ok 3k ok
Terlaksananya Jumlah Dokumen Dokumen 12 12 12 10.000.000 12 10.000.000 12 30.000.000 12 30.000.000 12 30.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN JAWA TENGAH
Monitoring, Monitoring, KEPEGAWAIAN OPD Provinsi
Evaluasi, dan Evaluasi, dan
Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja
Pegawai Pegawai *****
X.XX.01.1.05.0009 Pendidikan dan 40.000.000 40.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 | Badan Kesatuan Bangsa dan
Pelatihan Politik
Pegawai
Berdasarkan
Tugas dan Fungsi
% % %k %k %
Terlaksananya Jumlah Pegawai Orang 80 80 50 40.000.000 50 40.000.000 50 60.000.000 50 60.000.000 50 60.000.000 SUB BAGIAN UM UM DAN JAWA TENGAH
Pendidikan dan BerdasarkanTugas KEPEGAWAIAN OPD Provinsi
Tujuan Sasaran Kode Program Kegiatan Sub Outcome/ Indikator Satuan Baseline Baseline Target dan Pagu Indikatif Tahun Unit Kerja Perangkat Lokasi
Kegiatan Output Kinerja Tahun 2024 | Tahun 2025 Daerah
(Realisasi) (Target) 2026 2027 2028 2029 2030 Penanggungjawab
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
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(1) () @) (4) ) (6) (7 8) 9 (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)
Pelatihan dan Fungsiyang
Pegawai Mengikuti
Berdasarkan Pendidikan dan
Tugas dan Pelatihan *****
Fungsi
X.XX.01.1.05.0010 Sosialisasi 240.000.000 240.000.000 300.000.000 350.000.000 350.000.000 Badan Kesatuan Bangsa dan
PeraturanPerun Politik
dang-Undangan
%k % %k %k k
Terlaksananya Jumlah Orangyang Orang 280 110 100 240.000.000 100 240.000.000 100 300.000.000 100 350.000.000 100 350.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN JAWA TENGAH
Sosialisasi Mengikuti Sosialisasi KEPEGAWAIAN OPD Provinsi
PeraturanPerun Peraturan Perunda
dang-Undangan ng-Undangan *****
X.XX.01.1.06 Administrasi 1.510.000.000 1.710.000.000 1.835.000.000 1.775.000.000 1.950.000.000 Badan Kesatuan Bangsa dan
Umum Politik
Perangkat
Daerah ****
Meningkatnya Persentase layanan % N/A 100 100 1.510.000.000 100 1.710.000.000 100 1.835.000.000 100 1.775.000.000 100 1.950.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN
kualitas layanan administrasi umum KEPEGAWAIAN
administrasi perangkat daerah
umum perangkat | yang sesuaistandar
daerah layanan **
* %
X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan 10.000.000 10.000.000 20.000.000 10.000.000 10.000.000 Badan Kesatuan Bangsa dan
Komponen Politik
Instalasi Listrik/
Penerangan
Bangunan
Kantor *****
Tersedianya Jumlah Paket Paket 12 12 6 10.000.000 6 10.000.000 6 20.000.000 6 10.000.000 6 10.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN JAWA TENGAH
Komponen Komponen Instalasi KEPEGAWAIAN OPD Provinsi
Instalasi Listrik/ Listrik/Penerangan
Penerangan Bangunan Kantor
Bangunan Kantor yang Disediakan *
* %k k
X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan 150.000.000 150.000.000 160.000.000 160.000.000 160.000.000 Badan Kesatuan Bangsa dan
Peralatandan Politik
Perlengkapan
Kantor *****
Tersedianya Jumlah Paket Paket 12 12 12 150.000.000 12 150.000.000 12 160.000.000 12 160.000.000 12 160.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN JAWA TENGAH
Peralatandan Peralatan dan KEPEGAWAIAN OPD Provinsi
Perlengkapan Perlengkapan
Kantor Kantor yang
Disediakan *****
X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan 100.000.000 100.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 Badan Kesatuan Bangsa dan
Peralatan Rumah Politik
Tangga
kK k ok
Tersedianya Jumlah Paket Paket 12 12 12 100.000.000 12 100.000.000 12 150.000.000 12 150.000.000 12 150.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN JAWA TENGAH
Peralatan Rumah PeralatanRumah KEPEGAWAIAN OPD Provinsi
Tangga Tanggayang
Disediakan *****
X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan 150.000.000 150.000.000 175.000.000 200.000.000 200.000.000 Badan Kesatuan Bangsa dan
Bahan Logistik Politik
Kantor *****
Tersedianya Jumlah Paket Paket 12 12 12 150.000.000 12 150.000.000 12 175.000.000 12 200.000.000 12 200.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN JAWA TENGAH
Bahan Logistik Bahan Logistik KEPEGAWAIAN OPD Provinsi
Kantor Kantor yang
Disediakan *****
X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 Badan Kesatuan Bangsa dan
Barang Cetakan Politik
dan Penggandaan
*
% %k k¥
Tersedianya Jumlah Paket Paket 12 12 12 80.000.000 12 80.000.000 12 80.000.000 12 80.000.000 12 80.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN JAWA TENGAH
Barang Cetakan Barang Cetakan dan KEPEGAWAIAN OPD Provinsi
dan Penggandaan Penggandaanyang
Disediakan *
ok Kk
X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Badan Kesatuan Bangsa dan
Bahan Bacaan Politik
dan PeraturanP
erundang-
Undangan *****
Tersedianya Jumlah Dokumen Dokumen 12 12 12 10.000.000 12 10.000.000 12 10.000.000 12 10.000.000 12 10.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN JAWA TENGAH
Bahan Bacaan Bahan Bacaan dan KEPEGAWAIAN OPD Provinsi
dan PeraturanP PeraturanPerunda
erundang- ng-Undangan yang
Tujuan Sasaran Kode Program Kegiatan Sub Outcome/ Indikator Satuan Baseline Baseline Target dan Pagu Indikatif Tahun Unit Kerja Perangkat Lokasi
Kegiatan Output Kinerja Tahun 2024 | Tahun 2025 Daerah
(Realisasi) (Target) 2026 2027 2028 2029 2030 Penanggungjawab
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Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) ) @) (4) ) (6) (7 @®) ) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)
Undangan Disediakan *****
X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi 100.000.000 100.000.000 100.000.000 125.000.000 150.000.000 Badan Kesatuan Bangsa dan
Kunjungan Politik
Tamu
* ok Kk K
Terlaksananya Jumlah Laporan Laporan 12 12 12 100.000.000 12 100.000.000 12 100.000.000 12 125.000.000 12 150.000.000 SUB BAGIAN UM UM DAN JAWA TENGAH
Fasilitasi Fasilitasi Kunjungan KEPEGAWAIAN OPD Provinsi
Kunjungan Tamu Tamu *
% %k k¥
X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraa n 850.000.000 1.050.000.000 1.050.000.000 950.000.000 1.100.000.000 Badan Kesatuan Bangsa dan
Rapat Koordinasi Politik
dan Konsultasi
SKPD % %k %k k ok
Terlaksananya Jumlah Laporan Laporan 24 24 24 850.000.000 24 1.050.000.000 24 1.050.000.000 24 950.000.000 24 1.100.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN JAWA TENGAH
Penyelenggaraan | Penyelenggaraan KEPEGAWAIAN OPD Provinsi
Rapat Koordinasi Rapat Koordinasi
dan Konsultasi dan Konsultasi SKPD
SKPD ok K ok
X.XX.01.1.06.0010 Penatausahaan 20.000.000 20.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Badan Kesatuan Bangsa dan
Arsip Dinamis pada Politik
SKPD % %k Kk k
Terlaksananya Jumlah Dokumen Dokumen 12 12 12 20.000.000 12 20.000.000 12 30.000.000 12 30.000.000 12 30.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN JAWA TENGAH
Penatausahaan Penatausahaan Arsip KEPEGAWAIAN OPD Provinsi
Arsip Dinamis Dinamis pada SKPD
pada SKPD i
X.XX.01.1.06.0011 Dukungan 40.000.000 40.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 Badan Kesatuan Bangsa dan
Pelaksanaan Politik
Sistem
Pemerintahan
Berbasis
Elektronik pada
SKPD % %k Kk ok
Terlaksananya Jumlah Dokumen Dokumen 8 8 4 40.000.000 4 40.000.000 4 60.000.000 4 60.000.000 4 60.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN JAWA TENGAH
Dukungan Dukungan KEPEGAWAIAN OPD Provinsi
Pelaksanaan Pelaksanaan Sistem
Sistem Pemerintahan
Pemerintahan Berbasis Elektronik
Berbasis pada SKPD *****
Elektronik pada
SKPD
X.XX.01.1.07 Pengadaan 500.000.000 500.000.000 600.000.000 633.601.000 633.601.000 Badan Kesatuan Bangsa dan
Barang Milik Politik
Daerah
Penunjang
Urusan
Pemerintah
Daerah ****
Tersedianya Jumlah unit barang Unit N/A 32 32 500.000.000 32 500.000.000 32 600.000.000 32 633.601.000 32 633.601.000 SUB BAGIAN UMUM DAN
barang milik milik daerah KEPEGAWAIAN
daerah penunjang urusan
penunjang pemerintah daerah
urusan yang disediakan **
pemerintah E
daerahyang
memiliki nilai
aset
X.XX.01.1.07.0001 Pengadaan 0 0 0 0 0 [ Badan Kesatuan Bangsa dan
Kendaraan Politik
Perorangan Dinas
atau Kendaraan
Dinas Jabatan *
ok ok k.
Tersedianya Jumlah Unit Unit N/A N/A N/A 0 N/A 0 N/A 0 N/A 0 N/A 0 [ SuBBAGIAN UMUM DAN JAWA TENGAH
Kendaraan Kendaraan KEPEGAWAIAN OPD Provinsi
Perorangan PeroranganDinas
Dinas atau atau Kendaraan
Kendaraan Dinas Jabatan yang
Dinas Jabatan Disediakan *
%k %k k%
X.XX.01.1.07.0005 Pengadaan 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Badan Kesatuan Bangsa dan
Mebel ***** Politik
Tersedianya Jumlah Paket Paket 5 8 4 100.000.000 4 100.000.000 4 100.000.000 4 100.000.000 4 100.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN Badan Kesatuan
Mebel Mebel yang KEPEGAWAIAN Bangsa dan Politik
Disediakan *****
X.XX.01.1.07.0006 Pengadaan 400.000.000 400.000.000 500.000.000 533.601.000 533.601.000 Badan Kesatuan Bangsa dan
Peralatan dan Politik
Mesin Lainnya
% % %k %k %
Tersedianya Jumlah Unit Unit 27 27 30 400.000.000 30 400.000.000 30 500.000.000 30 533.601.000 30 533.601.000 SUB BAGIAN UMUM DAN JAWA TENGAH
Tujuan Sasaran Kode Program Kegiatan Sub Outcome/ Indikator Satuan Baseline Baseline Target dan Pagu Indikatif Tahun Unit Kerja Perangkat Lokasi




Kegiatan Output Kinerja Tahun 2024 | Tahun 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Daerah
(Realisasi) (Target) Penanggungjawab
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) () @) 4) ) (6) ) 8) 9 (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)
Peralatan dan Peralatan dan KEPEGAWAIAN OPD Provinsi
Mesin Lainnya Mesin Lainnya yang
Disediakan *
k% k¥
X.XX.01.1.07.0010 Pengadaan 0 0 0 0 0 [ Badan Kesatuan Bangsa dan
Sarana dan Politik
Prasarana
Gedung Kantor
atau Bangunan
Lainnya *****
Tersedianya Jumlah Unit Sarana Unit N/A N/A N/A 0 N/A 0 N/A 0 N/A 0 N/A 0 | SUBBAGIAN UMUM DAN JAWA TENGAH
Sarana dan dan Prasarana KEPEGAWAIAN OPD Provinsi
Prasarana Gedung Kantor atau
Gedung Kantor Bangunan Lainnya
atau Bangunan yang Disediakan *
Lainnya ok
X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa 2.805.000.000 2.905.000.000 3.163.601.000 3.165.000.000 3.165.000.000 Badan Kesatuan Bangsa dan
Penunjang Politik
Urusan
Pemerintahan
Daerah ****
Tersedianya jasa Jumlah laporan Laporan N/A 84 84 2.805.000.000 84 2.905.000.000 84 3.163.601.000 84 3.165.000.000 84 3.165.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN
penunjang penyediaan jasa KEPEGAWAIAN
urusan penunjang urusan
pemerintahan pemerintahan
daerah sesuai daerahyang
dengan disusun ****
kebutuhan
perangkat
daerah
X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Badan Kesatuan Bangsa dan
Jasa Surat Politik
Menyurat
koK Kk ok
Terlaksananya Jumlah Laporan Laporan 12 12 12 5.000.000 12 5.000.000 12 5.000.000 12 5.000.000 12 5.000.000 SUB BAGIAN UM UM DAN JAWA TENGAH
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Surat KEPEGAWAIAN OPD Provinsi
Surat Menyurat Menyurat ***
% %
X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 500.000.000 500.000.000 600.000.000 600.000.000 600.000.000 Badan Kesatuan Bangsa dan
Komunikasi, Politik
Sumber Daya Air
dan Listrik *
% %k kK
Tersedianya Jumlah Laporan Laporan 12 36 36 500.000.000 36 500.000.000 36 600.000.000 36 600.000.000 36 600.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN JAWA TENGAH
Jasa Penyediaan Jasa KEPEGAWAIAN OPD Provinsi
Komunikasi, Komunikasi,
Sumber Daya Sumber Daya Air
Air dan Listrik dan Listrik yang
Disediakan *****
X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 2.300.000.000 2.400.000.000 2.558.601.000 2.560.000.000 2.560.000.000 Badan Kesatuan Bangsa dan
Pelayanan Umum Politik
Kantor *
%k %k %k ¥
Tersedianya Jasa Jumlah Laporan Laporan 12 12 12 2.300.000.000 12 2.400.000.000 12 2.558.601.000 12 2.560.000.000 12 2.560.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN JAWA TENGAH
Pelayanan Umum Penyediaan Jasa KEPEGAWAIAN OPD Provinsi
Kantor PelayananUmum
Kantor yang
Disediakan *****
X.XX.01.1.09 Pemeliharaan 875.000.000 875.000.000 1.175.000.000 1.125.000.000 1.305.000.000 Badan Kesatuan Bangsa dan
Barang Milik Politik
Daerah
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah ****
Tersedianya Jumlah unit barang Unit N/A 352 352 875.000.000 352 875.000.000 352 1.175.000.000 352 1.125.000.000 352 1.305.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN
jasa milik daerah KEPEGAWAIAN
pemeliharaan penunjang urusan
barang milik pemerintahan
daerah daerahyang
penunjang dilakukan
urusan pemeliharaan ****
pemerintahan
daerah
X.XX.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa 300.000.000 300.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 Badan Kesatuan Bangsa dan

Pemeliharaan,
Biaya
Pemeliharaan
dan Pajak
Kendaraan
Perorangan
Dinas atau

Politik

118



Tujuan Sasaran Kode Program Kegiatan Sub Outcome/ Indikator Satuan Baseline Baseline Target dan Pagu Indikatif Tahun Unit Kerja Perangkat Lokasi
Kegiatan Output Kinerja Tahun 2024 | Tahun 2025 Daerah
(Realisasi) (Target) 2026 2027 2028 2029 2030 Penanggungjawab
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) ) @) (4) () (6) (7 8) 9 (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)
Kendaraan Dinas
Jabatan *
* %k
Tersedianya Jasa Jumlah Kendaraan Unit 21 36 36 300.000.000 36 300.000.000 36 400.000.000 36 400.000.000 36 400.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN JAWA TENGAH
Pemeliharaan, Perorangan Dinas KEPEGAWAIAN OPD Provinsi
Biaya atau Kendaraan
Pemeliharaan Dinas Jabatan yang
dan Pajak Dipelihara dan
Kendaraan Dibayarkan Pajaknya
Perorangan A AE
Dinas atau
Kendaraan
Dinas Jabatan
X.XX.01.1.09.0005 Pemeliharaan 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Badan Kesatuan Bangsa dan
Mebel ***** Politik
Terlaksananya Jumlah Mebel yang Unit 50 21 20 5.000.000 20 5.000.000 20 5.000.000 20 5.000.000 20 5.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN JAWA TENGAH
Pemeliharaan Dipelihara **##* KEPEGAWAIAN OPD Provinsi
Mebel
X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 150.000.000 Badan Kesatuan Bangsa dan
Peralatan dan Politik
Mesin Lainnya
% % %k %k %
Terlaksananya Jumlah Peralatan dan Unit 80 80 60 120.000.000 60 120.000.000 60 120.000.000 60 120.000.000 60 150.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN JAWA TENGAH
Pemeliharaan Mesin Lainnya yang KEPEGAWAIAN OPD Provinsi
Peralatan dan Dipelihara **
Mesin Lainnya ok
X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/R 350.000.000 350.000.000 500.000.000 500.000.000 600.000.000 Badan Kesatuan Bangsa dan
ehabilitasi Politik
Gedung Kantor
dan Bangunan
Lainnya *****
Terlaksananya Jumlah Gedung Unit 1 1 1 350.000.000 1 350.000.000 1 500.000.000 1 500.000.000 1 600.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN JAWA TENGAH
Pemeliharaan/R Kantor dan KEPEGAWAIAN OPD Provinsi
ehabilitasi Bangunan Lainnya
Gedung Kantor yang Dipelihara/Dir
dan Bangunan ehabilitasi *****
Lainnya
X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/R 100.000.000 100.000.000 150.000.000 100.000.000 150.000.000 Badan Kesatuan Bangsa dan
ehabilitasi Sarana Politik
dan Prasarana
Gedung Kantor
atau Bangunan
Lainnya *****
Terlaksananya Jumlah Saranadan Unit 24 200 80 100.000.000 80 100.000.000 80 150.000.000 80 100.000.000 80 150.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN JAWA TENGAH
Pemeliharaan/R Prasarana Gedung KEPEGAWAIAN OPD Provinsi
ehabilitasi Sarana Kantor atau Bangunan
dan Prasarana Lainnya yang
Gedung Kantor Dipelihara/Dir
atau Bangunan ehabilitasi *****
Lainnya
Meningkatnya 1.742.927.000 1.756.744.000 2.050.000.000 2.050.000.000 2.136.962.000 Badan Kesatuan Bangsa dan
Kualitas Politik
Pengelolaan
Risiko Perangkat]
Daerah di Badan|
Kesatuan Bangsd
dan Politik **
Indeks Manajemen Angka 2,865 2,85 2,9 1.742.927.000 2,95 1.756.744.000 3 2.050.000.000 3,05 2.050.000.000 3,1 2.136.962.000 Badan Kesatuan Bangsa dan
Risiko Perangkat Politik
Daerah Badan
Kesatuan Bangsa
dan Politik **
X.XX.01 PROGRAM 1.742.927.000 1.756.744.000 2.050.000.000 2.050.000.000 2.136.962.000 Badan Kesatuan Bangsa dan
PENUNJANG Politik
URUSAN PE
MERINTAHA N
DAERAH
PROVINS| ***
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Meningkatnya Persentasetingkat % 100 100 100 1.742.927.000 100 1.756.744.000 100 2.050.000.000 100 2.050.000.000 100 2.136.962.000 Badan Kesatuan Bangsa dan
kualitas ketercapaian kinerja Politik
perencanaan, dan | perangkatdaerah
evaluasi Badan Kesatuan
perangkat daerah | Bangsa dan Politik
diBadan Kesatuan | ***
Bangsa dan Politik
Tujuan Sasaran Kode Program Kegiatan Sub Outcomel Indikator Satuan Baseline Baseline Target dan Pagu Indikatif Tahun Unit Kerja Perangkat Lokasi
Kegiatan Crutput Kinerja Tahuq El}it,tl Tahum 2025 2026 2037 2028 2029 2030 Daera h.
(Realisasi) (Target) Penanggungjawab
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (2) {4) (5) (€] (7 (2] (3) (10 {11) {12) i13) {(14) {13) {16} {17) {18) {13 {20) i21) 22) {23)
EE0l Il Perencanaan, 1. 723 27 000 1.755.T44. D00 2 050000 DD 2 50000 DD 2. 130557 D00 Badan Zesatuan Bangsa can
Perganggaran, Pakitik
dan Evaluasi
Zineerija Peranghat
Dacrah ****
sdeningkatmya PeSEniass Cokumen % 1 oo oo 1.7 23 7.000 100 1755 T44. 000 1o 2 050 000,000 1o 2050000 00D 1o 2.135963 D00 S8 BAGLAM FROGRAM
hualkas perencanaan, dan
dakumen evaluasi peranghkat
perencanaan, dasrah yang disusun
dan evaluasi sEsual peraburan
peranghat perundangan ****
dacrah
0011000001 PeffgusLnan 1. 1000000 D00 1. 1000000 DO 1. 1500000000 1. 150000 00 1. 130963 D00 Badan Zezatuan Bangsa can
Do L Tzt Paolitik
Serencanaan
Peranghat
Daerah *4es
Tersusunnga Jurmilakh Dokumen Duabsmien 1 17 = 1. 1000000 D00 1 1. 1000000 DO 1& 1. 1500000000 1 1. 150000 00 17 1. 130963 D00 S8 BAGLAM FROGRAM JAWA TENGAH
Dokumae Serencanaan OPD Prondnsi
Serencanaan *erangkat Daerah
Peranghat e
Daerah
0011000007 Swaluasi Kiner|a B S2T.000 B15.T44. 000 BO0.000. 000 BO0L000 00D SO0 00D Badan Zezatuan Bangsa can
szrangkat Daerah Paolitik
Terlak sanarya Jurnilak Laparan Laporan i 2l o B S2T.000 an B15.T44. 000 I BO0.000. 000 i BO0L000 00D 2l SO0 00D S8 BAGLAM FROGRAM JAWA TENGAH
tyaluasi Kinarja Dvaluasi Kinerja OPD Prondnsi
“eranglat Daerah | Perangkat Caerah
X0 011000008 Pelaksaaraan 0000000 0000 D0 SO000.000 SOLO00 00 SO000. 000 Badan Kezatuan Bangsa can
Sergurmipulan Paolitik
Daka Skatistik
Sakbaral Daerah
Terlak sanarya Juriak Jata Statistik Diata HA M 4 0000000 4 0000 D0 4 SO000.000 4 SOLO00 00 4 SO000. 000 S8 BAGLAM FROGRAM JAWA TENGAH
Pergumipulan ';g@o‘al"_l:l_ﬁrrah OPD Prordnsi
Daka Statistik yang Telah
Zaktaral Daerah Dikurngulican can
Diperiksa Lingloup
=eranghkat Daerah
X0 011000010 Peryelengganaa n 0000000 0000 D0 SO000.000 SOLO00 00 SO000. 000 Badan Zezatuan Bangsa can
Wwalicata Paolitik
Aemduburg
Ziatistik Schtaral
Daerah **ee
Tersekerggaran ya | Jumibah Dokumen Duabsmien HA M 3 0000000 3 0000 D0 3 SO000.000 E] SOLO00 00 3 SO000. 000 S8 BAGLAM FROGRAM JAWA TENGAH
wWwllcata =azil OPD Prondnsi
Periculiing Servyelenzgaraan
Statistik Sekkoral | ‘Walidata

Taera

Perdulung Statistk
Zektoral Daerah
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Table 27 Sub Kegiatan Perangkat Daerah dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029

No Program Daerah Rencana Aktivitas Riil Output/ Nomenklatur
Target/ Kegiatan/Sub Kegiatan
Volume
1. Moderasi 1. Pembentukan Paskibraka dan 350 Perumusan Kebijakan
beragama dan Pembangunan Karakter dan orang Teknis dan
wawasan Penguatan Ideologi Pancasila Pemantapan
kebangsaan Bagi Purna Paskibraka Jateng Pelaksanaan Bidang
melalui 2. Sosialisasi tatap muka terkait 11.650 Ideologi Pancasila dan
penguatan pendidikan wawasan orang Karakter Kebangsaan
regulasi, kebangsaan kepada
pendidikan dan masyarakat
pelatihan 3. Fasilitasi Sekolah Damai 4 kegiatan
Pembinaan Kerukunan Umat 4 kegiatan Perumusan Kebijakan
Beragama, Penghayat Teknis dan Pemantapan
Kepercayaan Pelaksanaan Bidang
Ketahanan Ekonomi,
Sosial dan Budaya
1. Pelatihan moderasi beragama 4 kegiatan Perumusan Kebijakan
dan wawasan kebangsaan Teknis dan Pemantapan
dalam organisasi kepemudaan Pelaksanaan Bidang
Pemberdayaan dan
Pengawasan Organisasi
Kemasyarakatan
2. Penguatan dan 1. Mempromosikan keberagaman 4 kegiatan Perumusan Kebijakan
promosi moderasi dan keharmonisan di tengah Teknis dan Pemantapan
beragama bagi masyarakat global Pelaksanaan Bidang
tokoh agama ke Ketahanan Ekonomi,
luar negeri Sosial dan Budaya
3. Mendorong Fasilitas kegiatan = Forum 4 kegiatan Perumusan Kebijakan
penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama Teknis dan Pemantapan
Kerukunan Antar Provinsi Jawa Tengah Pelaksanaan Bidang
Ummat Beragama Ketahanan Ekonomi,
dan Forum Sosial dan Budaya
Pembauran
Kebangsaan
Pembinaan Kerukunan Umat 4 kegiatan
Beragama, Penghayat
Kepercayaan
Rembug Jagong Tokoh Agama 4 kegiatan

dan Penghayat Kepercayaan
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Hibah FKUB 5 laporan Perumusan Kebijakan
Penguatan Ormas Lintas Etnis 1 kegiatan Teknis dan Pemantapan
"Nge-camp Kebangsaan" Pelaksanaan Bidang
Festival Ormas 1 kegiatan | Pemberdayaan dan
Hibah FPK 4 laporan Pengawasan Organisasi
Kemasyarakatan
Fasilitas kegiatan kepada 4 kegiatan Perumusan Kebijakan
Forum Pembauran Kebangsaan Teknis dan Pemantapan
Provinsi Jawa Tengah Pelaksanaan Bidang
Jambore : Harmoni Jawa 1 kegiatan Ideologi Pancasila dan
Tengah Karakter Kebangsaan
Penguatan Kontra Radikalisme 4 kegiatan
Ekstrimisme Bagi Masyarakat
Pembinaan dan Pengembangan | 4 kegiatan
Generasi Muda Lintas Etnis
Rapat Koordinasi Forum 4 kegiatan
Pembauran Kebangsaan
Program Rapat rutin atau khusus untuk 32 laporan | Perumusan Kebijakan
Kerjasama membahas isu-isu penting di Teknis dan Pelaksanaan
Forkompinda daerah dan menyepakati Pemantapan
langkah-langkah penanganan Kewaspadaan Nasional
yang terkoordinasi dan Penanganan Konflik
Peningkatan monitoring 20 laporan | Sosial
pengawasan orang asing di
Jawa Tengah
Tim Kewaspadaan Dini 20 laporan
Provinsi Jawa Tengah
Hibah Instansi Vertikal 20 laporan
Penanganan Konflik Sosial di 20 laporan
wilayah Jawa Tengah
Jawa Tengah Edukasi anti narkoba melalui 4.600 Perumusan Kebijakan
Bebas Narkoba kegiatan sosialisasi tatap muka, orang Teknis dan Pemantapan
media sosial dan spanduk serta Pelaksanaan Bidang
membentuk relawan dan satgas Ketahanan Ekonomi,
anti narkoba Sosial dan Budaya
Mendorong . Peningkatan Pemahaman Politik 4 kegiatan Program  Peningkatan
terciptanya Bagi Perempuan dan kelompok Peran Partai Politik Dan
Pengarusutamaan rentan Lembaga Pendidikan
Gender yang . Forum Penguatan Demokrasi 4 kegiatam Melalui Pendidikan
berkeadilan . Pendidikan Politik Warga 4 kegiatan | Politik Dan
Negara Pengembangan Etika
. Youth Politic Class 4 kegiatan | Serta Budaya Politik
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4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Perangkat Daerah
Indikator kinerja adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai
tingkat keberhasilan yang dicapai oleh setiap wunit Kkerja dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya. Indikator ini dirancang untuk
mengukur hasil yang diperoleh dari pelaksanaan berbagai jenis pelayanan
yang menjadi kewenangan organisasi perangkat daerah (OPD) melalui
standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh masing-masing pemerintah
daerah. Standar pelayanan tersebut disusun sebagai upaya menjamin
kualitas pelayanan publik sekaligus meningkatkan  akuntabilitas
pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Secara konseptual, indikator Kkinerja mencakup ukuran kuantitatif
maupun kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan atau
sasaran yang telah ditetapkan. Indikator ini tidak hanya menjadi tolok ukur
keberhasilan program atau kebijakan, tetapi juga berfungsi sebagai
landasan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi pelayanan di berbagai
tahap pelaksanaan, yaitu:

1. Tahap perencanaan (ex-ante): Indikator digunakan untuk
mengevaluasi potensi keberhasilan program atau kebijakan sebelum
implementasi, termasuk analisis kesiapan sumber daya dan strategi
pelaksanaan.

2. Tahap pelaksanaan (on-going): Indikator digunakan sebagai alat
pemantauan dan evaluasi selama proses pelaksanaan berlangsung,
sehingga memungkinkan perbaikan atau penyesuaian apabila terjadi
penyimpangan atau kendala.

3. Tahap pasca-implementasi (ex-post): Indikator digunakan untuk
menilai dampak atau hasil akhir dari program atau kebijakan setelah
selesai dilaksanakan, termasuk sejauh mana hasil tersebut relevan
dan berkelanjutan.

Dalam konteks Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa
Tengah, indikator kinerja untuk periode 2024-2029 dirancang untuk
mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang termuat dalam
Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah tahun 2024-
2026. Indikator-indikator ini berfungsi sebagai alat evaluasi kinerja
langsung yang menggambarkan capaian nyata selama periode tiga tahun

tersebut, sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.
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Indikator kinerja perangkat daerah meliputi Indikator Kinerja
Utama (IKU), yang merupakan ukuran keberhasilan strategis terhadap
tujuan dan sasaran utama perangkat daerah. IKU memiliki peran penting
dalam memastikan bahwa setiap program atau kegiatan yang dilaksanakan
selaras dengan visi dan misi organisasi serta mampu menjawab tantangan
pembangunan daerah. Penetapan IKU ini juga memberikan arahan yang
jelas bagi OPD dalam menyusun dan melaksanakan program kerja yang
efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil.

Dokumen perencanaan strategis ini memungkinkan fleksibilitas
dalam implementasinya, termasuk penyempurnaan indikator Kkinerja
seiring dengan perkembangan kondisi objektif dan dinamika kebutuhan
masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa indikator kinerja tidak hanya
menjadi alat evaluasi, tetapi juga instrumen adaptif untuk mendukung
keberhasilan kebijakan yang lebih luas.

Keberhasilan pelaksanaan indikator kinerja ini sangat bergantung
pada sinergi dan kolaborasi antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Jawa Tengah dengan pemangku kepentingan lainnya, termasuk
pemerintah pusat, pemerintah daerah kabupaten/kota, serta masyarakat.
Dengan dukungan yang terintegrasi, indikator kinerja ini diharapkan dapat
memberikan kontribusi nyata dalam mencapai pembangunan daerah yang
inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat
Jawa Tengah. Sementara Indikator kinerja perangkat daerah meliputi
indikator kinerja utama (IKU) perangkat daerah yang merupakan indikator

tujuan dan sasaran perangkat daerah selengkapnya sebagai berikut:

Table 28 Penetapan Indiator Kinerja Utama Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029

Indikator Kinerja . i
Baseline Tahun Target Capaian Tahun Ket
No Utama Perangkat
Daerah
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) €) (10) (11)
Indeks Ketahanan
1 3,01 3,02 3,03 3,04 3,05 3,06
IPOLEKSOSBUD
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Indikator Kinerja . i
Baseline Tahun Target Capaian Tahun Ket
No Utama Perangkat
Daerah
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
a. IndeksKetahanan
- - 3,11 3,12 3,13 3,14 3,15 3,16
Politik
b. Indeks Harmoni
- - 6,4 6,5 6,6 6,7 6,8 6,9
Indonesia
2 Nilai Kepuasaan 86 - - - - - - -
Masyarakat
Indeks Reformasi 73,53 73,70 74,00 74,30 74,60 74,90 75,00
Birokrasi
a. Nilai Kepuasaan 86 90,25 88,15 88,17 88,20 89,00 90,00 91,00
Masyarakat
b. Nilai Sakip 84,50 - - - - - - -
Perangkat Daerah
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No

Indikator Kinerja

Utama Perangkat

Daerah

Baseline Tahun

Target Capaian Tahun

Ket

2023 2024

2025

2026 2027 2028 2029 2030

(1

(2)

(3) (4)

()

(6) (7) (8) €) (10)

(11)

C.

Indeks
Manajemen

Resiko

- 2,865

2,85

2,9 2,95 3 3,05 3,1

Dari

kembali

sesuai

Indikator Kinerja

Utama OPD, kemudian dirumuskan

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu

Tujuan dan Sasaran RPJMD yang termuat dalam Indikator Program,

sebagaimana tabel terlampir

Table 29 Indikator Kinerja Kunci

No

Indikator

Kinerja Kunci

Baseline Tahun

Target Capaian Tahun

2023 2024

2025

2026 2027 2028 2029 2030

Ket

(1)

(2)

(3) (4)

(5)

(6) () (8) 9) (10)

(11

Indeks
Aktualisasi

Pancasila

75,54

76,31 77,09 77,87 | 78,65 | 78,66

Program
Penguatan
Ideologi
Pancasila dan
Karakter

Kebangsaan

3,60

75,54

76,31 77,09 77,87 | 78,65 | 78,66

Indeks Kinerja

Ormas

77.87

78,26 78,91 79,3 81 82

Program
Pemberdayaa
n dan

Pengawasan

80
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No

Indikator

Kinerja Kunci

Baseline Tahun

Target Capaian Tahun

2023 2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Ket

(1)

(2)

(3) 4)

(5)

(6)

(7

(8)

9)

(10)

(11

Organisasi
Kemasyarakat

an

Indeks Toleransi

76,76

74,30

75,40

76,50

77,6

78,7

79

Indeks
Ketahanan

ekonomi

2,88

2,89

2,90

2,91

2,92

2,92

Program
Pembinaan
dan
Pengembang
an
Ketahanan
Ekonomi,
Sosial, dan

Budaya

3,21

IDI Aspek

Kebebasan

87,8

88,11

88,11

88,1

88,1

88,1

IDI Aspek
Lembaga

Demokrasi

79,43

80,47

80,71

80,9

81,9

81,9

Program
Peningkatan
Peran Partai
Politik dan
Lembaga
Pendidikan
Melalui
Pendidikan
Politik dan
Pengembangan
Etika Serta
Budaya Politik
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No

Indikator

Kinerja Kunci

Baseline Tahun

Target Capaian Tahun

2023 2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Ket

(1)

(2)

(3) 4)

(5)

(6)

(7

(8)

9)

(10)

(11

Indeks
kewaspadaan

Nasional **

73,5

74

74,5

75,0

75,5

76

Program
Peningkatan
Kewaspadaan
Nasional dan
Peningkatan
Kualitas dan
Fasilitasi
Penanganan

Konflik Sosial

80,60

Table 30 Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

No

(D

SPM

Indikator Kinerja

Baseline

Tahun

Target Capaian Tahun

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Ket

(2

3)

(4)

(5)

(6

(7

(8

9

(10)

(1)

NIHIL
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BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen penting
yang mencerminkan komitmen dalam perencanaan dan pengelolaan tugas-
tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik. Dokumen ini bertujuan untuk
memberikan arahan strategis kepada seluruh pemangku kepentingan
(stakeholders), baik internal maupun eksternal, agar dapat berkontribusi
secara aktif dalam mendukung penguatan dan pembangunan di sektor
kesatuan bangsa dan politik di Provinsi Jawa Tengah.

Renstra ini dirancang dengan fleksibilitas untuk beradaptasi
terhadap dinamika situasi yang mungkin terjadi. Sasaran-sasaran yang
termuat di dalamnya dapat berubah sewaktu-waktu guna menyesuaikan
dengan kondisi objektif yang berkembang, terutama ketika menghadapi
kebutuhan strategis yang mendesak. Dengan sifat yang responsif ini,
Renstra menjadi alat perencanaan yang relevan untuk menjawab tantangan
dan peluang yang muncul di masa mendatang.

Target dan sasaran yang tertuang dalam Renstra mencakup tidak
hanya sasaran strategis Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tetapi juga
menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkup Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah. Setiap unit kerja memiliki
tanggung jawab untuk menerjemahkan sasaran tersebut ke dalam kegiatan
operasional yang relevan dan dapat diterapkan sesuai dengan tugas pokok
dan fungsi masing-masing. Hasilnya kemudian dirumuskan dalam bentuk
Rencana Kerja (Renja) Tahunan, yang menjadi panduan untuk
melaksanakan tugas secara terarah dan sistematis.

Pengendalian dan pengawasan terhadap implementasi Renstra
dilakukan langsung oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Jawa Tengah. Dalam pelaksanaannya, Kepala Badan dibantu oleh
seluruh jajaran di lingkungan instansi, yang bekerja secara kolektif untuk
memastikan program-program berjalan sesuai rencana dan mencapai hasil
yang diharapkan. Pendekatan ini dirancang untuk menciptakan sinergi
antara perencanaan strategis dan pelaksanaan teknis di lapangan.

Dokumen ini juga bersifat dinamis, memungkinkan adanya revisi dan

Page | 294



S ——

penyempurnaan guna mengatasi berbagai kekurangan yang mungkin

muncul dalam perencanaan pembangunan. Dengan demikian, Renstra
tidak hanya menjadi panduan kerja tetapi juga alat evaluasi untuk
meningkatkan kualitas perencanaan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Semua target yang telah dirumuskan dalam Renstra ini dapat
tercapai dengan dukungan penuh dari berbagai pihak terkait, baik di
tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Kolaborasi lintas sektor menjadi
kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah
ditetapkan.

Sebagai penutup, dokumen Renstra ini diharapkan dapat menjadi
landasan kokoh dalam penyusunan perencanaan strategis Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah. Dengan arahan dan tujuan yang
jelas, Renstra ini akan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi secara
efektif, efisien, dan berkelanjutan. Dukungan dan kerja sama semua pihak
sangat diperlukan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan yang

telah dirancang demi kemajuan Provinsi Jawa Tengah.
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